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ABSTRAK 

IMPLEMENT AS! PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA 
DI DESA PASIR PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN 

KABUPATEN KOTA W ARINGIN BARAT 

Febri Sri Hartini 
febrisrihartini.ut@gmail.com 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsi dan menganalisis 
implementasi pengelolaan anggaran dana desa di Desa Pasir Panjang Kecamatan 
Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya dana desa dan alokasi 
dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban, selain itu juga untuk menganalisis dan mendeskripsikan 
kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam mengirnplementasi pengelolaan 
anggaran dana desa khususnya dana desa dan alokasi dana desa. Metode yang 
digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data primer 
diperoleh dengan wawancara terhadap lnforman kunci : Kepala Desa, Sekretaris 
Desa, dan Bendahara Desa Pasir Panjang. Teknik analisis data yang akan 
digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles dan Huberman. 
Hasil penelitian menunjukkan Irnplementasi pengelolaan anggaran dana desa 
Pasir Panjang belum maksimal dari sisi perencanaan dan pelaksanaan. 
Musyawarah desa sebagai salah satu langkah proses perencanaan tidak melibatkan 
seluruh unsur lembaga masyarakat yang ada di Pasir Panjang. Dari sisi 
Pelaksanaan belum maksimal karena tidak semua anggota Tim Pelaksana 
Kegiatan bekerja sesuai tugasnya, tetapi dirangkap oleh anggota yang lain, karena 
kapabilitas yang kurang memadai. 

Kata Kunci : Pengelolaan Anggaran, Dana Desa, lmplementasi 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND MANAGEMENT 
AT PASffi PANJANG VILLAGE ON ARUT SELATAN DISTRICT 

IN KOTAWARINGIN BARAT REGENCY 

Febri Sri Hartini 
febrisrihartini.ut@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesian Open University 

The purpose of this study was to describe and analyze the Implementation of 
village fund management at Pasir Panjang village on Arut Selatan district in 
Kotawaringin Barat Regency, especially village fund and village fund alocation in 
planning, implementing, admistrating, reporting and responsibility. Besides, this 
study was also aimed to analyze and describe the barriers faced by Pasir Panjang 
government located on Arut Selatan district in Kotawaringin Barat Regency in 
implementation of village fund management, especially village fund and village 
fund allocation. The research method used in this study was decriptive qualitative 
research. Primary data was obtained through interview with the key informants 
were the chief, secretary, and treasurer of village government in Pasir Panjang. 
Data analysis technique in this study was Miles and Huberman interactive model. 
The result of this study showed that implementation of village fund management 
in Pasir Panjang has not been maximal in planning and implementing village 
fund. Village discussion as one of the planning steps has not involved the whole 
social foundations in Pasir Panjang. In implementation, it also has not been 
maximal because not all members of executive team work as the job description. 
Nevertheless, some responsibilties were done by other members due to the lack of 
capability. 

Key word : Funding, Village Fund, Implementation 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

E. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

1. Kondisi Geografis 

Kecamatan Arut Selatan merupakan salah satu Kecamatan yang terletak 

di tengah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ibukota Pangkalan Bun. 

Sebagian besar wilayah Kecamatan Arut Selatan terletak di dataran dan 

sebagian kecil berada di daerah pesisir. Kecamatan Arut Selatan terdiri dari 7 

keluraan yaitu Mendawai, Mendawai Seberang, Raja, Sidorejo, Madurejo, 

Barn dan Raja Seberang. Desa yang ada di Kotawaringin Barat beijumlah 13 

desa yaitu Tanjung Puteri, Kumpai Batu Bawah, Kumpai Batu Atas, Pasir 

Panjang, Rangda, Kenambui, Runtu, Umpang, Natai Raya, Medang Sari, Natai 

Barn, Tanjung Terantang dan Sulung. Kecamatan Arut Selatan mempunyai 

luas wilayah 2.400 km2dengan batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kumai, Pangkalan Lada 

dan Pangkalan Banteng 

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kotawaringin Lama 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Arut Utara 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa. 

Berdasarkan kondisi geografis, desa Pasir Panjang yang terletak di Kecamatan . 

Arut Selatan, berada dekat sekali dengan pusat kota dan pusat pemerintahan 
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baik pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Kabupaten, sehingga akses 

informasi dapat dicapai dengan mudah. 

2. Kondisi Demografis 

Berdasarkan data BPS Kotawaringin Barat, jumlah penduduk Kecamatan 

Arut Selatan sebanyak 111.658 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 

58.178 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 22.957 jiwa. Kepadatan 

penduduk tertinggi adalah kelurahan Raja yaitu 4.322 per 1 km2· Rasia jenis 

kelamin di seluruh desa! kelurahan yang ada di Kecamatan Arut Selatan 

diatas 100, ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah 

penduduk perempuan. 

Tabel3. 
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk menumt Desai Kelurahan di 
Kecamatan Arut Selatan 

Desai Kelurahan Luas Wilayah (km2) Penduduk Kepadatan 

l.Tanjung Putri 19,00 932 50 
2. Kumpai Batu Bawah 18,25 2.006 110 
3. Kumpai Batu Atas 30,00 2.979 99 
4. Pasir Panjang 162,00 10.173 63 
5. Mendawai 469,00 11.583 25 
6. Mendawai Seberang 26,00 2.174 84 
7. Raja 1.50 6.483 4.322 
8. Sidonjo 6,00 17.217 2.870 
9. Madurejo 26,00 18.975 730 
IO.Baru 8,50 22.957 2.701 
11.Raja Seberang 115,00 1.724 15 
12.Rangda 51,00 1.256 25 
13.Kenambui 320,00 659 2 
14.Runtu 504,00 4.613 9 
15.Umpang 609,00 1.129 2 
16.Natai Raya 6,20 1.694 273 
17.Medang Sari 9,00 1.375 153 
18.Natai Baru 7,30 1.953 268 
19. Tanjung Terantang 12,25 793 65 
20.Sulung 320,00 973 3 
Sumber Data : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat (Amt Selatan Dalam 
Angka 2015) 
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Tabel4. 

Luas Laban dirinci menurut Desai Keluraban dan Peruntukan Laban di 
Kecamatan Arut Selatan (ha) 

Desai Kelurahan 

l.Tanjung Putri 
2. Kumpai Batu Bawah 
3. Kumpai Batu Atas 
4. Pasir Panjang 
5. Mendawai 
6. Mendawai Seberang 
7. Raja 
8. Sidorejo 
9. Madurejo 
10.Baru 
11.~a Seberang 
12.Rangda 
l3.Kenambui 
14.Runtu 
15.Umpang 
16.Natai Raya 
17.Medang Sari 
18.Natai Baru 
19.Tanjung Terantang 
20.Sulung 

Arut Selatan 

Luas 
Wilayah 

1.900 
1.825 
3.000 

16.200 
46.900 

2.600 
150 
600 

2.600 
850 

11.500 
5.100 
5.000 

50.400 
60.900 

620 
900 
730 

1.225 
27.000 

240.000 

Pertanian 
Sawah 

900,00 
603,00 
350,00 

1.500,00 

200,00 

2,50 
20,00 

300,00 
1.100,00 

194,00 

5.179,5 

Peruntukan Laban 

Pertanian Non 
NonSawah Pertanian 

315,00 1.585,00 
925,00 

493,00 1.904,00 
103,70 15.746,30 

45.400,00 
2.600,00 

150,00 
600,00 

200,00 2.400,00 
850,00 

11.300,00 
5.100,00 
5.000,00 

50.400,00 
2,50 2,50 

50,00 550,00 
900,00 

277,00 153,00 
115,00 

40,00 26.766,00 

1.481,2 172.446,8 
Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat (Arut Selatan Dalam Angka 
2015) 

Berdasarkan data tersebut di atas, desa Pasir Panjang merupakan desa 

Agronomis, dimana potensi terbesar berasal dari pertanian secara luas. Dengan 

16.200 ha, Pasir Panjang memiliki lahan untuk pertanian sebesar 453,70 ha. 
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A. HASIL PENELITIAN 

B.l. Dasar Kebijakan 

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa diatur dengan : 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32) 

2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 43) 

3. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara 

Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Kabupaten kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

tahun 2014 Nomor 44) 

4. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2014 tentang 

Penghasilan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat tahun 2014 nomor 47) 

5. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat tahun 2015 nomor 22) 
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I 6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 81 TahlUl 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 TahlUl 

2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat tahlUl 2016 nomor 81) 

:! ' Berdasarkan landasan hukum terkait Pengelolaan Keuangan Desa di atas 

dapat diketahui sebagai berikut : 

1. Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal I disebutkan Pengelolaan 

Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung 

I jawaban keuangan desa. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana 

I· 3. , I 
'1: 

keuangan tahllllan Pemerintah Desa. 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Kabupaten/ Kota dan 

digunakan lllltuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

4. Alokasi Dana Desa atau ADD adalah dana perimbangan yang diterima 

Kabupaten/ Kota dalam Anggarhll Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten! Kota dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa 

yang karena jabatannya mempllllyai kewenangan menyelengarakan 

keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan 

'! I 
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Keuangan Desa atau PTPKD adalah unsur perangkat desa yang 

membantu Kepala Desa untuk: melaksanakan pengelolaan keuangan 

desa. Sedangkan Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang 

' ' I 

membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan 

: I 

keuangan desa. 

6. Pelaksana Kegiatan adalah unsur perangk:at desa dari sekretariat desa 

dan pelaksana teknis yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan 

' ' 
di bidangnya. 

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan 4 (empat) asas 

pengelolaan, sebagai ber.Jrut : 

' ' ' I ' I. Transparan yaitu semua informasi disajikan secara terbuka dan mudah 

diakses oleh masyarakat sehingga tercapai tujuan efektif dan efisien. 

Yang dimaksud dengan keterbukaan sesuai pasal 24 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah asas yang membuka diri 

I ! 
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,jujur 

' ' 

dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
' ' ' 

! ' 

dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan yang dimaksud efel."tivitas adalah asas yang menentukan 

I 
' ' 

bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai 
' ' I ' 

' ' ' 
tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Asas efisiensi adalah asas yang 

' ' 

menentuk:an bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai 

I I 1 dengan rencana dan tujuan. 

I 
' ' 
; I 2. Akuntabel yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum, terhadap basil yang dicapai.Akuntabilitas adalah asas 

' I 

'I 

I 
I 

, I' 
! 
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yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan basil akhir kegiatan 

penyelenggaraan Pemerintah Desa hams dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

' : 3. Partisipatif yaitu mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang I I 

ada di desa. 
: I 

' I 4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan tepat waktu 
' ' ' I I 

! ; I 

I ' 
' I 

dan taat aturan (Pasal3 Peraturan Bupati Kobar Nomer 22 Tahun 2015). 

Lebih lanjut pada Peraturan Bupati disebutkan bahwa Anggaran 

Pendapatan dan Belanjan Desa atau APBDesa terdiri da;:i Pendapatan Desa, 

I 
I I Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa meliputi semua 

' ' I penerimaan uang melalui rekening desa yang mempakan hak desa dalam satu 
' ' 

' I tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa 

terdiri atas Pendapatan Asli Desa (P ADesa), Transfer dan Pendapatan lain-lain. 

Sedangkan maksud Transfer disini adalah Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan 

Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten. 

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan 

kewenangan desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan 

dengan ketentuan : 

' I a. Paling banyak 30% darijumlah anggaran belanja desa digunalan tmtuk 

I 

I' 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa 

2. Operasional Pemerintah Desa 
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3. Tunjangan BPD 

4. Operasional BPD 

5. InsentifRT dan RW 

b. Paling sedikit 70% darijumlah anggaran belanja Desa digtmakan untuk 

mendanai: 

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa 

3. Pembinaan kemasyarakatan Desa 

4. Pemberdayaan masyarakat Desa. 

Pengelolaan Kruangan Desa dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, 

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggtmgjawaban di desa Pasir Panjang 

Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan 

Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa seperti yang tercantum dari Pasal 22 sampai 

dengan Pasal42, serta Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 81 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat N omor 22 

Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang berisi 

penyempurnaan dengan menyederhanakan alur birokrasi agar proses pencairan 

dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien, sebagai berikut : 

1. Perencatiaan 

Proses Perencanaan dimulai dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJMDesa) yang merupakan rencana kegiatan 

pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun masa kepemimpinan 
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kepala desa setelah melalui proses musyawarah desa bersama Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) bersama unsur masyarakat. Kemudian 

disusunlah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 

jangka waktu satu tahun. 

Kemudian Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa 

tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahlm berkenaan~ disampaikan 

kepada Kepala Desa dan selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk 

dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa 

kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi, kemudian Bupati 

menetapkan basil evaluasi Rancangan APBDesa. 

2. Pelaksanaan 

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua 

penerimaan dan pengeluaran desa hams didukung oleh bukti yang lengkap 

dan sah. 

Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan 

kegiatan hams disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran 

Biaya, yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala 

Desa. 

Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran 

yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan 
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menggtmak:an buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggtmgjawaban 

pelak:sanaan kegiatan desa. 

Berdasarkan RAB Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Pengajuan SPP terdiri atas SPP, 

Pemyataan Tanggtmgjawab Belanja dan Lampiran bukti transaksi. 

Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa 

menyetujui pennintaan pembayaran dan bendahara melak:ukan pembayaran, 

selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. 

3. Penatausahaan 

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib 

melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan 

tutup buku setiap ak:hir bulan secara tertib. 

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggtmgjawaban, disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan 

paling lamb at I 0 bulan berikutnya. 

4. Pelaporan 

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelak:sanaan 

APBDesa kepada Bupati. Laporan semester pertama berupa laporan 

realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun 

beijalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada 

akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

5. Pertanggungjawaban 
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Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan 

pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian 

tidak tetpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Laporan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan 

media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan 

pengumuman, radio kuminitas dan media informasi lainnya. 

Laporan realisasi dan pertangungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, paling lambat satu 

bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 

B.2. Pelaksanaan di Lapangan 

Berdasarkan metode penelitian yang digunak:an maka pada sub bab 

ini akan disajikan basil penelitain melalui wawancara langsung dengan 

informan yang dipilih, pengamatan dan data atau dokumen yang 

diperoleh dilapangan. 

Secara umum implementasi pengelolaan Anggaran Dana Desa di 

Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin 

Barat, khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah dilakukan 

sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, meskipun masih 

perlu penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan lebih lanjut. Selain itu 

masih ditemukan beberapa kendala dilapangan sehingga membutuhkan 

saran perbaikan dimasa yang akan datang. Hal tersebut dapat diketahui 

melalui berbagai fenomena yang penulis temukan selama melaksanakan 

penelitian. 
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a. Perencanaan 

Berdasarkan data dokumen yang ada (terlampir) penyelenggaraan 

Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan pada tanggal 18 Desember 

2015, bertempat di Gedung Surya Laman. Pelaksanaan Musdes 

didukung dengan SK Kepala Desa Pasir Panjang Nomor : 

411.24/34/KPTS/DPPIXII/2015 tanggal Desember 2015 tentang 

Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

Pasir Panjang. Pelaksanaan Musrenbangdes tersebut di hadiri oleh 

narasumber dari BPMD yang dihadiri oleh Kepala Bidang dan 

didampingi oleh 2 orang pendamping desa serta seorang pendamping 

local desa . 

Berdasarkan dokumen undangan (terlampir), Rapat penyusiman 

RPJM Desa 2016-2021 dilaksanakan pada hari Kamis tangal 2 Juni 

2016 bertempat di Aula Surya Laman. Sedangkan Rapat penyusunan 

RKP 20l7 dilaksanakan hari Rabu tanggal20 Juli 2016. 

Berikut ini analisis dokumen berdasarkan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 serta Rencana Kerja 

Pemerintahan Desa Tahun 2016 dan Tahun 2017. RPJM desa terdiri 

dari 4 Bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, 

Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang kemudian dituangkan dalam 

RKP seperti pada Tabel 5. berikut ini : 
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Tabel: Realisasi dari Perencanaan Kegiatan dalam RPJMDes dengan RKP 

NO JENIS KEG lA TAN RPJM 2016- 2021 RKP2016 RKP2017 

1 Pembangunan Desa 
A, Peningkatan Sarpras pemukiman dan 
infrastruktur 1. Semenisasi jl. Lingkungan 

Jl. TPU, Jl. Flam boyan, jl. Betet, tiung, 
murai, RT4 RT 2,12, 11 
Jl. Kenanga, anggrek, perurn pasir putih. 
tor a, 
Jl. Lingkunga11, Gg. Makmur, tora I, II, 
Pongo I, II, 
Gg. Ayam, gg. Said abdulah (RT. 11, 20, 13, 
17, 12, 02, 04) 

2. Peningkatan/ Pengaspalan Jalan 
Lingkungan 
Gg. Jeruk manis, pepaya 2, SKB, jl. Aris k, 
jl. Padat karya, 
jl. Tpa baru, jl. Utama I, perurn pac;ir 
panjang permai, 
jl. Cempaka putih, jl. Tora graha (RT. 8, 12, 
13, 6, 14, 15, 16, 

RT. 5, 11, 9) 

3. Pengerasan Agregat lingkungan 

(RT. 1, 12, 4, 11, 19) 

4. Pembangunan drainase 
(RT. 8, 9, 11, 12, 13, 6, 14, 15, 16, 17, 20, 5, 
4, 18, 2, 1) RT 12,13,9 RT 12, 2, 1 

5. Pembukaanjalan baru 
pembangunan jembatan 

(RT. 9, 2, 4, 18, 11, 1) batu RT 1 

6. Pemeliharaanjalan lingkungan 

(RT. ~) 
7. Pembuatan gorong2/ box culvert RTI 
(RT. 17, 5, 20, 1, 11, 9) 
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B. Peningkatan sarpras pendidikan 1. pembangunan gedung perpusdes rehab 

2. pengadaan mebel pengadaan pengadaan 

3. pengadaan komputer & printer 

4. pembangunan gedung TK RT I 

5. pengadaan me bel, alat peraga 

6. rehab pos paud RT 5 kanopi, 

7. bantuan operasional dan honor 

penambahan posyandu RT pengadaan mebelair 
C. Peningkatan sarpras kesehatan 1. Pembangunan gedung posyandu RT 9 1 posyandu RT 1 

2. rehab posyandu RT 11 dan 5 

3. sumur bor RT 11 
4. pengadaan sarana air bersih RT Pembangunan tower air 
6,8,!4,15,16 gedung sebaguna RT 1 

5. imunisasi rabies 

6. fogging 

7. mobil ambulan desa 1 unit 

8. pembangunan MCK desa 

D. Pembangunan sarpras ekonomi desa 1. pembangunan gedung bumdes 

E. Pengembangan usaha ekonomi produktif 1. pendirian bumdes 

2. penyertaan modal usaha bumdes 

3. pengadaan bibit buah 

4. pemagaran kolam renang 

5. bedah rumah 

F. Pengelolaan dan pelestarian lingkungan 1. pembuatan bak sampah 

2. pengadaan mesin potong rumput 

2 Pembinaan Kemasyarakatan 
A Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban 
umum 1. pembangunan pas kamling 

2. Pengadaan lampu peneranganjalan 

3. papan himbauan 
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Pembangunan balai adat 
B. Pembinaan kerukunan umat beragama I. pembangunan mushola kaharingan 

2. Pengadaantendalengkung 

3. pembangunan TP A 

I. operasional PKK, Karang taruna, RT, 
C. Pembinaan kelembagaan masyarakat desa LPMD 

D. Peningkatan sarpras kesenian budaya -
•, 

E. Peningkatan sarpras olahraga I. lampu penerangan lapangan voly 
Pembangunan tribun olah 

2. pemagaran stadion raga 

3. lampu stadion 

3 Pemberdayaan masyarakat 

A Peningkatan kapasitas aparat pemdes dan bpd 

B. Peningkatan kapasitas LKMD 

Tidak ada di RPJM Des: Tidak ada di RPJM Des : 
1. Penimbunan parit 
primer sekunder RT 1 1. Pengadaan embung 
2. Pembeliart bidang tanah 2. Pembangunan drainase 
untuk penambahan lokasi tribun 

3. Pembelian tanah untuk 
kebun wisata buah penambahan lokasi 
3. Rehab planksonjalan kebun wisata RT 2 
RT17 (l!lllj utan) 
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Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat, pada Rencana Keija 

Pemerintahan Desa tahun 2016 dan tahtm 2017 terdapat beberapa 

kegiatan yang muncul tetapi tidak terdapat dalam dokumen RPJM 

Desa dan terdapat kegaiatan yang lokasinya berubah serta bentuk 

pembangunan fisik juga berubah. Y aitu kegiatan penambahan 

posyandu RT 1, penimbunan parit, Pembelian bidang tanah tmtuk 

.penambahan lokasi kebun wisata buah diRT 2, Rehab planksonjalan 

diRT 17, Pengadaan mebelair posyandu RT 1, Pembangunan tower 

air di RT 1, Pembangunan Balai Adat kaharingan, Pembangunan 

Tribun olah rag<t, Pengadaan embung serta pembangunan drainase 

tribun. 

Sedangkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang 

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA Kotawaringin 

Barat terhadap proses perencanaan Anggaran Dana Desa sebagai 

berikut: 

"Dari sisi mekanismenya, setiap desa harus menyiapkan dokumen 
perencanaan yang disebut RPJMDesa, RKPDesa. RKPDesa akan 
menjadi dasar penganggaran. Dalam menyusun RKPDesa mengacu 
pada RPJMDesa. Mekanisme RKPDesa ini seharusnya melalui 
musyawarah, awalnya disetiap RT, dengan melibatkan setiap 
komponen masyarakat disitu, dari RT dibawa ke RW, kemudian ke 
desa untuk dimusyawarahkan, tentunya dengan melibatkan 
stakeholder yang ada ........ " (wawancara tanggal16 Januari 2018). 

Pemyataan lain disampaikan oleh Kepala Desa Pasir Panjang 

yang menyatakan : 

"Sesuai kapasitas saya selaku Kepala Dsa adalah Penanggungjawab 
Anggaran, bahwa dalam bentuk transparansi, akuntabel pada 
masyarakat tentang adanya transfer Anggaran Dana Desa, DD dan 
ADD itu kita kelola mengacu berdasarkan item-item RPJM, yang 
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kemudian dituangk:an dalam bentuk RKP per tahun. Kegiatan itu 
memang hams selaras, kegiatan yang diusulkan melalui 
musrenbangdes tingk:at desa ........ " (wawancara tanggal 23 Januari 
2018). 

Demikian juga Kasi PMD Kecamatan Arut Selatan menyatakan 

sebagai berikut : 

"Dari kegiatan pembangunan tahun 2017, ada perubahan dalam 
usulan pembangunan, kalau dulu top down sekarang me~adi bottom 
up, kami sudah menyampaikan himbauan maupun surat, bahwa 
usulan pembangunan itu hams dimusyawarahkan melalui 
musyawarah desa ditingk:at desa, dengan melibatkan RT, tokoh 
masyarakat, PKK, kelembagaan di desa seperti karang taruna dan 
bahkan dari unsur yang tidak didanai oleh APBDes seperti sekolahan 
dan kesehatan ........ " (wawancara tanggal24 Januari 2018) 

Pemyataan yang lain disampaikan oleh Sekretaris Desa Pasir 

Panjang sebagai berikut : 

c 
"Perencanaan Anggaran Dana Desa dimulai dari RP JMDes sampai 
jadi RKP, diawali dengan musyawarah ditingk:at RT naik ketingk:at 
desa kemudian ada tim yang menentukan skala prioritas yang bisa 
didanai dengan APBDes, yang tidak bisa ditahun beijalan akan 
menjadi prioritas tahun berikutnya ....... " (wawancara tanggal 16 
Januari 2018) 

Akan tetapi penyataan lain dsampaikan oleh Dorprawati Siburian, 

peneliti terdahulu dengan lokasi desa Pasir Panjang sebagai berikut : 

" ...... 83 desa yang ada di Kotawaringin Barat Desa Pasir Panjang 
termasuk yang maju, temyata BPD tidak ber:fungsi secara maksimal. 
...... pada rapat-rapat pembangunan mungk:in mereka aktifhadir, tapi 
sebelum rapat pembangunan seharusnya ada rapat setiap RT, pada UU 
nomor 6 tahun 2014, sebulan sekali hams ada evaluasi, pada saat 
evaluasi tersebut hams mengundang RT, dari RT tersebut dapat 
diketahui apa yang diinginkan oleh RT yang ada di desa tersebut, barn 
dirumuskan apa pembangunan yang diinginkan, ketika RT tidak 
dikumpulkan apakah pembangunan tersebut keinginan masyarakat 
atau orang-orang tertentu saja, sampai selesai penelitian, pertemuan 
dengan RT setiap bulan tidak ada, kalaupun ada l.mdangan, tidak 
semua RT tersebut hadir, pada saat rapat BPD mengundang tetapi RT 
tidak maksimal hadimya, seharusnya termasuk sebagai bahan evaluasi 
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rapat tiap bulannya, mengapa kehadiran RT tidak maksimal, bukan 
berarti pada saat yang hadir hanya 50% undangan yang dating/ tidak 
memenuhi quorum, kemudian memutuskan suatu keputusan penting, 
itu sangat disayangkan, alangkah baiknya jika kehadiran rapat sudah 
memenuhi quorum barn memutuskan kesepakatan bersama, sehingga 
keputusan tentang program kegiatan menjadi lebih akurat, bukan 
hanya keinginan beberapa orang saja ...... " (wawancara tanggal 16 
Januari 2018). 

Hal senada disampaikan oleh nara sumber berikut, yaitu 

Musahadah peneliti terdahulu dengan lokasi Desa Pasir Panjang yaitu 

"Dari basil penelitian saya kemarin itu,. di situ kan lingkupnya 
keluarga, jadi mereka itu mengambil keputusannya itu tidak 
berdasarkan musyawarah yang dalam artian formal, tapi mereka 
mengambil keputusan hanya siapa yang punya bargaining position 
power di situ, salah satunya adalah orang-orang yang penting di desa 
itu, kaya ketua adat, pemuka adat, salah satunya adalah mantan Kades 
terdahulu, karena selain dia juga mantan kades, dia juga sebagai 
pemuka adat disitu. Saat ini kan dia sebagai BPD. (Musdes) .... kalau 
mereka tidak melakukan yang artinya dikumpulkan secara formal, 
tetapi mereka melalui fase dengan cara mengirimkan selebaran, yang 
untuk diisi, nah selebaran itulah yang dibawa ke rapat terbatas mereka, 
tapi bukan rapat formal antara BPD dengan perangkat desa, tapi 
mereka membawanya secara tidak formal. Administrasi tidak 
melewati itu (undangan), karena nonformal dan tidak semua 
perangkat dan BPD terlibat, hanya orang-orang yang penting saja. 
Yang ikut serta, karena dia face to face akhirnya itu dianggap sebagai 
suatu mekanisme dalam mengambil keputusan untuk musyawarah 
desa ...... "(wawancara tanggall7 Januari 2018). 

Pada kesempatan lain disampaikan : 

"Proses Musyawarah Desa tidak dilakukan, tidak ada bukti. Hanya 
m~nyebar blanko untuk isian usulan kegiatan per RT, setelah 
dikumpulkan barn direkap, musyawarah desa tidak dilakukan 
(kegiatan 20 15). BPD tidak efektif, tidak bekerja maksimal, dan hanya 
sebagai formalitas saja ...... "(wawancara tanggal11 Januari 2018) 

Hal tersebut diperkuat pemyataan Ketua R T VII Desa Pasir Panjang 

sebagai berikut : 
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" ..... (proses perencanaan/ musyawarah desa) kalau untuk tahun 2017 
realisasi untuk tahun 2017, musyawarahnya tahun 2016, itu saya 
dilibatkan, seluruh RT diundang, realisasi tahun 2015 saya tidak 
pemah hadir, nggak ada undangan, saya hadir pada proses 
perencanaan tahun 2016 untuk realisasi tahun 2017 ...... (proses 
perencanaanl musyawarah des a) kalau untuk tahun 2017 realisasi 
untuk tahun 2017, musyawarahnya tahun 2016, itu saya dilibatkan, 
seluruh RT diundang, realisasi tahun 2015 saya tidak pernah hadir, 
nggak ada undangan, saya hadir pada proses perencanaan tahun 2016 
untuk realisasi tahun 2017 ........ " (wawancara tanggal 16 Januari 
2018) 

Hal tersebut secara implisit diakui Ketua BPD Pasir Panjang sebagai 

berikut: 

"Ya, memang tidak semua bu, memang warga masyarakat kita banyak 
yang kerja petani, pegawai juga, jadi kita orang-orang ~ertentu tapi 
memang orang-orang yang mengerti tentang pembangunan di desa 
kita, kita libatkan termasuk kepala adat. 
Ada bu (undangan) jadi itu ada berita acara juga, berita acara 
kesepakatan, disimpan. Itu disimpan di desa semuanya bu, sama 
sekretaris des a ...... ". 

Demikianjuga dengan Wakil BPD Pasir Panjang, mengatakan: 

" ... kalau sampai tahun yang lalu-lalu nggak ingat saya (2015), kalau 
yang baru-baru kemarin itu, termasuk RKP desa itu kan, sudah 
dijalankan semua ..... ,(undangan musdes) seluruh RT, biasanya plus 
2 orang, maksimal 3 orang, semua lembaga yang ada di desa ..... " 
(wawancara tanggal18 Januari 2018). 

Hal senada diakui juga oleh Musti Ronda, tokoh masyarakat Desa 

Pasir Panjang sebagai berikut : 

"Saya terns terang, kalau 2015, 2016, apakah itu adik saya Uncum 
Ronda ataupun Tamel, dari tahun 2015 atau 2016 seo1ah-olah · 
masyarakat itu tertutup, saya terns terang saja, belum ada (musdes), 
mulainya barn tahun 2017 yang ada kita diundang, ditanyakan, supaya 
kata saya harus transparan, hams terbuka, j angan ada ditutup-tutupi 
biar kalian bekerja lancar sesuai dengan kemampuan ...... " 
(wawancara tanggal29 Januari 2018) 
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Lebih lanjut Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 

BAPPEDA Kotawaringin Barat menegaskan : 

" ...... (pembinaan langsung proses perencanaan ) untuk yang setelah 
tahun 2010 Bappeda tidak masuk ke desa, tapi sebelumnya ditahun 
2007/2008 kita memang fasilitasi desa, artinya membantu bagaimana 
merumuskan, merencanakan, kita berikan pemahaman bagaimana 
proses perencanaan melalui. musrenbangdes, bagaimana tata cara 
penyustman permasalahan, bagaimana alternative tindakan sampai 
dengan usulan itu sendiri. 
..... kalau dari sisi mekanisme idealnya seperti yang saya sampaikan 
tadi, seandainya itu belum dilakukan, komponen dari kami dan DPMD 
memberikan pengetahuan dan pembelajaran · ke pera..'!gkat desu 
bagaimana agar mekanisme peraturan itu agar benar-benar dijalankan, 
kalau itu sudah kemudian ditingkatkan kualitas perencanaan yang 
diusulkan, selama ini usulan yang disampaikan hanya memenuhi 
keinginan, artinya apa yang tercetus dalam pikiran mereka ya itu yang 
diusulkan, tanpa rr.emikirkan dampak jangka panjangnya apa . 
. . . . . . yang kita amati ketika musrenbang kecamatan banyak sekali 
usulan-usulan yang disampaikan belum sesuai dengan yang kita 
inginkan. Barangkali basil output yang dihasilkan itu ada kaitannya 
juga dengan proses perencanaan yang tidak dilakukan oleh desa, 
karena mohon maaf, kadang-kadang yang mengikuti musrenbang 
kecamatan hanya perangkat, yang diusulkan hanya kawasan disekitar 
mereka tidak melihat kesehuuhan wilayah desa secara utuh, apa yang 
betul-betul dibutuhkan, jadi hanya sekehendak perangkat desa 
saja ...... " 

Lebih lanjut Penetapan Prioritas lokasi pelaksanaan kegiatan 

Anggaran Daria Desa, informan menyatakan sebagai berikut : 

Sekretaris Desa Pasir Panjang menyatakan sebagai berikut : 

" .... .iyaa ... semua, semua (pemerintahan desa ada hubungan 
kekeluargaan/ kerabat) ..... nggak tabu ini semacam ada sumpah dari 
atas, nanti kita lihat saja selanjutnya orang lain masuknya tetep 
keluarga, dan saya masih yakin. . .. .iya, iyaa, iyaa .. banyak, ada 
beberapa kali .... kalau misalnya ada kegiatan :fisik mau diusulkan 
kemana gitu, yang ada dikepala mereka hanya RT 1 dan 2, begitu. 
Saya selalu bilang, pakjangan lupa Pasir Panjang 21 RT, saya paling 
nggak suka kalau mereka membedakan antara penduduk asli dengan 
penduduk pendatang ....... " (wawancara tanggal24 Januari 2018). 
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Hal tersebut diperkuat pemyataan yang disampakan oleh tokoh 

masyarakat sebagai berikut : 

"Hanya saya dengan kemarin, dalam hal penentuan, untuk desa ini 
karena banyaknya RT seolah-olah RT ini semua menuntut, cuma ada 
masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, seharusnya porsi untuk 
pembangunan desa ini dipusatkan ke RT 1 RT 2, sedangkan RT RT 
lain itu termasuk masih dibawah pengembang, artinya mereka di 
perumahan itu kan masih tanggtmgjawab pengembang, umpamanya 
bantuan itu untuk 5 RT, maka 2 atau 3 itu harus di pasir panjang, 
karena RT 1 dan 2 inilah yang paling tua, sebelum ada RT lain, namun 
ada tanggapan tidak boleh bahwa seolah-olah hanya diRT 1 dan RT 
2 yang mouopoli, Cuma setahu saya, khususnya masyarakat yang 
paling tua di desa ini menuntut, paling tidak seandainya ada 5 paket, 
3 paket untuk RT 1 dan 2, nab yang 2 paketnya itu dibagi RT RT lain, 
namun itu dalam rangka musyawarah, keputusannya itu desa yang 
menentUkan. 
Memang kalau suara masyarakat ada sebagian yang saya dengar ada 
anak tiri, ada anak kandung, bagi saya pribadi bagaimana caranya 
untuk tahun-tahun kedepan desa melihat prioritas-prioritas apa yang 
paling utama untuk diperhatikan, artinya kita melihat situasi dan 
kondisi desa, yang memerlukan segera supaya diutamakan. Untuk itu 
nanti kalau ada pertemuan-pertemuan saya akan memberikan 
masukan, mungkin sebelumnya belum ada yang memberi masukan 
jadi timbul istilah anak tiri, anak emas dan lain sebagainya ...... " 
(wawancara tanggal29 Januari 2018). 

Berdasarkan analisa dokumen dan basil wawancara tersebut diatas 

dapat disimpulkan bahwa proses Perencanaan Anggaran Da!la Desa 

baik untuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta da.'la yang lain, untuk 

kegiatan tahun 2015 belum diimplementasikan sesuai peraturan yang 

berlaku, karena tahapan pros~s perencanaan belum sempuma 

dilakukan. Musyawarah untuk mufakat belum dilakukan dengan 

mengundang seluruh pemangku kepentingan di desa Pasir panjang, 

tetapi hanya diputuskan oleh orang-orang tertentu saja di sekitar 

pemerintahan desa. Proses perencanaan yang dimulai dengan 

musyawarah desa be1um mengundang lembaga kemasyarakatan yang 
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ada di Desa Pasir Panjang secara lengkap. DoktlDlen RPJM Desa yang 

dituangkan dalam Rencana Keija Pemerintah Desa juga masih 

terdapat kegiatan sisipan yang tidak direncanakan dalam RPJM tetapi 

dimunculkan dalam Rencana Keija Pemerintah Desa. 

b. Pelaksanaan 

Terkait dengan Pelaksanaan penggunaan Anggaran Dana Desa 

Pasir Panjang, para infomtan memberikan pemyataan sebagai 

berikut : 

Ketua BPD Pasir Panjang mengatakan : 

"Untuk pelaksanaan penggunaan ADD dan Dana Desa, karena saya 
juga disini termasuk mengawasi, dan juga menyusun Perdesnya 
sama pak kades, setelah kita amati dari tahull. ke tahun beijalan 
cukup baik dan hasilnya sesuai harapan. 
Jadi kita melaksanakan kegiatan ini berdasarkan skala prioritas, 
melalui musrenbang, yang dilakukan oleh tiap RT, tiap RT minta 
usulan atau yang kita tamping, yang kita pilah-pilah mana yang 
sangat penting untuk masyarakat, yang tepat guna, itulah yang kita 
laksanakan, dari kegiatan ini dari tahun 2015 beijalan cukup 
baik ........ " (wawancara tanggal23 Januari 2018). 

Sedangkan Kepala Desa Pasir Panjang menyatakan : 

"Sudah barang tentu ya, jadi kita kan sudah ada rei yang mengatur 
disitu, jika sedikitpun kita melenceng dari situ akan berbahaya. 
Jangankan dana ADD, dana yang memang digelontorkan oleh 
Pemerintah Pusat, Kemendes, nah itu sesuai program prioritas kana 
da 4 program, itu tennasuk embung desa, sarana prasarana olah raga 
dan lain sebagainya, itu mengacu kesitu. Kemudian prioritas yang 
diusulkan oleh masyarakat itu kan apa, misalnya pemberdayaan 
masyarakat, misalnya infrastruktur berupa jalan yang benar-benar 
dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya jalan ke daerah pertanian, 
perkebunan, petemakan, itu menjadi skala prioritas. 
Iya, itu ujung tombak kita kan TPK, jelas petunjuk teknis itu kan 
menjadi acuan utama, mereka juga kita SK kan juga, ya kalau saya 
jelaskan mungkin panjang Iebar terns, jadi paling tidak kita mengacu 
pada petunjuk teknis yang sudah digariskan baik itu oleh pemerintah 
pusat maupun bupati melalui perbup, jadi tanpa itu kita tidak berani, 
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kecuali memang dari pemerintah kabupaten silahkan saja, 
misalnya ...... "(wawancara tanggal23 Januari 2018). 

Sekretaris Desa Pasir panjang menegaskan sebagai berikut : 

" ..... Pelaksanaan Anggaran Dana Desa tidak lepas dari pembinaan 
tingkat diatasnya khususnya Seksi PMD Kecamatan Arut Selatan, 
semaksimal mungkin berada pada koridor peraturan yang berlaku 
dan terns berkoordinasi dengan Pembina diatasnya agar pelaporan 
tidak melenceng . 
. . . . . . . Pelaksanaan menggunakan regulasi yang ada seperti Perda dan 
Perbup serta pembinaan dari tingkat diatasnya ........ " (wawancara 
tanggal16 Januari 2018) 

Kasi PMD Kecamatan Arut Selatan menyatakan hal sebagai 

berikut: 

"Mengenai kewenangan dalam pengelolaan transfer dana desa, 
khususnya desa Pasir Panjang, dari basil pelaksanaan kegiatannya, 
maupun fisiknya sudah mendekati sesuai dengan aturan. 
Mengenai Dana Desa di Pasir Panjang dari tahtm 2015, 2016 dan 
2017 anggaran cukup tinggi, dibanding 12 desa yang lainnya. Dalam 
pelaksanaan Dana Desa sesuai dengan kewenangan atau juknis dari 
Pennendagri 1lll diperuntukk:an untuk kegiatan-kegiatan 
pembangunan infrastruktur dan pembinaan kemasyarakatan, 
pemberdayaan ada di ADD.Dari pengamatan kami, dari monitoring 
kami, baik pelaksanaan fisik ini sudah mendekati sesuai dengan 
regulasi yang ada, druam pelaksanan fisik dia menggunakan 
kegiatan swakelola, jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik itu 
pembangunan in:frastruktur, lingkungan maupun dari pembinaan itu 
dilaksanakan dengan swakelola ....... " (wawancara tanggal 24 
Januari 2018). 

Hal senada disampaikan oleb Auditor Inspektorat Kotawaringin 

Barat sebagai berilrut : 

" ..... kalau terkait dengan masalah pelaksanaan anggaran Alokasi 
Dana Desa, mulai dari perencanaan mereka sudah ada yangnamanya 
RPJMDes, itu yang dibuat 6 tahun, kemudian dijabarkan dalam 
Rencana Ketja Pembangunan (RKP) per tahun, menurut basil 
monev kemarin untuk desa Pasir Panjang sudah membuat. 
Untuk pelaksanaannya, yang melaksanakan adalah TPK, untuk 
tahun 2016 kegiatan yang telah direncanakan dalam RAPBDes saya 
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kira sudah dilaksanakan semua, khusus ADD ....... " (wawancara 
tanggal17 Januari 2018). 

Bendahara Desa Pasir Panjang menyatakan sebagai berikut : 

"Untuk Pelaksanaan, setelah musdes, kita cover semua usulan, 
langsung masuk prioritas, lalu kita ada Tim Pengelola Kegiatan 
(TPK) langsung mensurvey kelapangan untuk melakukan 
pengukuran, material, nanti dituangkan dalam RAB. RAB yang buat 
TPK, tapi kalau konstruksi yang tidak sederhana kita melakukan 
konsultasi dengan konsultan, salah satunya tribun olah raga, dananya 
itu besar, sampai 5 tahap itu, biayanya tercover didalam situ ....... " 
(wawancara tangga117 Januari 2018). 

Sedangkan Tim TPK menyatakan sebagai berikut : 

" Nama saya Zainuri, RT 2 Pasir Panjang, saya ditunjuk sebagai 
anggota TPK, Tim Pengelola Kegiatan, diutus bagian lapangan saya, 
otomatis perencanaan dan seterusnya pembelanjaan. 
Tugas saya pertama dari bulan sebelas sudah merencanakan 
pembangtman desa Pasir Panjang, kita mengundang semua RT itu 
melalui BPD masuk ajuan kami sebagai TPK, lantas ditindak Janjuti 
oleh BPD dan Kepala Desa. Habis itu kita bulan 12 kita sudah 
membikin turon ke lapangan, sesuai dengan proposal RT RT tadi, 
sesuai yang diajukan, disitu saya tindak lanjuti sama tim TPK, lima 
anggota saya turun semua. Ketua pak Alfa, keduanya ibu Deasy 
Febrianty, ketiganya saya Zainuri, keempatnya pak Made, 
kelimanya Ferdianto .... ya memang komunikasi terns itu setiap 
mulai kerjaan itu, saya turon ke lapangan, selanjutnya saya 
rumuskan, yang mana yang hams didulukan, habis itu saya 
konsultasi sama perencanan kami, saya ptmya ternan konsultan, nah 
itu kita nanya misalnya kita nggak paham, nanya dia, kalau kita 
paham kita keijakan sendiri. 
Pekeijaan sederhana saya rencanakan sendiri semua itu, kalau 
semenisasi, drainase, itu saya rencanakan sendiri, kecuali . fisik 
seperti jembatan, box culvert itu kan menggunakan hitungan 
matematika oleh konsultan. Tonase sekalian itu saya nggak berani 
bu, itu saya ajukan oleh sekdes kita supaya dianggarkan dananya 
tmtuk konsultan perencanaan, seperti fisik gedung itu memakai dana 
konsultan. 
Kalau semenisasi itu RT nya yang saya panggil, setiap ada kegiatan 
kan RT kita temui, karena dia itu sudah bikin proposal itu kan, kita 
temui, ini anggaran sekian, I 00 juta, ini kan otomatis kan padat 
karya, kalau dia memang dia ada pegawai atau yang keija di RT itu, 
kita sarankan kita minta RT nya itu, kebetulan rata-rata ada semua, 
RTnya saya suruh hubungi ke tim TPK, mereka suruh datang, atau 
kerumah saya, kebetulan semuanya sistemnya itu, KTPnya niemang 
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tidak harus RT itu, tapi kalau tidak ada yang memadai pakai RT 1 
RT 2, suatu hari kan saya tida ada omongan, ini kan padat karya kok 
diborongan kan gitu, itu kan kesalahan, itu sistemnya keija ........ " 
(wawancara tanggal23 Januari 2018) 

Tim TPK yang lain berpendapat : 

" ..... nama saya asnodianto, tinggal di Pasir Panjang RT 2, ditunjuk 
bergabung di TPKjuga. Tahun 2016 jadi Tim TPK. 
Kemarin kita ada beberapa kegiatan juga, box culvert, pembangunan 
gedung PKK, ada drainase, semenisasi. Kita kan dibagi menjadi 
masing-masing tligas, yang dilapangannya ada tersendiri, yang 
ngurus masalah administrasinya ada sendiri. Kemarin kita ada di 
administrasinya. TPK ada 5 orang ....... " (wawancara tanggal 18 
Januari 20 18). 

Akan tetapi pendapat berbeda disampaikan oleh beberapa 

narasumber berikut ini : 

"Untuk TPK itu ada 5 orang dibagi menjadi ketua, _ sekretaris, dan 
anggota, itu didalam pelaksanaan kegiatan itu ada pembagian tugas, 
ketua sebagai koordinator, sekretaris sebagai administrasinya, ada 
pengawasannya, ada sebagai belanja pengadaanya, disitu sudah 
terbagi semua.Mengingat dari TPK ini banyak orang baru, dan 
aturan ini juga barn, memang perlu pemahaman, pembelajaran dari 
tim TPK, dari pembinaan dan monitoring kami kepada TPK kami 
Iakukan Tanya jawab, memang mtmgkin ada hal-hal yang tidak 
diketahui oleh tim TPK ini kita sampaikan. 
Jadi kami sampaikan bahwa sampaian tim yang barn, regulasinya 
baru, sampean harus mempelajari, juknis yang ada. Nah solusi yang 
berikutnya TPK dilakukan pelatihan, juga ada pendamping desa, 
untuk mendampingi kegiatan-kegiatan dari TPK itu ........ " 
demikian lebih Ian jut disampaikan oleh Kasi PMD Kecamatan Arut 
Selatan. 

Pendapat juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Musti Ronda 

sebagai berikut : 

"Kalau kemarin, prioritas-prioritas itu sudah dibagi oleh desa, RT ini 
yang dapat, RT ini yang dapat~ sudah, kalau masalah pelaksanaan 
atau kualitas bangunannya saya acung tangan, dari PU dari 
pengawas angkat jempol untuk kualitas bangunan. 
Begini, memang saya terns terang, kendalanya itu kebetulan 
pelaksana atau TPKnya, sebetulnya bangunan itu kan aparat desanya 
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seharusnya dilibatkan, sekarang yang bekerja itu kelihatannya diluar 
masyarakat. ..... ". 

Hal senada disampaikan Sekretaris Desa Pasir Panjang Sebagai 

berikut: 

" ...... kita kan semua sudah tabu bahwa kegiatan di desa itu 
swakelola bukan pihak ketiga, atau diatas namakan TPK tapi yang 
mengerjakan pihak lain, saya tidak suka seperti itu, kalau dibilang 
saya kejatp. ya bukan kejam juga, karena itu aturan. Kemudian kalau 
misalnya kalau ada pekerjaan sudah kasihkan si A, si A siapa? Tim 
TPK bukan? Bukan. Mungkin itu memang cara saya bicara seperti 
itu, kalau saya dibilang kejam, kalau saya, saya bilang ini tegas aja, 
kalimatnya tegas, bukan kejam, tidak, karena berbeda maknanya. 
Jadi kalau si A itu TPK yaa dikerjain bareng-bareng sama TPK, 
sekarang gimana? Kalau ada TPK tapi pekerjaan dikerjakan oleh 
orang lain dengan mengatasnamakan TPK, bodoh TPK kalau mau 
saya bilang, kan begitu ..... tidak suka .... saya juga mikir, kalau 
misalnya saya kasihkan (pekerjaan) ke si A, sementara si A bukan 
TPK,ntar saya JrJra-kira dapat imbasnya nggak dengan peketjaan 
yang tidak sesuai, saya kan nggak ingin seperti itu . 
.. .iya .. .iyaa .... heeh .... mungkin karena kekurangpahaman TPK 
melakukan tugasnya seperti apa, yang jelas di TPK itu kan, kenapa 
kita nggak cari orang lain, orang lain, knapa lagi wong perangkat 
desanya ada, memberdayakan perangkat desanya, yang jelas nanti 
disitu ada TPK dari unsur mereka yang memahami tentang 
bangunan dan sebagainya. Ada 5 orang kan sudah terbagi jelas 
pekerjaanya, sekarang kenapa mereka tidak melakukan 
pekerjaanya? Pasti ada sebabnya, ini ngobrol saja tidak perlu dicatat. 
Kalau misalnya kaurnya melaksanakan peketjaan TPK, coba kita 
tanya lagi, kok mau? Kamu kan tau itu tugasnya TPK sampai 
nyelesein peketjaan sampai sekian, ada apa? Saya sih susah kalau 
mau ngomongnya, sebenarnya sih ini tidak benar semua tidak salah 
semua, kalau TPK 5 orang misalnya, teorinya TPK selalu 
berkoordinasi tanpa sekdes atau kades, mereka hams mengadakan 
rapat intern mereka, untuk koordinasi hari ini aku kemana, hari ini 
aku ngetjain apa, manakala ternan TPK ada yang ditinggalkan 
mereka tems aku ngapain, nanti kalau ada pemeriksaan nanti aku 
kenajuga, yangjelas kalau ada pemeriksaan, tim TPK lima limanya 
akan kena, sementara parakteknya hanya satu atau dua orang saja 
yang menjalankan, jelas mau nyaman atau tidak 5 orang inilah TPK, 
tems gini, gini,gini; gini ... kembali lagi. . .. heeh .... pasti antara satu 
atau dua orang tersebut yang ngepas-ngepasin (laporan 
pertanggtmgjawaban), tapi inisalnya ib1J dapat infonnasi dari 
kaumya, itu semua peketjaan TPK semua saya yang ketjain, gitu 
misalnya, coba ibu tanya, kok kamu mau? Padahal kan bukan 
kewenangannya, pekerjaan kamu sendiri apa? Y g jelas kalau saya, 
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pekeijaan ini sesuai dengan RABnya, yang kong kalikong di 
belakang, saya tidak mau tau ........ " (wawancara tanggal24 Januari 
2018). 

Lebih lanjut disampaikan : 

"Pada saat akhir-akhir sebelum saya pindah, ada kealotan 
pembahasan APBDes, karena mereka cenderung mengutamakan 
keluarga mereka sendiri. Misalnya ada uang bu ini ada uang 100 juta, 
keijain yaa, nanti laporannya TPK, TPK nanti yang ngeijain satu 
orang. Kenapa dia mau? (ada sesuatu dibalik itu) ..... pasti ..... 
...... misalnya saya mau cat rumah saya, saya minta uang ke TPK, 
atap rumah saya bocor, saya minta uang, enak sekali, karena disitu 
ada kamu hubungan terkait pekeijaan dan kewenangan yang tidak 
pada semestinya, saya berpikir positif saja, dia ngecat rumahnya 
karena dia punya usaha, saya tidak pernah minta ini itu, jadi ketika 
saya denger itu saya sakit hati banget.. .... ngeles .... " 

Demikianjuga Ketua RT 5 Desa Pasir Panjang, menyatakan sebagai 

berikut: 

" .... (pemahaman peraturan) ..... jauh benar, kalau orang yang 
paham, oh iya dasar hukumnya kan kaya gini, kalau enggak? 
Apalagi sekarang, pekeijaan fisik banyak dikelola oleh kepala desa 
dan BPD nya ..... " 

Hal lain disampaikan oleh Auditor Inspektorat Kotawaringin Barat 

"Kalau untuk TPK, memang sebaiknya perlu ada orang teknisnya, 
paling tidak menguasai soal teknis, diantara TPK yang ada. Terns 
untuk bendaharanya mungkin sudah paham, karena dari tingkat 
pendidikan sudah mumpuni, kalau yang lainnya memang sekarang 
rata-rata sudah SMA semua, kalau untuk SDM saya kira kalau mau 
bela jar saya kira pasti bisa. Intinya perlu penambahan pengetahuan, 
mungkin karena kurang pemahamannya, saya kira perlu untuk 
pembelajaran. 
TPK itu kan dari perangkat yang ada, ketuanya bu Yuyun kalau 
nggak salah. 
(kendala) .... kalau menurut saya karena kurang pemahaman ..... " 
(wawancara tanggall7 Januari 2018). 

Hal te1sebut diaini oleh Ketua TPK Desa Pasir Panjang : 
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"Dari tahun 2015 sampai Juni 2017 jadi TPK sebagai ketua.Saya 
sebagai ketua kita kan satu tim, jadi keijanya sama-sama. 
Kebanyakan pak Zainuri (rapat muscles), beliau yang belanja, 
emang sih kita sama-sama. Tapi beliau yang lebih pahrun dan 
menguasai: 
Muscles yang datang selau pak Zainuri. Undangan Cuma lisan. 
(Proposal usulan RT),,ya seharusnya sih iya, mungkin langsung 
masuk ke pak Nuri. 
Yang buat laporan administrasinya pak Zainuri juga, belanja, 
dilapangan, yang ngetiknya kadang-kadang pak Asno. Berkas 
administrasi semua sama pak Nuri. 
Saya tidak bisa computer, saya nggak malu mengakui. 
Saya sih sebenarnya dulu nggak mau jadi ketua, yam au nggak mau 
wong ditunjuk. Saya kan kalau ditanya, aduh nggak itu, seharusnya 
yang cocok kan pak Zainuri. 
Foto-foto kegiatan langsung saja ke bendahara. 
Saya mohon maafkalaujawaban saya kurang memuaskan . 
Yang lebih memuaskan kan jawaban pak Zainuri, karena dia yang 
menguasai. .... " (wawa'lcara tanggal 15 Februari 2018). 

Dan diperkuat oleh anggota TPK Zainuri sebagai berikut : 

"(Tahun 2015 dan 20 16) ... Y a itu termasuk sdm kita itu tim TPK kita 
5 orang ini kan ada yang kerja ada yang nggak gitu lho, tahun 2015 
itu kan orang barn, ada yang keija ada yang nggak, misalnya saya 
suruh kesana, kadang kadang nggak sampai selesai. Kalau ini 2016 
alhamdulilah sudah mulai jalan ..... " 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi regulasi pada Pelaksanaan penggtmaaan Anggaran 

Dana Desa khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa 

Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan pada tahun 2015 belum 

sesuai, meskipun dari sisi kualitas basil pekerjaan di lapangan sudah 

cukup baik, tapi administrasi dan sumber daya yang ada tidak 

maksimal, bahkan yang bekerja hanya orang-orang tertentu. Hal ini 

dapat menimbulkan kecurangan baik di lapangan maupun 

pengadministrasiannya. 
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c. Penatausahaan 

Berdasarkan dokumeii yang ada (terlampir), penatausahaan 

sudah dilaksanakan, dimulai dari proses perencanaan yaitu adanya 

Buku Kas Pembantu Kegiatan per bidang seperti pada lampiran 

yaitu bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk kegiatan 

penyelenggaraan Musawarah Desa pada tanggal 18 Desember 2015. 

Penatausahaan Anggaran Dana Desa khususnya Dana Desa dan 

Alokasi Dana Desa di Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan 

Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari pemyataan 

infonnan sebagai berikut : 

Sekretaris Desa Pasir Panjang menyatakan sebagai berik:ut : 

" ....... Penatausahaan dilak:ukan secara manual, tahun 2017 bam 
ada pelatihan operator siskeudes jadi sampai sekarang pelaporan 
penatausahaan masih dengan cara manual, belum online ...... " 
(wawancara tanggall6 Januari 2018). 

Sementara Auditor Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat 

mengatakan sebagai berikut : 

"Penatausahaannya mereka sudah membuat Buku Kas Umum untuk 
Bendaharanya, untuk tim TPK yang seharusnya mereka sudah 
membuat Buku Pembantu Kegiatan itu belum membuat. Itu 
2016 ...... " (wawancara tanggall7 Januari 2018). 

Hal senada diak:ui oleh Bendahara Desa Pasir Panjang sebagai 

berikut: 

"Untuk penatausahaan, selaku bendahara menyetorkan, mencatat 
dan melaporkan, selebihnya tmtuk mengeijakan teknis laporan 
administrasi untuk pengadaan barang jasa asau :fisik, itu TPK yang 
membuat, dan TPK membuat surat permintaan pembayaran, dengan 
syarat nota nota belanja sudah kornplit, foto-foto sudah komplit, 
mereka mengajukan surat permintaan pembayaran ke bendahara, 
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spp dilakukan oleh TPK setelah syaratnya terpenuhi, bendahara 
hanya membuat NCR atau kuitansi kemudian menginput ke dalam 
buku kas umum, kalau ada potongan pajak, masuk ke buku kas 
pembantu pajak ....... " (wawancara tanggal17 Januari 2018). 

Lebih lanjut Bendahara Desa menyatakan : 

"Kalau menurut saya pribadi dari yang saya pelajari 2 tahun 
belakangan ini, kalau bisa di Kotawaringin Barat ini ada peraturan 
atau Perbup untuk mengurus panjar. Soalnya memang kendalanya 
pada saat kita melakukan pencairan dana itu sebarusnya kegiatan itu 
sudah dilakukan, sedangkan TPK tidak mungkin menalangi, jadi 
kalau ada panjar kan kita terbantu. Jadi biar nggak ada manipulasi 
lagi, misalnya belanja notanya minta dikosongin tanggalnya 
misalnya gitu. Itu yang bikin agak lama untuk menyusun laporan itu. 
Ini jadi berimbas, ini kan sudah awal tahun, laporan kami belum 
heres, itu nanti kalau telat melaporkan ke Kabupaten atau 
Kecamatan, nanti akibatnya alokasi berikutnya lama. 
Saya juga beran kenapa Kabupaten men transfer dana ke kas desanya 
telat -telat terns, terus dikit jumlahnya, nggak sekalian dibikin 3 
tahap langsung banyak. 
Kalan DD itu APBN 2 tahap, 60 dan 40%. Nah kalau ADD 5 tahap, 
tahap 1 500 juta, tahap 2 sampai tahap 5 itu 309 juta. 
Siskeudes sudah bisa posting RAB dan penatausahaan, tapi belum 
online, masih offline. Masih membutuhkan waktu dan energy untuk 
ke Kabupaten dan Kecamatan lmtuk laporan manualnya ...... " 

Dari analisis dokumen dan basil wawancara tersebut diatas, 

implementasi regulasi pada Penatausahaan Anggaran Dana Desa 

sudah sesuai aturan yang berlaku. Bendahara desa sudah 

menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Dibuktikan 

dengan dokumen keuangan yang ada. 

d. Pelaporan 

Pelaporan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang 

Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat 

dilihat seperti basil wawancara sebagai berikut : 
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Kabid Pembangunan dan Pemerintahan Desa DPMD Kotawaringin 

Barat mengatakan : 

"Laporan mereka masih banyak yang manual, termasuk pasir 
panjang juga masih manual, tapi secara administrasi sudah 
bagus.Sebetulnya untuk tahun 2017 ini kta mengharuskan pakai 
aplikasi, Siskeudes, tapi karena memang kita sambal belajar, tapi 
untuk 2018 ini kita wajibkan harus aplikasi semua. Jadi dengan 
aplikasi ini bisa terkontrol, laporan-laporan bisa setiap saat, kita 
tinggal nganu, dan kita rencanakan juga sudah online, kalau ini kan 
dengan terintegrasi dengan rame-rame, masih offline. Aplikasi ada 
di mereka tapi offline, jadi nggak bisa kita pantau hanya dia aja 
sendiri yang tahu, tapi sebetulnya secara aplikasi sudah. Sebenarnya 
tahun 2017 sudah mulai tapi belum wajib, tapi tahun 2018 harus 
wajib menggunakan aplikasi. 
Kalau untuk Arsel, khususnya Pasir Panjang ini sebetulnya sudah 
tidak masalah. 
Kalau untuk desa lain kana da yang belum ada listrik, kemuJian 
akses komunikasi juga nggak ada, kalau pasir panjang sudah ada, 
makanya pasir panjang secara penyusunan APBDesnya saja mereka 
sudah pakai aplikas, tapi penatausahaanya ini masih setengah­
setengah, karena kita belum mewajibkan. Kemarin kita hanya masih 
tahap belajar, untuk pelaksanaan aplikasi ini, harus sering belajar 
dan sering digunakan, untuk pasir panjang sdmnya kalau kita paksa 
pasti bisa. 
Untuk pengelolaan keuangan ini kan menteri dalam negeri ada 
MOUnya dengan BPKP, dalam rangka transparansi, di MOU itu 
disebut bahwa pelaksanaan system keuangan desa ini dilaksanakan 
secara bertahap. Sebetulnya itu sudah dimulai tahun 2016, tapi kita 
bertahap, tahun 2017 kita memulai dari perencanaan, jadi 
penyusunan APBDesnya, sebagian besar sudah menggunakan 
aplikasi, untuk penatausahaan dan pelaporail hanya beberapa desa 
saja. Untuk kecamatan Arsel yang sudah memakai semua aplika 
disemua proses itu Kumpai Batu Atas. Tapi Pasir Panjang belum. 
Peraturan yang sering berubah atau revisi juga termasuk kendala, 
seperti Permenkeu 49 tentang pertanggungjawaban transfer dana 
desa, kemudian sebentar dirubah menjadi Permenkeu 50, kemudian 
dirubah lagi menjadi permenkeu 124 atau berapa, lupa. 
Sekarang juga berubah lagi, selalu berubah-ubah ndak konsisten, 
termasukjuga yang menghambat mereka yang mengelola keuangan 
dana desa itu. 
Ini memang desa selalu dibuat bingung dengan regulasi yang 
berubah-ubah, yang satu bel urn paham, berubah lagi ....... " 
(wawancara tangga122 Januari 2018). 

Hal senada disampaikan oleh Kasi PMD Kecamatan Arut Selatan : 
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"Diharapkan 2018 ini siskeudes ini sudah online, tapi memang 
masih ada kendala-kendala baik mungkin masalah pirantinya 
perangkatnya yang mungkin tidak bisa langsung dilaksanakan, yang 
menjadi kendala bagi desa tersebut untuk melaksanakan 
pertanggungjawabannya, tapi pemerintah pusat mewajibkan 2018 
ini online. 
Saran untuk piranti khususnya pelaporannya ini memang hams 
disesuaikan dengan araban atau petunjuk dari pusat, terns langsung 
online, yang berikutnya adalah peningkatan sumber daya aparatur 
pemerintahan desa, ini yang perlu ditingkatkan salah satunya adalah 
dia hams mau belajar, dia hams mau bekerja, terns akan lebih baik 
lagi kalau dia meningkatkan dari ilmunya, dari SMA menjadi S1. 
Kendala khususnya untuk desa Pasir Panang adalah kendala dari 
segi pemahaman, pemahaman dari membaca regulasi yang ada, ini 
yang perlu belajar lagi, perlu koordinasi lagi baik itu ke kecamatan 
ataupun kabupaten supaya dia lebih memahami dari apa yang 
dituangkan dari regulasi itu ...... " (wawancara tanggal 24 Januari 
2018). 

Bendahara Desa Pasir Panjang juga menguatkan dengan pemyataan 

sebagai berikut : 

"Untuk Pelaporan, setelah semua laporan SPJ yang disampaikan tim 
TPK ke bendahara itu, saya bikin laporan realisasi, contonya 
misalnya untuk dana desa, laporan realisasi ini saya sampaikan ke 
DPKAD, saya tembuskan ke DPMD dan Kecamatan kemudian 
Inspektorat jika diperlukan. Siskeudes untuk Desa Pasir Panjang 
sudah mulai jalan itu bulan Juni 2017, sudah mulai input, itu sudah 
termasuk penatausahaan, tapi kami sudah kenalan dengan 
siskeudesnya itu dari April20 17, untuk menginput RAB. J adi untuk 
2018 setelah beres dengan laporan SPJ kita akan menginput RAB di 
Siskeudes. 
Untuk tahun 2015 dan 2016 masih menggunakan system manual 
belum menggunakan aplikasi. 
Untuk pelatih8n siskeudes itu sudah dilakukan 2x yang resmi, yang 
3 kalinya dan 4 kalinya hanya pendalaman saja dengan pihak 
DPMD dengan satgas Kabupaten. Terakhir yang Desember 
kemarin ke Palangka Raya 
Pelaporan tahun 2015 dan 2016 masih manual. 
Kendala pelaporan dengan system manual dan sitem aplikasi, karena. 
ini masih masa transisi jadi butuh waktu banyak, kalau 
menggunakan aplikasi satu kali input itu outputnya banyak, sekali 
input transaksi, udah masuk BKU, udah masuk laporan realisasi 
termasuk, lebih gampang kalau pakai aplikasi, lebih memudahkan 
kalau pakai aplikasi. 
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Harapan saya, bisa diterapkan aplikasi Siskeudes untuk tahun 2018 
ini bisa dengan tertib, jadi lebih memudahkan untuk segala jenis 
pelaporan, dari realisasi, juga untuk penatausahaan.Dari sisi yang 
lain, lebih ke sumber daya manusianya, perlu dilakukan pelatihan 
lagi, kalau jumlah saya rasa sudah cukup. Misalnya seperti 
sosialisasi perbup pengadaan barang jasa, kadang antara kecamatan 
dan kabupaten itu tidak sinkron, contohnya, kecamatan bilang harus 
pakai surat penawaran, sementara kabupaten bilang tidak 
perlu ........ " (wawancara tanggal17 Januari 2018). 

Kepala Sub Bidang Anggaran 1 DPKAD Kabupaten Kotawaringin 

Barat mengatakan : 

"Pelaporanharus clear, barn transfer dana berikutnya bisa dilakl,lkan. 
Transfer tahap terakhir ADD tahun 2017 sudah dilakukan, tapi 
laporan pertanggungjawaban belum selesai. 
Kendala yang sering dihadapi : 
Memahami format isian dari Kementrian Keuangan masih kurang, 
sehingga memperlambat proses peiaporan. 
Sudah pemah dilakukan sosialisasi Pelaporan Keuangan besa 
dengan leader DPMD. 
Tim Pengelola Kegiatan dengan Penatausahaan harus terpisah. 
Aturan mengadopsi dari Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
Permenkeu nomer 13 tahun 2006. 
Jika dilaknkan oleh orang yang sama akan terjadi peluang untuk 
merekayasa laporan. 
Transfer dana sering terlambat karena laporan yang disampaikan 
seriJ:ig terlambat. Laporan disampaikan hams bersamaan seluruh 
desa yang ada, tidak bisa sendiri-sendiri. Jika ada desa yang belum 
selesai membuat laporan, harus ditunggu sampai selesai ...... " 
(wawancara tanggal5 Febmari 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan 

bahwa Pelaporan Anggaran Dana Desa khususnya Dana Desa dan 

Alokasi Dana Desa di Pasir Panjang Kecamatan Amt Selatan 

kabupaten Kotawaringin Barat, sudah mengimplementasi peraturan 

yang berlaku. Terdapat keterlambatan pelaporan, namun terns 

diperbaiki. Kendala yang terjadi justm sarana yang bel urn maksimal 

digunakan untuk mempermudah pelaporan. Yaitu belum berfungsi 
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secara online Aplikasi Sistem Keuangan Desa sampai laporan ini 

dibuat. Sumber Daya Manusia juga masih perlu mendapatkan 

pelatihan yang lebih intensif. 

e. Pertanggungjawaban 

Berdasarkan analisis dokumen yang ada (terlampir), 

pertanggungjawaban keuangan dari pelaksanaan kegiatan semua 

bidang sudah dilaksanakan. Dokumen pertanggungjawaban ada 

Rencana Anggaran Biaya, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), 

Pernayataan Tanggung Jawab Belanja, Tanda Terima Honorarium, 

K witansi dan Da:ftar Hadir Peserta Kegiatan. 

Hasil wawancara mengenai Pertanggungjawaban Anggaran 

Dana Desa Pasir Panjang, para infonnan menyatakan sebagai 

berikut: 

Kepala Seksi PMD Kecamatan Arut Selatan menyampaikan hal 

sebagai berikut : 

"Mengenai pertanggungjawaban untuk dana desa khususnya ini 
sudah mendekati dengan aturan yang ada. Administrasi memang ada 
perbaikan-perbaikan tapi wajar, masih batas kewajaran ...... " 
(wawancara tangga124 Januari 2018). 

Kepala Desa Pasir Panjang mengatakan sebagai berikut : 

"Kalau kita, bahasa saya mungkin, kalau kita menghabiskan 
uangnya cepat saja mungkin, belanjanya cepat saja, bangunnya cepat 
saja, tapi kita kan dauber waktu, SPJnya yang dikejar-kejar waktu, 
nah itu saja SPJ yang menjadi kendala semua desa. Tapi kita 
Alhamdulillah sejak kita merekrut tenaga-tenaga barn, dan mereka 
sudah terlatih terdidik, professional, menguasai IT jadi tidak ada 
kendala sekarang. 
Cuma ini kan dana desa, misalnya sudah selesai, lalu kirim Pasir 
Panjang itu, tidak seperti itu, dana desa ini secara keseluruhan desa 
di Kobar ini, langsung kirim secara keseluruhan juga dibawa oleh 
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DPKD, dibawa langsung ke pusat, barn bisa keluar semua, kalau ada 
salah satu yang terlambat misalnya, itu akan memperlambat juga. 
Ada omelan dari beberapa kepala desa, ya udah tinggal aja katanya, 
itu kesalahan mereka kurang cepat tanggap, sigap untuk 
membangun, menggunakan dana itu, tapi dari pihak pemerintah 
tidak bisa, tetap harus ditunggu . 
... iya, termasuk itu, kalau kita Pasir Panjang sudah selesai (tahun 
20 17), jadi tahap 2 transfer dana desa ini sudah selesai semua, 100%. 
... ada kaitannya (transfer terlambat dengan SPJ terlambat). Tapi 
mungkin gini, mungkin ada imbal baliknya juga, karena kita hams 
menunggu semua desa siap kirim ini, akhirnya kita terlambat, jadi 
mtmgkin disana pengoreksiannya mungkin dari sekian ratus desa 
yang ada dikobar ini kan memakan waktu yang lama ...... " 
(wawancara tanggal23 Januari 2018). 

Sementara Auditor Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat 

menyampaikan sebagai berikut : 

"Pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Perbup 22 tahun 2015, 
untuk Pengelo1aan Keuangan Desa, sebagai penjabaran dari aturan 
yang lebih tinggi. 
Pada waktu kita monev, memperbaiki kegiatan, contohnya begini, 
dihasil monev kami kan sudah ada sebetulnya, kemarin 11risalnya ada 
silpa, sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetorkan ke 
rekening kas desa. Artinya tahu:n 2016 ada sisa dana desa Alokasi 
Dana Desa tapi belum disetorkan ke rekening kas desa. Terns yang 
lain uang makan minum, mereka petjalanan dinas, tapi tetap 
dibayarkan. Kami rekomendasikan kedepan kalau mereka 
petjalanan dinas atau ijin, uang makan jangan dibayarkan ...... " 
(wawancara tanggal17 Januari 2018). 

Hal lain disampaikan oleh Ketua RT V Desa Pasir Panjang, sebagai 

berikut: 

" ..... kalau mengenai pertanggungjawaban, transparasinya, 
akuntabilitasnya untuk desa Pasir Panjang kalau saya melihat, 
memang jauh dari apa yang kita harapkan.Mereka membuat laporan 
pertanggungjawaban, kalau setahu saya ini secara sepintas, 
contohnya, dipintu masuk ke desa itu dibuat papan pengumumun, 
memuat program ADD di desa Pasir Panjang, satu bangun ini, 
bangun ini, semacam baliho, itu memang aturan pusat, yang itu 
memang sudah ada, tapi yang namanya desa itu, kami ini kan 
pembantunya semua, seharusnya kami kan dilibatkan, artinya 
anggaran itu diterima, dilaksanakan, selesai itu kan kita diundang 
lagi, ini sesuai dengan ADD kita, sudah dilakukan dengan baik, 
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adapun usulan dari RT sudah kami tamping, walaupun tidak 100%, 
nah untuk menghadapi kedepan kami berharap kepada masing­
masing RT untuk bisa mengajukan usulan proposal skala prioritas, 
harusnya kan demikian, nah ini yang belum ada, ini yang belum ada 
sama sekali, nah apakah dibelakang saya mereka-mereka saja orang­
orang BPD dan aparat desa, saya nggak tahu, tapi kalau setahu saya 
seharusnya karena kami adalah pembantu-pembantunya kami harus 
dilibatkan, dengan membuat undangan resmi, seperti halnya -rapat 
kabinet, seharusnya kan demikian, tapi ini beh.un ...... ". 

Berdasarkan analisis dokumen dan hasil wawancara tersebut di 

atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertanggungjawaban 

Anggaran Dana Desa Pasir Panjang khususnya Dana Desa dan 

Alokasi Dana Desa secara umum sudah mendekati dengan aturan-

aturan yang ada atau sudah mengimplementasikan regulasi yang 

berlaku. Jika terjadi perbaikan-perbaikan administrasi masih dibatas 

kewajaran. Hanya saja hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

belum diinformasikan ke masyarakat secara lengkap. Baliho yang 

dipasang sudah ada tapi informasi yang disampaikan belum lengkap. 

Selanjutnya berdasarkan fenomena yang ditemukan berdasarkan 

penelitian dilokasi dapat disampaikan bahwa Pengelolaan Anggaran 

Dana Desa di Desa Pasir Panjang khususnya Dana Desa dan Alokasi 

Dana Des a dari tahun 2015 sampai tahun 2017 terdapat perbedaan. 

Secara umum pengelolan semakin baik dan mengikuti peraturan 

yang berlaku seiring dengan pembinaan dan pengawasan dari 

berbagai pihak terkait dan pemahaman yang bertambah karena · 

dilakukan berulang-ulang. Namun memang ada hal-hal yang perlu 

dicermati agar implementasi pengelolaan Anggaran Dana Desa 

menjadi semakin baik kedepan sesuai dengan peraturan yang 
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berlaku, akuntabel dan transparan serta mengutamakan kepentingan 

masyarakat desa Pasir Panjang. 

B.3. Faktor Penghambat 

Faktor kegagalan Implementasi Kebijakan menurut Peters dalam 

Tangkilisan (2003) disebabkan beberapa faktor: 

1. Informasi 

Kekurangan Informasi dengan mudah mengakibatkan adanya 

gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun 

kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakannya 

dan hasil-hasil dari kebijakan itu. 

2. lsi Kebijakan 

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau 

tujuan kebijakan atau ketidaktepatan atau ketidaktegasan intern 

ataupun ekstem atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya 

kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang 

menyangkut sumber daya pembantu 

3. Dukungan 

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada 

pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. 

4. Pembagian Potensi 

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para actor 

implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam 

kaitannya dengan dereferensiasi tugas dan wewenang. 
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Adapun beberapa kendala yang mempengaruhi. Implementasi 

Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut 

Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Dana Desa dan Alokasi 

Dana Des a dari tahun 2015 sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Pasir 

Panjang menurut informan berikut ini sebagai berikut : 

" ..... kendala yang teijadi dalam pengelo1aan ADD di desa Pasir 
Panjang adalah keterbatasan SDM, sehingga dapat teijadi 
keterlambatan pelaporan meskipun pada akhimya dapat dilakukan 
dengan baik. SDM di Pasir Panjang perlu ditingkatkan kualitasnya. 
Kuantitas SDM merupakan kewenangan Kades, apakah bisa 
ditingkatkan atau tidak sesuai dengan syarat, kebutuhan, anggaran yang 
tersedia dan status desa. (W awancara dengan Sekretaris Desa Pasir 
Panjang Tanggal16 Januari 2018) 

Lebih lanjut dikatakan : 

" .... .iyaa ... .itu keluarga semua (Ketua BPD) itu keponakan itu, sepupu, 
pernah ada orang saya lupa, ini kantor apa? Kantor keluarga? Sampai 
bilang begitu, saya diem saja, sampai dibilang begitu, asli bilang gitu. 
Ini kantor pemerintahan, bukan kantor keluarga dia bilang gitu 
(seharusnya), karena isinya seperti itu. . ... .iyaa ... semua, semua 
(pemerintahan desa ada hubungan kekeluargaan! kerabat) ..... nggak tahu 
ini semacam ada sumpah dari atas, nanti kita lihat saja selanjutnya orang 
lain masuknya tetep keluarga, dan saya masih yakin" 

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan 

Pelaporan Bappeda Kotawaringin Barat : 

" .... (kapasitas SDM) kalau menurut saya sangat perlu ditingkatkan, 
karena terlihat pada saat musrenbangdes kecamatan, banyak sekali 
usulan-usulan yang hanya berdasar keinginan, bukan kebutuhan, dan 
itu tadi yang hanya yang terlihat oleh mata mereka, didepan mereka, 
bukan memikirkan dampak jangka panjang" (Wawancara Tanggal 16 
Januari 2018). 

95 

43189.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



. ,, 
I' . 

• I 

I 
I 
I, 

I 
'' I 

I 
. I 

I 

:I 
I 

I 

I 
• I 

i 
I 
I 

I 

• I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

:I 
I 

' 

I 
I 

• I 
] 

'! 
I 
I 

Hal tersebut diperkuat pernyataan Auditor Penyelia Inspektorat 

Kotawaringin Barat sebagai berikut : 

"Kalau untuk TPK, memang sebaiknya perlu ada orang teknisnya, paling 
tidak menguasai soal teknis, diantara TPK yang ada. Terns lmtuk 
bendaharanya mungkin sudah paham, karena dari tingkat pendidikan 
sudah mumpuni, kalau yang lainnya memang sekarang rata-rata sudah 
SMA semua, kalau untuk SDM saya kira kalau mau belajar saya kira 
pasti bisa. Intinya perlu penambahan pengetahuan, mungkin karena 
kurang pemahamannya, saya kira perlu untuk pembelajaran" 
(wawancara tanggal17 Januari 2018). 

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua RT V Desa Pasir Panjang : 

" ..... untuk desa Pasir Panjang terns terang, saya melihat setiap saya 
kesana, pertama dengan manajemen keuangan, yang kedua manajemen 
administrasi, masih lemah untuk desa Pasir Panjang. Harapan saya, ada 
ahli administrasi, ah!i manajemen yang bisa mendampingi desa ini 
sehingga anggaran ADD yang diterima desa ini bisa tepat guna, berhasil 
guna dan ada pemerataan diwilayah desa terse but. .... masih belum 
( cukup SDM). Kedepan masih perlu ditingkatk:an dan ditambah, dengan 
tenaga professional, karena duit nggak sedikit, 2 milyar lebih itu. Saya 
dikantor itu staf saya 2 yang S2, itu aja masih keteteran" (Wawancara 
tanggall6 Januari 2018) 

Hal lain disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Desa Pasir Panjang : 

"Kalau SDM dengan adanya pengangkatan yang bam barn ini, sudah 
cukup, cuman saya lihat satu saja yang masuk, lainnya orang luar, bagi 
saya yang penting, meskipun mereka dari luar, yang penting mereka bisa 
memajukan desa. Honor-honor yang sudah lama itu lepas. Sebelumnya 
orang kita semua,,." (Wawancara tanggal29 Januari 2018) 

Hal lain juga disampaikan oleh salah satu peneliti terdahulu di lokasi 

yang sama yaitu Desa Pasir Panjang : 

"Dari hasil penelitian saya kemarin itu, disitu kan lingkupnya keluarga, 
jadi mereka itu mengambil keputusannya itu tidak berdasarkan 
musyawarah yang dalam atian formal, tapi mereka mengambil keputusan 
hanya siapa yang punya bargaining position power disitu, salah satunya 
adalah orang-orang yang penting di desa itu, kaya ketua adat, pemuka 
adat, salah satunya adalah man tan Kades terdahulu, karena selain dia juga 
mantan kades, dia juga sebagai pemuka adat disitu. Saat ini kan dia 
sebagai BPD." (Wawancara tanggal17 Januari 2018). 

Sementara salah satu Tim TPK menyampaikan : 
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" ... Y a itu tennasuk sdm kita itu tim TPK kita 5 orang ini kan ada yang 
kerja ada yang nggak gitu lho, tahun 2015 itu kan orang barn, ada yang 
kerja ada yang nggak, misalnya saya suruh kesana, kadang kadang nggak 
sampai selesai. Kalau ini 2016 alhamdulilah sudah mulai jalan." 
(Wawancara tanggal23 Januari 2018) 

Berdasarkan fenomena dan basil wawancara diperoleh kesimpulan 

bahwa sumber daya manusia mempunyai tingkat kemampua.n yang tidak 

merata. Dari sisi pendidikan fonnal pada pelaksanaan tahun 2015 dan 

2016 masih ada yang rendah sehingga mempengaruhi kemampuan dalam 

mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Hal tersebut diperparah 

denga.n 'sistem kekerabatan' yang kental dan kuat dilingkungan 

pemerintahan desa yang merupakan kebiasaan atau aturan tidak tertulis 

yang terjadi di Pasir Panjang, sehingga hal tersebut juga mempengaruhi 

rekrutmen pegawai pemerintahan desa yang notabene masih mempunyai 

hubungan kekerabatan. Barn pada akhir tahun 2017 setelah dilakukari 

rekrutmen beberapa perangkat desa yang barn, kinerja mulai terbagi dan 

tidak tertumpu pada orang-orang tertentu saja. Hal tersebut di atas 

mempengaruhi Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Pasir 

Panjang dari Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, 

Pelaporan hingga Pertanggungjawaban. Jika bisa dilaksanakan 

mendekati attiran yang berlaku, hal tersebut karena dilakukan oleh orang 

tertentu saja, tidak semua melakukan sesuai peran dan 

tanggungjawabnya. 

2. Regulasi yang sering berubah-ubah 

Regulasi yang berubah-ubah menjadi kendala pengelolaan Keuangan 

Desa seperti disampaikan oleh infonnan berikut ini : 
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"Peraturan yang sering berubah atau revisi juga termasuk: kendala, seperti 
Permenkeu 49 tentang pertanggungjawaban transfer dana desa, 
kemudian sebentar dirubah menjadi Permenkeu 50, kemudian dirubah 
lagi menjadi permenkeu 124 atau berapa, lupa. Sekarang juga berubah 
lagi, selalu berubah-ubah ndak konsisten, termasuk: juga yang 
menghambat mereka yang mengelola keuangan dana desa itu. Ini 
memang desa selalu dibuat bingung dengan regulasi yang berubah-ubah, 
yang satu belum paham, berubah lagi." (Wawancara dengan Kepala 
Bidang Pembangunan dan Pemerintahan Desa, BPMD Kotawaringin 
Barat, tanggal22 Januari 2018) 

Hal senada dis~paikan oleh Kasi PMD Kecamatan Arut Selatan, 

sebagai berikut : 

"Secara umum pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa di Pasir 
Panjang masih dibatas kewajaran. Yang sering menjadi kendala adalah 
Regulasi yang kadang berganti-ganti. Kalan aturan dari pusat berubah. 
Maka sampai di daerah akan ikut berubah". (Wawancara tanggal 16 
Januari 2018) 

Kepala Desa Pasir Panjang menyampaikan : 

"Kita menggunakan regulasi dan peraturan yang sudah dibuat oleh 
Pemda, tidak adajuk:nis secara khusus" (Wawancara tanggal18 Januari 
2018). 

Lebih Ian jut dikatakan: 

" ..... jelas petunjuk: teknis itu kan menjadi acuan utama, jadi paling tidak 
kita mengacu pada petunjuk: teknis yang sudah digariskan baik itn oleh 
pemerintah pusat maupun bupati melalui perbup, jadi tanpa itu kita tidak 
berani, kecuali memang dari pemerintah kabupaten silahkan saja''. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, regulasi yang mengatur 

Pengelolaan Keuangan Desa dari Pusat dan Daerah yang seringkali 

beruball-ubah, menyulitkan pelaksanaannya. Di desa Pasir Panjang 

regulasi yang digunakan paling rendah adalah Peraturan Bupati 

Kotawaringin Barat. Perbup akan berubah jika peraturan diatasnya 

mengalami pembahan. Hal ini diperparah dengan tidak dibuatnya 

pedoman atau petunjuk tekinis dan pelaksanaan yang lebih rinci di 
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tingkat desa, sehingga operator hams mempelajari dan memahami 

regulasi yang ada dari tingkat kabupaten yang masih bersifat global. 

3. Koordinasi dan pembagian kewenangan yang kurang konsisten 

stakeholder Pembina. 

Hasil wawancara dengan informan menyatakan sebagai berikut : 

"Talmn 2015 dan 2016 pembinaan dilakukan oleh DPMD, seksi PMD 
di Kecamatan hanya membantu verifikasi saja. Kemudian tahun 2017 
diserahkan ke Kecamatan untuk pertanggungjawabannya, DPKAD 
hanya laporan realisasi saja. Sebaiknya veri:fikasi dilakukan di 
Kecamatan, yang paling dekat dengan desa." (Wawancara dengan Kasi 
PMD Kecamatan Arut Selatan tanggal 16 Januari 2018) 

Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda 

Kotawaringin Barat menyatakan : 

" ...... kalau dilevel desa, Bappeda nggak banyak terlibat selama ini, tapi 
DPMD, tapi penekanannya perencanaan hams mengacu pada 
RPJMDes, dan penyusunan RPJMDes juga hams mengacu RPJM 
Daerah, 
..... kalau dari sisi mekanisme idealnya seperti yang saya sampaikan 
tadi, seandainya itu belum dilakukan, komponen dari kami dan DPMD 
memberikan pengetahuan dan pembelajaran ke perangkat desa 
bagaimana agar mekanisme peraturan itu agar benar-benar dijalankan, 
kalau itu sudah kemudian ditingkatkan kua.Iitas perencanaan yang 
diusulkan, selama ini usulan yang disampaikan hanya memenuhi 
keinginan, artinya apa yang tercetus dalam pikiran mereka ya itu yang 
diusulkan, tanpa memikirkan dampakjangka panjangnya apa. 
...... untuk desa bukan kewenangan kami, Cuma setiap tahun kita 
berusaha menyampaikan ke mereka apa tahapan-tahapan yang harus 
dilalui, misalnya bulan Januari musrenbangdes harus sudah selesai 
dilaksanakan, otomatis sebelum bulan Januari di RT dan RW hams 
sudah melaksanakan itu. Saya kurang tabu apakah DPMD sudah 
membuat edaran tentang mekanisme yang hams dilalui oleh desa pada 
saat melakukan musyawarah desa. · 
...... (pembinaan langsung proses perencanaan ) untuk yang setelah 
tahun 2010 Bappeda tidak masuk ke desa, tapi sebelumnya ditahun 
2007/2008 kita memang fasilitasi desa, artinya membantu bagaimana 
merumuskan, merencanakan, kita berikan pemahaman bagaimana 
proses perencanaan melalui musrenbangdes, bagaimana tata cara 
penyusunan permasalahan, bagaimana alternative tindakan sampai 
dengan usulan itu sendiri. 
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...... yang kita amati ketika musrenbang kecamatan banyak sekali 
usulan-usulan yang disampaikan belum sesuai dengan yang kita 
inginkan. · Barangkali basil output yang dihasilkan itu ada kaitannya 
juga dengan proses perencanaan yang tidak dilakukan oleh desa, karena 
mohon maaf, kadang-kadang yang m~ngikuti musrenbang kecamatan 
hanya perangkat, yang diusulkan hanya kawasan disekitar mereka tidak 
melihat keseluruhan wilayah desa secara utuh, apa yang betul-betul 
dibutuhkan, jadi hanya sekehendak perangkat desa saja." (Wawancara 
tanggal16 Januari 2018) 

Mekanisme Pengelolaan Anggaran Dana Desa dari sisi pembinaan juga 

hams jelas. Berdasarkan wawancara dengan informan beberapa 

kewenangan dilimpahkan dari tingkat kabupaten ke kecamatan, 

misalnya verifikasi. Keterbatasan sumber daya di kecamatan 

mengakibatkan verifikasi juga menjadi kurang optimal. Sedangkan 

koordinasi antar stakeholder juga perlu ditingkatkan. Meskipun 

mungkin bukan tanggungjawabnya tapi jika masih terkait sebaiknya 

pada waktu pelaksanaan pembinaan dilibatkan. Misalnya proses 

perencanaan, mungkin Bappeda tidak mempunyai kewenangan sampai 

tingkat desa, tapi akan lebih baik jika Bappeda juga dilibatkan dalam 

proses perencanaan di tingkat desa. 

4. Dukungan lnfrastruktur yang masih kurang 

Kendala infra struktur dalam mengimplementasi Pengelolaan anggaran 

dana desa disampaikan oleh informan berikut ini : · 

" ..... sarana dan prasarana sudah cukup memadai, kendalanya roisalnya 
jaringan internet tidak berfungsi dengan baik, kadang-kadang lelet, 
online butuh waktu lama, sehingga input data juga butuh waktu yang 
lama, pada saat input data online karena sangat detil dan rinci 
membutuhkan jaringan internet yang lancer" (Wawancara dengan 
Sekretaris De sa Pasir Panjang tanggal 16 Januari 20 18) 

Hal senada disampaikan oleh bendahara desa Pasir Panjang : 
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"Siskeudes sudah bisa posting RAB dan penatausahaan, tapi belum 
online, masih offline. Masih membutuhkan waktu dan energy untuk ke 
Kabupaten dan Kecamatan untuk laporan manualnya. Pelaporan tahun 
2015 dan 2016 masih manual. Kendala pelaporan dengan system 
manual dan sitem aplikasi, karena ini masih masa transisi jadi butuh 
waktu banyak, kalau menggunakan aplikasi satu kali input itu 
outputnya banyak, sekali input transaksi, udah masuk BKU, udah 
masuk laporan realisasi termasuk, lebih gampang kalau pakai aplikasi, 
lebih memudahkan kalau pakai aplikasi. Harapan saya, bisa diterapkan 
aplikasi Siskeudes untuk tahun 2018 ini bisa dengan tertib, jadi lebih 
memudahkan untuk segala jenis pelaporan, dari realisasi, juga untuk 
penatausahaan." (Wawancara tangga117 Januari 2018). 

Hal tersebut diperkuat oleh pemyataan Kepala Bidang Pembangunan 

dan Pemerintahan Desa, BPMD Kotawaringin Barat sebagai berikut : 

"Sebetulnya untuk tahun 2017 ini kita mengharuskan pakai aplikasi, 
Siskeudes, tapi karena memang kita sambil belajar, tapi untuk 2018 ini 
kita wajibkan harus aplikasi semua. Jadi dengan aplikasi ini bisa 
terkontrol, lapiran-laporan bisa setiap saat, kita tinggal nganu, dan kita 
rencanakanjuga sudah online, kalau ini kan dengan terintegrasi dengan 
rame-rame, masih off line. Aplikasi ada di mereka tapi offline, jadi 
nggak bisa kita pantau hanya dia aja sendiri yang tahu, tapi sebetulnya 
secara aplikasi sudah. Sebenamya tahun 2017 sudah mulai tapi belum 
wajib, tapi tahun 2018 harus wajib menggunakan aplikasi. Laporan 
mereka masih banyak yang manual, termasuk pasir panjang juga masih 
manual." (Wawancara tanggal22 Januari 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara, dalam mengimplementasi Pengelolaan 

Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang masih kurang dukungan 

dari sisi infrastrukturnya. Jaringan internet yang masih belum maksimal, 

serta penggunaan aplikasi yang yang belum beijalan sampai penelitian 

ini berakhir. Sistem Keuangan Desa sampai laporan ini dibuat masih 

belum on line. Posting perencanaan dapat dilakukan tapijaringan antar 

pengelola dan Pembina belum terhubung. Hal tersebut membuat proses 

pelaporan di desa Pasir Panjang menggunakan cara manual atau belum 

memanfaatkan aplikasi Siskeudes, meskipun sudah terpasang. 
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B. PEMBAHASAN 

Pada Sub bab ini, penulis akan membahas Implementasi Pengelolaan 

Anggaran Dana Desa dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban berdasarkan peraturan yang ada. 

Berdasarkan basil wawancara dengan para informan serta fenomena yang 

teijadi di lokasi penelitian maka dapat diketahui bahwa Implementasi 

Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang pada tahun 2015 

bel urn maksimal mengikuti aturan yang ada. Sedangkan tahun 2016 mulai ada 

perbaikan seiring dengan pembinaan dan pengawasan dari berbagai pihak. 

Tahun 2017 semakin mendekati aturan yang berlaku, sejalan dengan 

pemahaman yang semakin meningkat. 

C.l. Hubungan Struktur Birokrasi dengan Implementasi Pengelolaan 

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering atau 

secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi 

tidak hanya dalam struktur pemerintah, tapi juga dalam organisasi 

swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Dalam kasus tertentu 

birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. 

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160). 

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya 

keija sama banyak pihak. Ketika stuktur birokrasi tidak kondusif 

terhadap suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan 

ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. 
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Pada saat mengimplmentasikan sebuah kebijakan, seyogianya 

struktur brrokrasi ikut mendukung dalam rangka mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan dalam kebijakan yang dibuat. 

Berdasarkan basil penelitian dalam hubungan struktur organisasi 

dengan Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa terdapat 

beberapa faktor pendorong dan penghambat. 

a. Perencanaan 

Faktor pendorong pada proses Perencanaan dalam pengelolaan 

anggaran dana desa di Pasir Panjang adalah tersedianya RPJMDesa 

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Pasir Panjang 

untuk 6 tahun masa kepemimpinan Kepala Desa bersangkutan dan 

Rencana Kerja Pembangunan Desa Pasir Panjang setiap tahun 

anggaran. 

Sedangkan faktor penghambat pada proses perencanaan dalam 

pengelolaan anggaran dana desa adalah belum maksimalnya peran 

Badan Permusyawaratan Desa Pasir Panjang sebagai lembaga 

kemasyarakatan di desa yang berfungsi sebagai pengawasan 

pemerintah desa dan pembuat peraturan desa.Selain hal tersebut, 

proses perencanaan pembangunan sebagai implikasi dari pengelolaan 

anggaran dana desa. pada tahun 2015 tidak melibatkan komponen 

masyarakat tetapi dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang 

mempllilyai pengaruh di desa Pasir Panjang, sehingga basil 

pembangunan cenderung sesuai keinginan orang-orang tersebut dan 
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bertumpuk di satu tempat atau tidak tersebar merata diseluruh 

wilayah desa. 

Mekanisme Perencanaan penggunaan Anggaran Desa diatur 

pada Pasal114 sampai dengan 120 Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014. Disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa 

disusun berdasarkan basil kesepakatan dalam musyawarah desa. 
; 

Basil kesepakatan tersebut menjad1 pedoman bagi pemerintah desa 

dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa dan daftar 

usulan Desa. Dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, 

pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan 

pembangunan Desa (musrenbangdes) secara partisipatif 

Musyawarah Desa dimaksud diatas diatur dalam Pasal 80 Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu: 

( 1) Musyawarah Des a diselenggarakan oleh Badan Permusyaearatan 

Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. 

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti 

oleh Pemerintah Desa, Badan Pennusyawaratan Desa dan unsur 

masyarakat. 

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

atas tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh 

pendidikan; perwakilan kelomok tani; perwakilan kelompok 

nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok 
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perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan 

anak; serta perwakilan kelompok masyarakat miskin. 

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai 

dengan kondisi sosial budaya masyarakat. 

Jika dikaitkan dengan pemyataan Woelfel (1987) bahwa 

Perencanaan dan penganggaran haruslah terintegrasi. Untuk 

mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kebijakan organisasi, filosofi 

manajemen organisasi hams terihat dalam anggaran. Penganggaran 

adalah proses untuk menetapkan prioritas dan merupakan proses 

pengalokasian sumber daya. Karena itu apakah dirasakan adanya 

ketidak adilan maka hal itu akan berpotensi untuk memicu 

munculnya konflik antar bagian yang satu dengan yang lain maupun 

antar level di dalam organisasi. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan para informan dan fenomena yang · terjadi, maka dapat 

diketahui bahwa proses perencanaan pada tahun 2015 belum 

dilakukan sesuai aturan.Dapat dikatakan bahwa proses perencanaan 

penggunaan anggaran dana desa tahun 2015 dilakukan dengan 

musyawarah tetapi tidak melibatkan seluruh komponen masyarakat 

yang ada, tapi hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang 

mempunyai pengaruh. Sejalan dengan hasil Penelitian Dorprawati 

Siburian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Antakusuma 

Pangkalan Bun yang berjudul Peranan Badan Permusyawaratan 

Desa Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahtm 2014 
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tentang Desa di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan tahun 

2017 yang menyatakan : 

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasir 

Panjang sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Peraturan Desa, Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa 

kurang optimal karena belum lengkapnya pengawasan terhadap 

Peraturan Desa sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) masih kurang. Karena kurang 

maksimalnya peran BPD Desa Pasir Panjang, proses Perencanaan 

penggunaan Anggaran Dana Desa juga tidak beijalan sebagaimana 

mestinya pada tahun kegiatan 2015. 

Basil pembangunan fisik terpusat di RT 1 dan RT 2 desa Pasir 

Panjang karena penentuan prioritas kegiatan hanya dilakukan oleh 

orang-orang tertentu dan tidak mewakili RT yang ada di desa. 

Akibatnya timbul kecemburuan dari RT-RT lain sehingga muncul 

istilah "anak tiri dan anak kandung, karena tidak mendapatkan "kue" 

pembangunan. 

Tahun 2016 dan tahun 2017 relatif lebih mendekati 

peraturan. Musyawarah perencanaan pembangunan desa sudah 

dilakukan dengan mengundang RT yang ada serta lembaga-lembaga 

kemasyarakatan yang ada di desa Pasir Panjang, meskipun kegiatan 

yang diusulkan dan dilakukan masih sebagiar. besar di RT I dan RT 
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2. Proses Musrenbang sudah dibiayai dengan Anggaran Dana Desa 

yang ada serta terdapat bukti pertanggungjawabannya. 

b. Pelaksanaan 

Faktor pendorong pada Pelaksanaan pengelolaan anggaran dana 

desa di Pasir Panjang adalah sudah terbentuk Tim Pelaksana 

Kegiatan (TPK) di desa Pasir Panjang dan ada Pelaksana Teknis 

Pengelolaan Keuangan Desa atau PTPKD dengan unsur perangkat 

desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa serta Bendahara 

yang merupakan unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan 

administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. 

Dengan Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 

Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 

menyelengarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa, semua 

sudah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pasir Panjang. 

Faktor pendorong lain adalah sudah tersedia Rencana Anggaran 

Biaya (RAB) sebagai dasar pelaksanan pembangunan di lapangan. 

Faktor penghambat pada pelaksanaan adalah pada tahun 2015 

Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan hanya sebagai formalitas, 

realitanya yang bekeija hanya 2 orang saja, sedangkan yang lain 

cenderung pasif Begitu pula tmtuk tahun 2016 dan tahun 2017, pola 

keija masih bertumpu pada orang tertentu saja. Faktor penghambat 

lain adalah Administasi Tim TPK juga belum maksimal, TPK tidak 

membuat Buku Pembantu Kegiatan, laporan hanya dibuat oleh 

Pemerintah Desa secara global. 
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Berdasarkan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

I I 
I Tahtm 2014 tentang Desa pada ayat (1) disebutkan Kepala Desa 

mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan 

oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat desa. Ayat (3) dan 

1 I 
ayat ( 4) menyebutkan Pelaksanaan pembangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya 

alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan 

gotongroyong masyarakat. Pelaksana pembangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (!) menyampaikan laporan pelaksanaan 

pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah desa. 

Pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat 32 

disebutkan bahwa Pelaksana kegiatan adalah unsur perangkat desa 

dari secretariat desa dan pelaksana teknis yang bertanggungjawab 

atas pelaksanaan kegiatan di bidangnya. Selanjutnya pada Pasal 29 

ayat 1 sampai ayat 3 disebutkan Pelaksana Kegiatan mengajukan 

pendanaan untuk melaksanakan kegiatan hams disertai dengan 

dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran 

Biaya tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh 

i. 
Kepala Desa. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap 

tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran 

belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas 
I, 
I • kegiatan sebagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 
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didesa. Sedangkan Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 mengatakan 

Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimaila dimaksudkan 

dalam · Pasal 29 ayat 1 Pelaksana Kegiatan mengajukan Burat 

Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, SPP tidak boleh 

dilakukan sebelmn barang atau jasa diterima. Pasal 31 menegaskan 

bahwa Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri 

atas Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan tanggungjawab 

belanja dan Lampiran bukti transaksi. 

Berkaitan dengan pemyataan Stoner (2006) bahwa Pengelolaan 

atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian mnmn adalah 

suatu seni, ketrampilan atau keahlian. Yaitu seni dalam 

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk 

menggerakkan orang melakukan pekerjaan. Pengelolaan merupakan 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 

usaha-usaba para anggota organisasi dan pengguna smnberdaya-

sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan. Berdasarkan basil wawancara dengan 

infonnan, dokumen yang ada serta fenomena yang terjadi di lokasi 

penelitian dapat dikatakan bahwa Proses Pelaksanaan penggunaan 

Anggaran Dana Desa di Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan 

khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 belmn 

sesuai peraturan yang berlaku. Surat Keputusan Tim Pelaksana 

Kegiatan hanya sebagai formalitas saja. Dari 5 anggota tim yang 

bekerja hanya 1 atau 2 orang saja, yang lain cenderung pasif. Hal ini 
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mengakibatkan hasil pekeijaan tidak maksimal karena tertumpu 

pada orang tertentu, tiadak ada pembagian tugas yang jelas, atau 

tugas dirangkap oleh orang tersebut. Dari sisi kualitas hasil 

pekerjaan fisik, secara umum sudah memuaskan. 

Tahun 2016 Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Desa Pasir Panjang Nomor 07 Tahun 2016. Tugas Tim 

Pelaksana Kegiatan Desa Pasir Panjang tahun 2016 adalah : 

(1) Menyusun Rencana Keija, rencana pelaksanaan Kegiatan dan 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

(2) Melaksanakan kegiatan dan atau bersama Lembaga 

Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa 

(3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban 

anggaran belanja kegiatan 

( 4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

( 5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala 

des a 

(6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan. 

Susunan Tim Pelaksana Kegiatan tahun 2016 adalah Yuyun 

Magdalena' sebagai Ketua, Asnodianto sebagai Sekretaris dan 3 

orang Anggota masing-masing Zainuri, Ngatijah dan Mickler Stely. 

Dari basil wawancara diketahui bahwa Ketua Tim masih belum 

berperan maksimal, pekeijaan banyak dirangk:ap oleh Zainuri dan 
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Asnodianto. Tim Pelaksana Kegiatan belum membuat Buku 

Pembantu Kegiatan, serta tidak membuat Laporan Perkembangan 

pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa. Laporan hanya dibuat 

oleh Pemerintah besa secara umum ke stakeholder Pembina 

diatasnya. Hasil pekeijaan fisik secara umum sudah cukup baik. 

Proses pengeijaan fisik dilakukan secara swakelola, meskipun masih 

teijadi beberapa resistensi dilapangan. 

Tahun 2017 Tim Pelaksana Kegiatan belum banyak berubah, pola 

keija juga masih tertumpu pada orang tertentu saja. Sehingga secara 

administrasi kurang maksimal dalam penerapan peraturan meskipm 

hasil pekeijaan fisik sudah bagus. 

c. Penatausahaan 

Faktor pendorong pada penatausahaan adalah sudah ada 

bendahara desa yang menatausahakan keuangan desa berdasarkan 

Surat Keputusan Kepala Desa Pasir Panjang. 

Faktor penghambat pada penatausahaan adalah regulasi yang 

bembah-ubah, sehingga menyulitkan penatausahaan. Regulasi yang 

lama bam dipahami tapi sudah berganti aturan yang barn. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasai 1 ayat 16 

disebutkan Bendahara adalah unsur staf secretariat desa yang 

membidangi umsan administrasi keuangan untuk menatausahakan 

keuangan desa.Pasal 7 ayat I dan 2 menyatakan Bendahara dijabat 

111 

43189.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



oleh staf pada urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas 

menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan 

dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan 

' I 
I 

pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 

Pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 36 menyebutkan 

I 
I, 

: 
(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa 

I I 

I: 
(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan 

' 

I' 
dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akbir bulan 

I' secara tertib. 
' I 
I' 

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan sebagaimana '' i 

dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala 

Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

Pasal 37 menyebutkan : 

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 ayat (2) menggunakan Buku Kas Umum; Buku Kas 

Pembantu Pajak dan Buku Bank. 

Menurut Nurcholis (2011), Pemerintah desa wajib mengelola 

keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta 
I I 

dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola 

secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal 

dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. 
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Keuangan desa hams dibukukan dengan sistem pembukuan yang 

benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintah. 

Berdasarkan hasil wawancara dan fenomena di loaksi penelitian 

diperoleh hasil Penatausahaan penggunaan Anggaran Dana Desa Pasir 

Panjang khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah sesuai 

dengan perahrran yang ada. Jika terdapat kekurang sempurnaan 

teruuuna pada tahun 2015, pad a tahun berikutnya sudah dilakukan 

perbaikan sesuai arahan dari stakeholder Pembina dan pengawas. 

d. Pelaporan 

Faktor pendorong pelaporan pengelolaan anggaran dana desa di 

Pasir Panjang adalah sudah dilakukan laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban · pengelolaan anggaran dana desa setiap 

semester dan setiap tahun. 

Faktor penghambatnya adalah aplikasi Sistem Keuangan Desa 

belum online sehingga laporan masih dilakukan secara manual, hal 

tersebut mengakibatkan membutuhkan waktu, energy dan materi 

lebih besar dibandingkan jika laporan dilakukan secara elektronik 

atau online. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tal1un 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa pada Pasal 103 disebutkan : 

( 1) Kepala Desa menyampaikan Iaporan realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada bupati/ walikota setiap semester tahun beijalan. 
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester 

pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun 

berjalan. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester 

kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun 

berikutnya. 

Pasal 104 lebih lanjut disebutkan : 

(1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes 

sebagaimana dimaksud dalam Pasall 03 ayat (1 ), kepala desajuga 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada bupati/ walikota setiap akhir tahtm 

anggaran. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa kepada bupati/ walikota melalui camat atau 

sebutan lain setiap akhir tahun anggaran sebagaimarra dimaksud 

dalam Pasal 48 huruf a. 

Lemabaga Administrasi Negara (LAN) yang seperti dikutip Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2008) menyatakan 

bahwa Aktmtabilitas Keuangan merupakan pertanggungjawaban 

mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan 

keuangan mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran 

keuangan instansi pemerintah. Berdasarkan wawancara dan 
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fenomena yang terjadi Laporan Pengelolaan Anggaran Dana Desa di 

Pasir Panjang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya 

keterlambatan Laporan terjadi juga di Desa yang lain. Kendala yang 

sering dihadapi adalah memahami format isian dari Kementrian 

Keuangan masih kurang, sehingga memperlambat proses 

pelaporan.Transfer dana sering terlambat karena laporan yang 

disampaikan sering terlambat. Laporan disampaikan harus 

bersamaan seluruh desa yang ada, tidak bisa sendiri-sendiri. Jika ada 

desa yang belum selesai membuat laporan, hams ditunggu sampai 

selesai. 

Laporan Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Pasir Panjang sampai 

saat ini masih dilakukan secara manual. Meskipun aplikasi sudah 

tersedia akan tetapi masih beluin online, sehingga memperlambat 

penyampaian laporan. 

e. Pertangungjawaban 

Faktor pendorong pertanggungjawaban adalah sudah dibuat 

laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan 

ke Bupati melalui Camat dan diketahui oleh stakeholder terkait. 

Faktor penghambatnya adalah penyampaian laporan 

pertanggungjawaban yang sering terlambat dari waktu yang sudah 

ditentukan serta belum diinformasikan secara luas kepada 

masyarakat sebagai upaya transparasi informasi. 

Penanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Dana Desa diatur dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang. 
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Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 38 sampai Pasal 41. 

Sedangkan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 

Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal39 

sampai Pasal42. 

Pasal39 berisi: 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati setiap a...ldllr tahun 

anggaran. 

(2) Laporan pertanggtmgjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

terdiri dari pendapatan, belanja dan p~mbiayaan. 

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

( 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa dilampiri format Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 

Anggaran berkenaan; format Laporan Kekayaan Milik Desa per 

31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; format Laporan 

Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. 

Pasal 40 menyatakan : Laporan pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari. 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Sedangkan Pasal 41 menyebutkan sebagai berikut : 
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(1) Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggtmgjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDesa diinfonnasikan kepada masyarakat secara 

tertulis dan dengan media infonnasi yang mudah diakses oleh 

masyarakat. 

(2) Media infonnasi antara lain papan pengumuman, radio 

komunitas dan media infonnasi lainnya. 

Pasal42 menyatakan : 

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui 

Camat. 

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir talum 

anggaran berkenaan. 

Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas publik adalah kewajiban 

pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyaj_ikan, melaporkan dan mengungkapkan 

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada 

pihak pemberi amanah (principals) yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggtmgjawaban tersebut. 

Berdasarkan wawancara dengan infonnan dan pengamatan fenomena 

dilokasi penelitian maka Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran 

Dana Desa di Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten 

Kotawaringin Barat secara umum sudah cukup baik sesuai dengan 
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peraturan yang ada. Pada tahun 2016 auditor Inspektorat Kabupaten 

Kotawaringin Barat menemukan dana Silpa sampai akhir tahun 

anggaran belum disetorkan ke rekening kas desa. Hal ini berarti tahun 

2016 ada sisa dana desa Alokasi Dana Desa tapi belum disetorkan ke 

rekening kas desa. Setelah monitoring dan evaluasi oleh fuspektorat 

tersebut kemudian direkomendasikan untuk disetorkan, tahun 

berikutnya diharapkan hal ini tidak temlang lagi. 

Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDesa di Desa Pasir Panjang pada tahun 2015 dan 

20 I 7 bel urn diinfonnasikan kepada masyarakat secara tertulis dan 

dengan media infonnasi yang mudah diakses oleh masyarakat 

Pembuatan baliho yang dipasang di depan gang menuju Balai Desa 

ba.ru dilakukan pada Laporan Kegiatan Tahun 2017. 

C.2. Hubungan Sumber Daya dengan Implementasi Pengelolaan 

Edward III dalam Agustinus (2006) sumber daya merupakan hal 

penting dalam implementasi kebijakan yang baik. fudikator yang 

digunakan lllltuk melihat sejauh mana sumber daya mempenharuhi 

implementasi kebijakan adalah : 

I. Staff. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah 

staf atau pegawai (street-level-bureaucrats). Kegagalan yang 

sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya 

disebabkan oleh staff pegawai yang tidak cul-up memadai, 

mencukupi ataupun kompeten dalam bidangnya. Penambahan 
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jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan 

persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah 

kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan 

(kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan. 

2. Infonnasi. Dalam implementasi kebijakan, infonnasi mempunyai 

dua bentuk yaitu pertama infonnasi yang berhubtmgan dengan cam 

melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data 

kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi 

pemerintah yang telah ditetapkan. 

3. Wewenang. Pada umumnya kewenangan hams bersifat formal 

agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif Kewenangan 

merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam 

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika 

wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata 

publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan 

implementasi kebijakn publik. T etapi dalam konteks yang lain, 

ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan 

dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas 

kewenangan diperlukan dalam·implementasi kebijakan, tapi disisi 

lain efektivitas akan menytm.It manakala wewenang 

diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan sendiri atau 

kelompoknya. 

4. Fasilitas. Fasilitas :fisik merupakan faktor penting dalam 

implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf 
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yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi . tanpa adanya 

fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi 

kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam hubungan Sumber Daya dengan 

Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa terdapat beberapa faktor 

pendorong dan penghambat. 

a. Perencanaan 

Faktor pendorong sumber daya pada perencanaan adalah sudah 

dilakukan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang desa) 

oleh Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan kewenangannya. 

Serta fasilitas fisik untuk melalukan perencanaan sudah cukup baik. 

Faktor penghambatnya adalah staf atau pegawai yang kurang 

kapabel dalam melakukan perencanaan khususnya ditahun 2015, 

sehingga implikasi pelaksanaan dilapangan kurang maksimal. Sering 

menimbulkan resistensi karena perencanaan dan pelaksanaan 

dilapanga.'l tidak sesuai. 

b. Pelaksanaan 

Faktor pendorong sumber daya pelaksanaan adalah sudah 

terbentuk tim TPK sesuai dengan kewenangannnya untuk 

melaksanakan pembangunan sebagai impementasi pengelolaan 

anggaran dana desa, dan informasi dalam mengimplementasikan 

kebijakan sudah sampai ke tim TPK, serta adanya fasilitas yang 

cukup memadai untuk melaksanakan tugasnya. 
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Sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya kapabilitas 

pelaksana kegiatan atau tim TPK sehingga pekerjaan hanya 

dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam tim TPK yang lebih 

kapabel. Peran anggota tim yang kurang kapabel tidak maksimal. 

c. Penatausahaan 

Faktor pendorong sumber daya pada penatausahaan adalah staff 

atau pegawai yang cukup memadai dan kompeten dalam bidang 

keuangan serta informasi dalam mengimplementasikan kebijakan 

yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan sudah 

sampai dengan baik. 

Faktor penghambatnya adalah seringkali staff keuangan 

melampaui kewenangannya dengan mengerjakan tugas yang 

seharusnya dilakukan oleh tim TPK, yaitu pembuatan laporan 

pertanggungjawaban. Serta fasilitas sarana pelaporan yang belum 

memadai khususnya aplikasi Siskeudes yang belum online. 

d. Pelaporan 

Faktor pendorong sumber daya pada pelaporan adalah adanya 

staff atau pegawai yang cukup kapabel dalam pelaporan pengelolaan 

anggaran dana desa di desa Pasir Panjang, informasi yang 

berhubungaii dengan cara melaksanakan kebijakan juga sudah 

sampai. 

Faktor penghambatnya adalah wewenang yang kadang 

disalahgunakan untuk kepentingan sendiril sekelompok orang, yaitu 

ketika laporan disesuaikan dengan keadaan meskipun sudah 
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diverifikasi oleh sekretaris desa. Fasilitas pelaporan dengan system 

online juga menjadi faktor penghambat, karena sampai laporan ini 

disusun, pelaporan dengan aplikasi Siskeudes belum online. 

e. Pertanggungjawaban 

Faktorpendorong sumber daya pada pertanggungjawaban adalah 

sum her daya staff atau pegawai pada bidang pelaporan sudah cukup 

kapabet dan memadai. Wewenang kepala desa selaku 

penangungjawab seluruh kegiatan juga sudah berjalan sesuai 

peraturan. Fasilitas pertanggungjawabanjuga sudah cukup. 

Faktor penghambatnya adalah informasi kepatuhan para 

pelaksana regulasi belum sempurna, pada tahun pelaksanaan 

kegiatan 2015 dan tahun 2016 belum diinformasikan secara luas 

kepada masyarakat. 

C.3. Hubungan Disposisi dengan Implementasi Pengelolaan 

Faktor-faktor disposisi dalam implementasi kebijakan meurut 

Edward III dalam Agustinus (2006) terdiri dari : 

1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan 

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata dalam implementasi 

kebijakan hila pesonel yang ada tidak melaksanakan kebijakan 

yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, 

pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan 

haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang 
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telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga 

masyarakat. 

2. Insentif. Merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk 

mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan 

memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan 

kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para 

pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana 

kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu 

mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para 

pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan 

sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. 

Berdasarkan basil penelitian dalam hubungan Disposisi dengan 

Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa terdapat beberapa faktor 

pendorong dan penghambat. 

a. Perencanaan 

Faktor pendorong disposisi pada proses perencanaan adalah 

adanya insentif pada pelaksana kebijakan, dalam hal ini adanya 

insentif yang cukup untuk lembaga kemasyarakatan di desa Pasir 

Panjang seperti BPD, RT dan RW. 

Faktor penghambatnya adalah pada pengangkatan birokrasi, 

dalam hal ini personel yang diangkat pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan dan pemerintahan desa cenderung berdasarkan 

kekerabatan yang dekat, personel tersebut kadang-kadang kurang 
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memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, terutama 

tmtuk kepentingan masyarakat. 

b. Pelaksanaan 

Faktor pendorong disposisi pada pelaksanaan pengelolaan 

anggaran dana desa adalah insentif. Insentif yang cukup membuat 

para pelaksana menjalankan kebijakan dengan baik. 

Faktor penghambatnya adalah pengangkatan birokrasi yang 

tidak tepat. .Anggota tim TPK diangkat berdasarkan kedekatan 

kekerabatan sehingga membuat hasil pelaksanaan kurang maksimal. 

c. Penatausahaan 

Faktor pendorong disposisi pada penatausahaan adalah 

pengangkatan birokrasi. Personil penatausahaan pada pengelolaan 

anggaran dana desa di Pasir Panjang cukup baik dedikasinya, 

sehingga hasil yang pelaksanaan implementasi kebijakan cukup baik. 

Faktor penghambatnya adalah insentif, dimana insentif masih 

dirasakan kurang oleh personil penatausahaan, kurang sebanding 

dengan tanggtmgjawab yang dipikul, serta waktu pemberian insentif 

yang sering mtmdur, terutama di awal tahtm anggaran. 

d. Pelaporan 

Faktor pendorong disposisi pada pelaporan adalah 

pengangkatan birokrasi. Personil pelaporan sudah cukup baik 

dedikasinya. 

Faktor penghambatnya adalah insentif yang dirasa kurang dan 

waktunya sering terlambat di awal tahtm anggaran. 
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e. Pertanggungjawaban 

Faktor pendorong disposisi pada pertanggungjawaban adalah 

pengangkatan birokrasi. Kepala Desa Pasir Panjang terpilih 

berdasarkan kepercayaan masyarak:at. Secara pendidikan sudah 

cukup memadai, dedikasi juga cukup baik. 

Faktor penghambatnya adalah insentif, kepala desa merasa 

kurang besar bantuan anggaran dana desa yarig di peroleh oleh desa 

Pasir Panjang. 

C.4. Hubungan F:omunikasi dengan Implementasi Pengelolaan 

Menurut Edward III dalam Agustinus (2006) komunikasi merupakan 

salah satu variable penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan 

dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan 

terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang 

ak:an mereka kerjakan. lnformasi yang diketahui para pengambil 

keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Tiga 

indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel 

komunikasi adalah : 

1. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali 

terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah 

pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan 
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birokrasi yang hams dilalui dalam proses komunikasi, sehingga 

apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. 

2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan 

(street-level-bereaucrats) hams jelas dan tidak membingungkan 

atau tidak ambigu/ mendua. 

3. Konsisten. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 

komunikasi hams konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau 

dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, 

maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana lapangan. 

Berdasarkan basil penelitian dalam hubungan Komunikasi dengan 

Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa terdapat beberapa faktor 

pendorong dan penghambat. 

a. Perencanaan 

Faktor pendorong komunikasi pada proses perencanaan 

pengelolaan anggaran dana desa di Pasir Panjang adalah transmisi, 

dimana penyaluran komunikasi sudah cukup baik serta kejelasan, 

dimana komunikasi yang diterima oleh pelaksana dalam hal ini TPK 

sudah cukup jelas. 

Faktor penghambatnya adalah konsisten, perintah yang 

diberikan dalam pelaksanaan kadang tidak konsisten. Terbukti 

dengan berubahnya lokasi pembangunan dari perencanaan semula. 

b. Pelaksanaan 

Faktor pendorong komunikasi pada pelaksanaan pengelolaan 

anggaran dana desa di Desa Pasir Panjang adalah transmisi dan 
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kejelasan, dimana penyaluran komunikasi cukup baik antara tim TPK 

dengan BPD dan Pemerintah Desa serta komunikasi cukup jelas. 

Faktor penghambatnya adalah konsisten, kadangkala perintah 

yang diberkan dapat berubah-ubah, misalnya lokasi pembangunan 

bisa berubah dari yang semula ditetapkan. 

c. Penatausahaan 

Faktor pendorong komunikasi pada penatausahaan adalah 

kejelasan, komunikasi yang diterima cukup jelas. Penatausahaan 

dilengkapi dengan regulasi dan format yang hams diisi. Stakeholder 

Pembina juga sudah melakukan sosialisasi. 

Faktor penghambatnya adalah transmisi dan konsisten. 

Miskomunikasi kerap tetjadi karena banyaknya tingkatan birokrasi 

yang hams dilalui dalam proses komunikasi, dalam hal ini birokrasi 

yang hams dilewati adalah Kecamatan, Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bappeda. Faktor 

penghambat lainnya adalah konsistensi, dimana regulasi kerap 

berubah-ubah. 

d. Pelaporan 

Faktor pendorong komunikasi pada pelaporan adalah kejelasan 

dan konsisten. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan 

pada pelaporan cukup jelas. Perintah juga cukup konsisten. 

Faktor penghambatnya adalah transmisi, dimana banyaknya 

tingkatan birokrasi yang hams terlibat dalam pelaporan pelaksanaan 

127 

43189.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



pengelolaan anggaran dana desa, sehingga pelaporan bisa tidak 

sampai ke stakeholder Pembina. 

e. Pertanggungjawaban 

Faktor pendorong komunikasi pada pertanggungjawaban adalah 

transmisi dan kejelasan. Penyaluran komunikasi dengan stakeholder 

Pembina cukup baik untuk hal pelaporan pertanggungjawaban, 

begitu pula kejelasan, komunikasi atau perintah yang harus dilakukan 

oleh Kepala Desa dalam hal pertanggungjawaban cukup jelas. 

Faktor penghambat adalah konsisten, dimana penyampaian 

pelaporan pertangungjawaban kadang tidak ~epat waktu, dan 

informasi pertanggungjawaban pelaksanan kegiatan anggaran dana 

desa belum konsisten disebarluaskan ke masyarakat. 

I ' 

I, 
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KES~ULANDANSARAN 

C. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian basil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Implementasi pengelolaan anggaran dana desa Pasir Panjang belum 

maksimal dilihat dari sisi : 

1. Perencanaan 

2. 

Implemeni.asi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir 

Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat 

pada proses Perencanaan belum dijalankan sesuai aturan yang 

berlaku. Musyawarah desa sebagai salah satu langkah proses 

perencanaan tidak melibatkan seluruh unsur lembaga mayarakat 

yang ada di Pasir Panjang. RPJM Desa yang disusun dijabarkan 

dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, namun terdapat kegiatan 

sisipan. 

Pelaksanaan 

Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Pelaksanaan 

penggunaan Anggaran di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut 

Selatan khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 

belum sesuai peraturan yang berlaku. Tidak semua anggota Tim 

Pelaksana Kegiatan bekerja sesuai tugasnya, tetapi dirangkap oleh 

anggota yang lain, karena kapabilitas yang kurang memadai. 
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3. Penatausahaan 

Implementasi pada Penatausahaan penggunaan Anggaran Dana Desa 

Pasir Panjang khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

4. Pelaporan 

Implementasi Pelaporan Anggaran Dana Desa di Pasir Panjang 

sudah sesuai dengan peratumn yang berlaku. 

5. Pertanggungjawaban 

Implementasi pada Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran 

Dana Desa di Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten 

Kotawaringin Barat sudah sesuai dengan perahrran yang ada. 

2. Faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi implementasi 

pengelolaan Anggaran Dana Desa khususnya Dana Desa dan Alokasi 

Dana Desa di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten 

Kotawaringin Barat adalah Struk:tur Birokrasi dan Sumber Daya. 

5. Faktor Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan pengamatan fenomena dan basil wawancara diperoleh 

kesimpulan bahwa sumber daya manusia mempunyai tingkat 

kemampuan yang tidak m~rata. Dari sisi pendidikan formal pada 

pelaksanaan tahun 2015 dan 2016 masih ada yang rendah sehingga 

mempengaruhi kemampuan dalam mengidenti:fikasi dan menyelesaikan 

masalah. Hal tersebut diperparah dengan 'sistem kekerabataiJ' yang 

kental dan kuat dilingkungan pemerintal1an desa yang merupakan 

kebiasaan atau aturan tidak tertulis yang teijadi di Pasir Panjang, 
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sehingga hal tersebut juga mempengaruhi rekrutmen pegawai 

pemerintahan desa yang notabene masih mempunyai hubungan 

kekerabatan. Bam pada·akhir tahun 2017 setelah dilakukan rekrutmen 

beberapa perangkat desa yang bam, kineija mulai terbagi dan tidak 

; ' 
tertumpu pada orang-orang tertentu saja. Hal tersebut di atas 

' 

mempengaruhi Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Pasir 

Panjang dari Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, 

Pelaporan hingga Pertanggungjawaban. Jika bisa dilaksanakan 

mendekati aturan yang berlaku, hal tersebut karena dilakukan oleh orang 

tertentu saja, tidak semua melakukan sesuai peran dan 

tanggungjawabnya. 

6. Regulasi yang sering berubah-ubah 

Regulasi yang mengatur Pengelolaan Keuangan Desa dari Pusat dan 
I 
I' Daerah yang seringkali berubah-ubah, menyulitkan pelaksanaannya. Di 

desa Pasir Panjang regulasi yang digtmakan paling rendah adalah 

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat. l'erbup akan berubah jika 

peraturan diatasnya mengalami pembahan. Hal ini diperparah dengan 

tidak dibuatnya pedoman atau petunjuk tekinis dan pelaksanaan yang 

lebih rinci di tingkat desa, sehingga operator hams mempelajari dan 

memahami regulasi yang ada dari tingkat kabupaten yang masih bersifat 

global. 

7. Koordinasi dan pembagian kewenangan yang kurang konsisten 

stakeholder Pembina 

'' 
I 
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Mekanisme Pengelolaan Anggaran Dana Desa dari sisi pembinaan juga 

hams jelas. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan informan 

beberapa kewenangan dilimpahkan dari tingkat kabupaten ke 

I ' 
kecamatan, misalnya verifikasi. Keterbatasan sumber daya di 

kecamatan mengakibatkan veri:fikasi juga menjadi kurang optimal. 

Sedangkan koordinasi antar stakeholder juga perlu ditingkatkan. 

Meskipoo mungkin bukan tanggoogjawabnya tapi jika masih terkait 

sebaiknya pada waktu pelaksanaan pembinaan dilibatkan. Misalnya 

proses perencanaan, mungkin Bappeda tidak mempooyai kewenangan 

sampai tingkat desa, tapi akan lebih baik jika Bappede juga dilibatkan 

dalam proses perencanaan di tingkat desa. 

8. Dukungan Infrastruk:tur yang masih kurang 

Dalam mengimplementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa 

Pasir Panjang masih kurang dukoogan dari sisi infrastrukturnya. 

Jaringan internet yang masih belum maksimal, serta penggunaan 

aplikasi yang yangbelum beijalan sampai penelitian ini berakhir. Sistem 

Keuangan Desa sampai laporan ini dibuat masih belum on line. Posting 

perencanaan dapat dilakukan tapi jaringan antar pengelola dan Pembina 

belum terhubung. Hal tersebut membuat proses pelaporan di desa Pasir 

Panjang menggooakan cara manual atau belum memanfaatkan aplikasi 

I, Siskeudes, meskipoo sudah terpasang. 
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I. 

D. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dan basil penelitian yang telah dikemukakan 

diatas, dapat diberikan saran-saran yang nantinya dapat memperbaiki dan 

menyempurnakan pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa 

Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat di masa 

yang akan datang, yaitu : 

1. Memaksimalkan peran lembaga-iembaga yang ada di desa Pasir Panjang 

dalam proses perencanaan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

2. Peningk:atan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan bagi pengelola 

keuangan desa bai~ pengelola teknis seperti Tim Pelaksana Kegiatan 

maupun pengelola administrasi seperti Bendahara dan perangkat desa 

lainnya. 

3. Dukunga!l lnfrastruktur yang memadai khususnya jaringan internet dan 

pem~aatan aplikasi Siskeudes dan aplikasi -aplikasi lain berbasis 

T ekhnologi Informatika untuk meminimalisir kecurangan serta efektif dan 

efisien baik materi maupun energi._ Sebaiknya setiap desa mulai 

menggunakan website sebagai sarana promosi dan pemantauan program 

kegiatan seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. 

4. Koordinasi yang jelas dan tegas antar stakeholder Pembina sehingga 

kebijakan konsisten dan pelaksanaan di tingkat desa menjadi lebih baik 

karena tidak adanya kerancuan saran pembinaan dari stakeholder terkait. 
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LAMPIRAN 1 

PANDUANWAWANCARA 

Penelitian lmplementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa 

Di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

PENGANTAR/ TUJUAN WAW ANC:ARA 

Kita menyadari bahwa meningkatnya transfer dana ke Desa yang 

diimplementasikan dalam bentuk Anggaran Dana Desa hams diiringi dengan 

keberhasilan sesuai dengan yang diamanatkan undang-lmdang serta 

mengedepankan azas transparasi, partisipatif, akuntabel, efisien, efektif, 

berkeadilan dan berkelanjutan. 

Kami tertarik untuk mengetahui pandangan Bapakllbu mengenai 

masalah ini dan bagaimana masalah ini berlangsung di Desa Pasir Panjang, 

khususnya transfer Anggaran Dana Desa yang berbentuk Dana Desa dan 

Alokasi Dana Desa? 

Kami berharap Bapakllbu dapat meluangkan waktu tmtuk 

mendiskusikan masalah ini. 

PENGANTAR/PERKENALAN 

Dapatkah Bapak!Ibu menerangkan nama dan sedikit keterangan tentang diri 

anda, alamat dan tempat tinggal, tugas dan jabatan dalam Pengelolaan 

Anggaran Dana Desa dl Desa Pasir Panjang, sebagai perkenalan. 

WAW ANCARA/ PENGALAMAN PELAKSANAAN 

Dapatkah kita membicamkan tugas-tugas Bapak/ Ibu dalam Pebgelolaan 

Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang? 

WAW ANCARA/ DESKRIPSI PENGELOLAAN ANGGARAN DM~A 

DESA YANG ADA SAAT INI 
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Dapatkah Bapakllbu menceritakan pelaksanaan pengelolaan anggaran dana 

desa di Pasir Panjang khususnya transfer dana mengenai Dana Desa dan 

Anggaran Dana Desa? 

Bagaimana penilaian Bapakllbu, apakah Pengelolaan Anggaran Dana Desa 

khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah sesuai peraturan dan 

perundangan yang ada? 

Dapatkah Bapakllbu menerangkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa 

khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, pada proses : 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Penatausahaan 

d. Pelaporan 

e. Pertanggungjawaban 

Dapatkah Bapak/ Ibu menerangkan apakah Pengelolaan Anggaran Dana 

Desa di Desa Pasir Panjang khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 

dapat dilaksanakan secara ideal sesuai peraturan yang berlaku? 

Menurut Bapak/ lbu hal-hal apa yang menyebabkan kondisi Pengelolaan 

Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang seperti sekarang ini? 

Bagaimana dalam proses Perencanaannya? 

BagaiJiana dalam hal Pelaksanaannya? 

Bagaimana dalam hal Penataushaannya? 

Bagaimana dalam hal Pelaporannya? 

Bagaimana dalam hal Pertanggungjawaban? 

Dapatkali Bapak/lbu menjelaskan apa saja Jenis-jenis penggunaan 

Anggaran Dana Desa, , Bentuk-bentuk Laporan, Metode Pelaporan serta 

monitoring dan evaluasi Anggaran Dana Desa khususnya Dana Desa dan 

Alokasi Dana Desa di Desa Pasir Panjang? 
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Bagaimana harapan Bapak/ Ibu terkait dengan pelaksanaan Pengelolaan 

Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang khususnya Dana Desa dan 

Alokasi Dana Desa? 

Bagaimana cara Pengelolaan Anggaran Dana Desa yang baik mulai dari 

proses perencanaan bingga pertanggungjawaban serta monitoring dan 

evaluasinya menurut Bapak/Ibu? 

PENUTUP 

Kita sudah membicarakan tentang Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran 

Dana Desa di Desa Pasir Panjang khuslmya Dana Desa dan Alokasi Dana 

Desa yang ada saat ini serta harapan Bapak/Ibu selaku pengelola Anggaran 

DanaDesa. 

Sebelum wawancara ini diakhiri. Mungkin Bapak/Ibu ada saran-saran 

terkait Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang 

khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa? 

Terimakasih atas informasi dan partisipasi Bapak/lbu. 
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LAMPIRAN2 

DAFTAR NARASUMBER DAN PELAKSANAAN WAW ANCARA: 

1. Dorprawati Siburian, Warga Pasir Panjang, Peneliti Terdahulu dengan 
lokasi Desa Pasir Panjang. 
Wawancarahari Selasa, 16 Januari 2018,jam 09.47 WIB. (Record 6; 
8,6MB; 16/01/2018) 

2. Roheni, Sekretaris Desa Pasir Panjang sampai dengan tahun 2017 akhir 
Wawancarahari Selasa, 16 Januari 2018,jam 10.53 WIB (Record 7; 7,4 
MB; 16/01/2018) 

3. Subardiyanto, Kabid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda 
Kotawaringin Barat 
Wawancara hari Selasa, 16 Januari 2018,jam 15.50·WIB (Record 8; 
5,9MB; 16/01/2018) 

4. Afrizal Chen, Ketua RT V Desa Pasir panjang 
Wawancara hari Selasa, tanggal 16 J anuari 2018, jam 20.10 WIB (Record 
9; 24,4 MB; 16/01/2018) 

5. Sumari, Auditor Penyelia Inspektorat Kotawaringin Barat 
Wawancara hari Rabu, tangga117 Januari 2018, jam 10.15 (Record ); 
9,3MB: 17/0112018) 

6. Sumari Outoffrecord (Record 1, 6,4 MB, 17/01/2018) 
7. Musahadah, Peneliti terdahulu di lokasi Desa Pasir Panjang 

Wawancara hari Rabu, tanggal17 Januari 2018,jam 10.40 WIB. (Record 
2, 9,6MB; 17/01/2018) 

8. Deasy Febrianti, Bendahara Desa Pasir Panjang 
Wawancarahari Rabu, tangga117 Januari 2018,jam 11.31 WIB (Record 
3; 19,3MB; 17/01/2018) 

9. Asnodianto, TPK, Desa Pasir Panjang 
Wawancara hari Kamis, tanggal18 Januari 2018,jam 09.50 WIB (Record 
4; 10,6MB; 18/01/2018) 

10. Sudi Suharso, Wakil Ketua BPD Pasir Panjang 
Wawancarahari Kamis, tanggal18 Januari 2018,jam 10.17 \VlB (Record 
5; 10,6MB; 18/01/2018) 

11. Sudiharto, Kabid Pembangunan dan Pemerintah Desa, DPMD 
Kotawaringin Barat 
Wawancara hari Senin, tanggal22 Januari 2018,jam 15.29 WIB (Record 
6; 17,6MB; 22/0112018) 

12. Zainuri, Tim TPK Desa Pasir Panjang 
Wawancara hari Selasa, tanggal23 Januari 2018jam 8.46 WIB (Record 
7; 18,9MB; 23/0112018) 

13. Uncum Ronda, BPD Pasir Panjang 
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Wawancara hari Selasa, tanggal23 Januari 2018,jam 9.05 WIB. (Record 
8; 8,4MB; 23/01/2018) 

14. Tamel Otol, Kepala Desa Pasir Panjang 
Wawancara hari Selasa, tanggal23 Januari 2018,jam 12.33 WIB (Record 
9; 18,5MB; 23/01/2018) 

15. Jayus, SH, Kasi PMD Kecamatan Arut Selatan 
Wawancara hari Rabu, tanggal24 Januari 2018, jam 8.35 WIB (Record 0; 
10,2MB; 24/01/2018) 

16. ROHENI Rabu 24 Jan 2018 (Record 1, 31,6MB; 24/01/2018) 
17. Musti Ronda, tokoh masyarakat Pasir Panjang 

Wawancara hari Senin, tangga129 Januari 2018, jam 9.34 WIB (Record 2; 
17,2MB; 29/01/2018) 

W A W ANCARA OUT OFF RECORD 

1. Tanggal8 Januari 2018 dengan Sekretaris Desa definitive Desi NA 
2. Tanggal 8 Januari 2018 dengan Kaur Keuangan definitive Deasy 

Febrianty 
3. Tanggal12 Januari 2018 dengan Kepala Desa Tamel Otol 
4. Tangal 5 Februari 2018 dengan Mashuri, Kasubid Anggaran I, 

DPKAD. 
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LAMPIRAN 1 

PANDUANWAWANCARA 

Penelitian Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa 

Di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

PENGANTAR/TUJUANWAWANCARA 

Kita menyadari bahwa meningkatnya transfer dana ke Desa yang 

diimplementasikan dalam bentuk Anggaran Dana Desa harus clliringi dengan 

keberhasilan sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang serta 

mengedepankan azas transparasi, partisipatif, akuntabel, efisien, efektif, 

berkeadilan dan berkelanjutan. 

Kami tertarik untuk mengetahui pandangan Bapakllbu mengenai 

masalah ini dan bagaimana masalah ini berlangsung di Desa Pasir Panjang, 

khususnya transfer Anggaran Dana Desa yang berbentuk Dana Desa dan 

Alokasi Dana Desa? 

Kami berharap Bapak/Ibu dapat meluangkan waktu 1mtuk 

mendiskusikan masalah ini. 

PENGANTAR/PERKENALAN 

Dapatkah Bapak/Ibu menerangkan nama dan sedikit keterangan tentang 

diri anda, alamat dan tempat tinggal, tugas dan jabatan dalam Pengelolaan 

Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang, sebagai perkenalan. 

WAWANCARMPENGALAMANPELAKSANAAN 

Dapatkah kita membicamkan tugas-tugas Bapak/ Ibu dalam Pebgelolaan 

Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang? 

WAWANCARM DESKRIPSI PENGELOLAAN ANGGARAN DANA 

DESA YANGADASAAT INI 
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Dapatkah Bapak/Ibu menceritakan pelaksanaan pengelolaan anggaran dana 

desa di Pasir Panjang khususnya transfer dana mengenai Dana Desa dan 

Anggaran Dana Desa? 

Bagaimana penilaian Bapakllbu, apakah Pengelolaan Anggaran Dana 

Desa khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah sesuai peraturan 

dan perundangan yang ada? 

Dapatkah Bapakllbu menerangkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa 

khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, pada proses : 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Penatausahaan 

d. Pelaporan 

e. Pertanggungjawaban 

Dapatkah Bapak/ Ibu menerangkan apakah Pengelolaan Anggaran Dana 

Desa di Desa Pasir Panjang khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 

dapat dilaksanakan secara ideal sesuai peraturan yang berlaln1? 

Menurut Bapakl lbu hal-hal apa yang menyebabkan kondisi Pengelolaan 

Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang ~eperti sekarang ini? 

Bagai!llana dalam proses Perencanaannya? 

Bagaimana dalam hal Pelaksanaannya? 

Bagaimana dalam hal Penataushaannya? 

Bagaimana dalam hal Pelaporannya? 

Bagaimana dalam hal Pertanggungjawaban? 

Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan apa saja Jenis-jenis penggunaan 

Anggaran Dana Des a, , Bentuk -bentuk Laporan, Metode Pelaporan serta 

monitoring dan evaluasi Anggaran Dana Desa khususnya Dana Desa dan 

Alokasi Dana Desa di Desa Pasir Panjang? 
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Bagaimana harapan Bapakl Ibu terkait dengan pelaksanaan Pengelolaan 

Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang khususnya Dana Desa dan 

Alokasi Dana Desa? 

Bagaimana cara Pengelolaan Anggaran Dana Desa yang baik mulai dari 

proses perencanaan hingga pertanggungjawaban serta monitoring dan 

evaluasinya menurut Bapak!Ibu? 

PENUTUP 

Kita sudah membicarakan tentang Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran 

Dana Desa di Desa Pasir Panjang khustmya Dana Desa dan Alokasi Dana 

Desa yang ada saat ini serta harapan Bapak!Ibu selaku pengelola Anggaran 

DanaDesa. 

Sebelum wawancara ini diakhiri. Mungkin Bapak/Ibu ada saran-saran 

terkait Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang 

khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa? 

Terimakasih atas informasi dan partisipasi Bapakl Ibu. 
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LAMPIRAN2 

DAFT AR NARASUMBER DAN PELAKSANAAN W AW ANCARA: 

1. Dorprawati Siburian, Warga Pasir Panjang, Peneliti Terdahulu dengan 
lokasi Desa Pasir Panjang. 
Wawancara hari Selasa, 16 Januari 2018,jam 09.47 WIB. (Record 6; 

8,6MB; 16/01/2018) 
2. Roheni, Sekretaris Desa Pasir Panjang sampai dengan tahun 2017 akhir 

Wawancara hari Selasa, 16 Januari 2018,jam 10.53 WIB (Record 7; 7,4 
MB; 16/01/2018) 

3. Subardiyanto, Kabid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda 
Kotawaringin Barat 
Wawancara hari Selasa, 16 Januari 2018,jam 15.50 WIB (Record 8; 
5,9MB; 16/01/2018) 

4. Afrizal Chen, Ketua RT V Desa Pasir panjang 
Wawancara hari Selasa, tanggal16 Januari 2018,jam 20.10 WIB (Record 

9; 24,4 MB; 16/01/2018) 
5. Sumari, Auditor Penyelia Inspektorat Kotawaringin Barat 

Wawancara hari Rabu, tanggal17 Januari 2018,jam 10.15 (Record); 
9,3MB: 17/0112018) 

6. Sumari Outoffrecord (Record 1, 6,4 MB,17/01/2018) 
7. Musahadah, Peneliti terdahulu di lokasi Desa Pasir Panjang 

Wawancarahari Rabu, tanggal17 Januari 2018,jam 10.40 WIB. (Record 
2, 9,6MB; 17/01/2018) 

8. Deasy Febrianti, Bendahara Desa Pasir Panjang 
Wawancara hari Rabu, tanggal17 Januari 2018, jam 11.31 WIB (Record 
3; 19,3MB; 17/01/2018) 

9. Asnodianto, TPK, Desa Pasir Panjang 
Wawancara hari Kamis, tanggal18 Januari 2018,jam 09.50 WIB (Record 
4; 10,6MB; 18/01/2018) 

10. Sudi Suharso, Wakil Ketua BPD Pasir Panjang 
Wawancarahari Kamis, tanggal18 Januari 2018,jam 10.17 WIB (Record 
5; 10,6MB; 18/01/2018) 

11. Sudiharto, Kabid Pembangunan dan Pemerintah Desa, DP:MD 
Kotawaringin Barat 
Wawancara hari Senin, tangga122 Januari 20i8,jam 15.29 WIB (Record 
6; 17,6MB; 22/01/2018) 

12. Zainuri, Tim TPK Desa Pasir Panjang 
Wawancara hari Selasa, tanggal23 Januari 2018,jam 8.46 WIB (Record 
7; 18,9MB; 23/01/2018) 

13. Uncum Ronda, BPD Pasir Panjang 
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Wawancara hari Selasa, tanggal23 Januari 2018,jam 9.05 WIB. (Record 
8; 8,4MB; 23/01/2018) 

14. Tamel Otol, Kepala Desa Pasir Panjang 
Wawancara hari Selasa, tanggal23 Januari 2018,jam 12.33 WIB (Record 
9; 18,5MB; 23/01/2018) 

15. Jayus, SH, Kasi PMD Kecamatan Arut Selatan 
Wawancarahari Rabu, tanggal24 Januari 2018,jam 8.35 WIB (Record 0; 
10,2MB; 24/01/2018) 

16. ROHENI Rabu24 Jan 2018 (Record 1, 31,6MB; 24/01/2018) 
17. Musti Ronda, tokoh masyarakat Pasir Panjang 

Wawancarahari Senin, tanggal29 Januari 2018,jam 9.34 WIB (Record 2; 
17,2MB; 29/01/2018) 

WAW ANCARA OUT OFF RECORD 

1. Tanggal8 Januari 2018 dengan Sekretaris Desa definitive Desi NA 
2. Tanggal8 Januari 2018 dengan Kaur Keuangan definitive Deasy 

Febrianty 
3. Tanggal12 Januari 2018 dengan Kepala Desa Tamel Otol 
4. Tanga15 Februari 2018 dengan Mashuri, Kasubid Anggaran I, 

DPKAD 
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Nomor 
Sifat 
Lamp iran 
Hal 

PEMERINTAH KABUPATEN KOTA\VARINGIN BAHAT 

SEJ(RETARIAT DAERAI-I 
Jalan Sutan Syahrir No. 2 Telepon (0532) 21126 

PANGI(ALAN BUN 74112 

91 0/,\ bLJ'2.N /DPKD/20 15 
Sangat Segen1 
1 (satu) berkas 
Perubahan Alokasi Dana Transfer 
kepada Pemerintahan Desa 
Tahun Anggaran 2015 

Pangkalan Bun, 6 Nopember 2015 

Kepada: 
Yth. Kepala Desu 

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kotawaringin Barat 
di-

Tcm pat 

Berdasaikan Pe~:aturan Daerah Nom or 7 Tahun 2015 ten tang Perubahan 

Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan 

Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan 

Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, bersama ini kami 

informasikan perubahan alokasi Dana I'ransfcr kepada Pcmerinlahan Desa Tahun 

Anggaran 2015 sebagai dasar penyusunan pcruiJ<ihan J\nggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari Alokasi Dana Desa 

(ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada 

Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir. 

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Tembusan disampaikmz kepada : 

1. Yth. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun (sebagai Iaporan) 

, .

1 

fl(JJ Yth. Kepala Badan PMD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangblan Bun 

/1 3. Yth. Kepala Bappeda Kab, Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun 

4. Yth. Inspektur Kab. Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun 

5. Yth. Camat dilingkungan \Pemerintah Kabupaten Kotwaringin Barat di Tempat 

;.,. 

•: I 
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LAMI'IRAN SURAT SEKRETAIUS DAERAU 1(1\13. KTW. BARAT 

NOMOR : 900/IG:{UV/DPKD/2015 

TANOGAL :6 Nupembcr '2015 

PEMERJNTAH KA.BUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
PERUBAHAN ALOKASI OANA TRANSFER UNTUK DESA 

TAHUN ANGGARAN 1015 

ALO.KAS DANA rRANSFER 

BAGI HAdlL 
BA.Gl HASlL 

JUMLAH BESARAN ALOKASI RETRJBUSI 
DANADESA ADD PAJAK DAERAH DAERAH 

1. 2 3 4 5 6 7 

1. Kecamatlln Arut Selatan 

1 Pasir Paniang 317.926.000,00 1.599.1301.400,00 284.429.500,00 I 12.082.000,00 2.314.238.900,00 

2 Kumpai Batu Ata•~ 310.157.000,00 732.914.500,00 35.661.200,00 I 4.052. 300,00 1.092.785.000,00 

3 Kumpai Batu Bawah 348.237.000,00 831.805.500,00 21.875.200,00 8.619.900,00 1.210.537.600,00 

4 Natai Rava 2~ 5.000.000,00 616.296.1l00,00 35.911.400,00 1•1. 150.800,00 941.359.000,00 

5 RanRda 277.162.000,00 601.093.100,00 23.967.000,00 9.444.100,00 911.666.200,00 

6 Kenambui 278.598.000,00 649.012.900,00 21.714.800,00 8.556.700,00 957.882.400,00 

7 Um~ang 296.851.000,00 - 977.798.100,00 - 22.910.600,00 9.027.900,00 1.306.587.600,00 

8 Taniun11. Putri 275.833.000,00 578.259.900,00 26.223.800,00 10.333.400,00 890.650. I 00,00 

9 Runtu 291.528.000,00 979.613.100,00 22.447:100,00 8.8•15.200,00 1.302.433.400,00 

10 Medang Sari 275.512.000,00 636.213.300.,00 37.429.800,00 14.749.200,00 963.904.300,00 

11 Natai Baru 278.205.000,00 616.652.800,00 27 f\92.200,00 IO.IJ75.600,00 932.625.600,(10 

12 Tanjung Terantang 30 I. 7 12.000,00 632.371.700,00 27.062.400,00 10.663.900,00 971.810.000,00 

13 Sulung 277.217.000,00 665.725.000,00 21.714.800,00 8.556.700,00 973.213.500,00 

Jumlah 3.B03.9aB.OOO,OO 10.117.558.1 oo,oo 608.439.800,00 ::139.757.700,00 14.769.693.600,00 

2. Kecamatan Kumal 
1 Sungai Tendang 296.852.000,00 742.320.800,00 26.481.000,00 10.434.800,00 1.076.088.600,00 

2 Batu Belaman 286.589.000,00 658.172.400,00 26.124.100,00 10.294.200,00 981.179.700,00 

3 Sungai Kapitan 336.987.000,00 1.303.449.100,00 201.569.300,00 79.428.300,00 1.921.433.700,00 

e----._ 4 Kubu 37!4.158.000,00 962.646.700,00 26.214.000,00 I 0.329.600,00 1.373.348.300,00 

< 5 Sungai Bakau 299.518.000,00 788.254.900,00 26.163.400,00 10.309.600,00 1.124.245.900,00 

6 TelukBogam 294.865.ooo_,oo 766.328.500,00 32.332.900,00 12.740.700,00 1.106.267.100,00 

7 Kerava 272.8•JO.OOO,OO 642.243.000,00 27.658.400,00 10.898.700,00 953.630.100,00 

8 Sabuai 282.545.000,00 671.065.400,00 27.264.000,00 10.743.300,00 991.617.700,00 

9 Teluk Pulai 276.154.000,00 811.522.100,00 23.389.200,00 9.216.500,00 1.120.281.800,00 

10 Sungai Cabang 29;5.930.000,00 907.743.600,00 25.733.000,00 10.140.000,00 1.239.546.600,00 

11 SunJtai Sekonver 274.117.000,00 981.953.200,00 25.970.600,00 10.233.700,00 1.292.274.500,00 

12 Sungai Bedaun 301.270.000,00 900.458.500,00 25.680.300,00 10.119.300,00 1.237.528.100,00 

13 Bumi Harjo 330.829.000,00 997.355,900,00 83.555.000,00 32.924.800,00 1.44•1.664.700,00 

14 PanK_kalan Satu 29;2.670.000,00 766.384.200,00 47.243.400,00 18.616.200,00 1.124.913.800,00 

15 Sebuai Timur 278.773.000,00 bl4.31f>.000,00 24.2'{0.100,00 9.563.600,00 926.922.700,00 

Jumlah 4.494;087.000,0U l2.5l4.:Zl4.300,00 ~~1!),648.700,00 255.993.300,00 17.9l:J.SI43.300,00 

3. Keo. Kotawarl.ngln La..·na 
I 

1 La!ang 275.177.000:00 ·- 591.610.900,00 22.720.900,00 8.953.100,00 898A61.900,00 

2 Rungun 28:;!.950.000,00 831.159.100,00 28.187.600,00 11.107.300,00 1.153.404.000,00 

3 KondanK_ 28~.789.000,00 660.261.500,00 22.983.00~~ 9.056.400,00 973.089.900,00 

4 Riam Durian 271'.736.000,00 712.343.400,00 37.644.300,00 14.833.700,00 1.042.557.400,00 

5 Dawak 277.552.000,00 672.282.100,00 38.364.300,00 15.117.400,00 1.003.315.800,00 

6 Sukajaya 279.173.000,00 631.996.500,00 37.235.700,00 14.672.700,00 1.013.077.900,00 

7 Kin iii 27fi.437.000,00 608.351.000,00 24.960.900,00 9.835.800.G.i 919.584.700,00 

' 8 Sa.'<abulin 275.764.000,00 655.470; 100,00 25.839.500,00 10.182.000,00 967.255.600,00 

9 Tempayum~ 21:12.0&8.000,00 687.458.200,00 25.458.900,00 10.032.000,00 1.005.017.100,00 ,----.. 10 Baboal Baboti 288.009.000,00 730.006.70!),00 21.832.000,00 8.602.900,00 1.048.450.600,00 

i 1 Sumber Mukti 281.705.000,00 693.595.500,00 43.468;000,00 17.128.500,00 1.035.897.000,00 

12 Suka Makmur 277,.290.000,00 620.946.600,0C 21.714.800,00 8.556.700,00 928.508.100,00 

13 Ipul:i. BanRUn Java 280.121.000,00 682.604.900,00 37.138.000,00 14.63'1.200,00 !.01"1."198.100,00 

14 Palih Baru 279.288.009,00 683.317. 1oo;oo 21.714.800,00 8.556.700,00 992.877.200,00 

15 SaRU Suka Mulva 283.910.000,00 645.093.200,00 21.730.000,00 8.562. 700,00 959.295.900,00 

.ium!ah 4.197.969. ooo,:tto lO.l56.497.400,00 430.99:1.700,00 l69.832.lOO,OO 14.955.291.200,00 

~-:· 

4. Kecamatan Arut Utara 
1 NangaMua 297.229.000,00 901.54.2.000,00 21.714.800,( 0 8.556.700,00 1.229.042.500,00 

2 Sukarami 282.838.000,00 737.054.000,00 22.403.600,00 8.828.100,00 1.051.123.700,00 

3 dan dis 281.730.000,00 807.1-'11.600,00 2--1.102.200,00 9.497.400,00 1.122.471.200,00 

4 Kerabu 278.970.000,00 732.788.200,00 21.714.800,00 8.556.700,00 1.042.029.700,00 

5 Sambi 285.922.000,00 773.614.400,00 22.384.100,00 8.820.400,00 1.090.740.900,00 

6 Penvombaan 278.697.000,00 840.816.900,00 24 .o-4.7oo,oo 9.486.600,00 1.153.075.200,00 

7··. Pandau 275.185.000,00 1?.16.096.500,00 21.71'\.BO<l,OO 8.556.700,00 1.121.553.000,00 

8 Riam 277.244.000,00 733.0 13.600,00 21.714.800,00 8.556.700,00 1.040.529.100,00 

9 Panahan 273.781.000,00 922.304.900,00 21.714.800,00 8.556.700,00 1.226,357.400,00 

10 Sungai Dau 282.410.000,00 643.955.600,00 21.714.800,00 8.556.700,00 956.637.100,00 

Jumlah !2.B:14.006.0DD,OO 7.908.3!27.700,00 ~!:13.!:153. 400,00 87.!)7:2.700,00 1.1,D33,55S).800,00 -
s. Kec. Pan!llr.alan Lada 

1 Pandu Sanjaya 307.535.000,00 1.137.302.100,00 68.420.000,00 21;, 960.800,00 1.540.217.900,00 

2 Pangkalan Ti11.a 289.292.000,00 790.883.500 PO 39.958.400,00 15.745.500,00 l.l35.879.400,00 

3 Lada Mandala Java 313.791.000,00 844.361.900,00 44.19o:wo,oo 17.413.100,00 1.219.756.100,00 

4 Malcarti Jaya 279.085.000,00 658.964.900,00 28.059.800,00 11.056.900,00 977.166.600,00 

5 Sumber Agung 295.333.000,00 906.617.100,00 69.215.400,00 27.274.300,00 1.298.439.800,00 

6 Purbasari 310.641.000,00 884.229.000,00 44.839.JOO,OO 17.668.800,00 1 . .257.377.900,00 

7 Sungai Ranltit Java 303.196.000,00 839.671.600,00 41.777.900,00,. 16.462.500,00 1.20 1.108.000,00 

8 Pangkalan Dewa 289.578.000,00 782.594.100,00 41.861.800,00 16.495.600,00 1.130,529.50Q,OO 

9 l<adipi Atas 279.805.000,00 623.243.400,00 21.714.800,00 8.55~.700,00 933.319.900,00 

10 Pangkalan Durin 292.076.000,00 727.825.400,00 38.904.600,00 15.330.300.00 1.074.136.300,00 

11 Sungai Melawen 301.979.000,00 79.&.169.400,00 4).745.100,00 16.449.600,0.0 1.156.343.100,00 

Jumlah 3.!l6!l.3ll.OOO,OO B.!iH/l.B6::J.4oo.oo 48{}. 687. ooo. ()() llii9 • .fJ4,JOO,OO . lll.P!l,f.:l74.50Dr00 
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Kec. Pangkalan Banteng 

1 Pangke.lan Banten~ 
2 Karang_ Muly_a 
3 KebunAgung 
4 Sidomulvo 
s Marj:~a Mulya 
6 Amin Jaya 
7 ArgaMuly_a 
8 MulvaJadJ 
9 NataL Kerbau 
10 Slmoanll Berambal 
11 Sunllal HI! au 
12 Sungal Bengkuang 
13 Sumza.i Kuning 
14 Sun~~:a.i Pakit 
15 Sungai Pulau 
16 Karang Sari 
17 Berambai Makmur 

Jumlah 

Keterangan : 

BE BARAN 
DANA DESA 

3 

'279.679.000,00 

297.933.000,00 

283.547.000,00 

281.477.000,00 
275.686.000,00 
308.698.000,00 
285.828.000,00 
283,173.000,00 
285.023.000,00 
282.183.000,00 
292.176.000,00 
286.894.000,00 
293.216.000,00 
294.611.000,00 
277.836.000,00 

276.717.000,00 
278.557.000,00 

4.865,434.000,00 

23,437.745.000,00 

ALOKASI DAl'IA TRANSF.I!:R 

ALOKASl 
ADD 

4 

1.113.666.900,00 

865.545. 7QO,OO 

680.643.400,00 

712.947.800,00 
668.478.200,00 
891.196.800,00 

799.179.200,00 
685.713.200,00 
700.874.500,00 
715.118.500,00 
726.480,400,00 
799.581.800,00 

631.712.800,00 
779.580.600,00 
642.962.100,00 

627.207.900,00 

621.421.800,00 
J:J.662.331.600,00 

6:l,350. 791.500,00 

DAOlllASlL 
I?AJAK DAERAH 

5 

'29.758.'100,00 

52.225.800,00 

42.573.000,00 
34.786.300,00 
32.719.900,00 
25.273.500,00 

34.707.700,00 
34.917.900,00 

36.623.300,00 
37.835.400,00 
33.985.500,00 
26.661.900,00 

- 21.714.600,00 
27.550.600,00 

21.714.800,00 

21.714.800,00 
21.714.600,00 

538.478.400,00 

2.931.500.000,00 

• Kolom 3 merupakan dana desa yang bersumller dari APBN 

DAGI IIASIL 
IillTIUDUBI 

DAERAH 
6 

1l.7'26.300 ,00 

20.579.500,00 

16.775.900,00 

13.707.500,00 
12.!193.200,00 
9.959.000,00 

13.676.500,00 

13.759.300,00 
14,431.400,0() 

14.909.000,00 
13.39 I .900,00 
11.294.200,00 

8.556.700,00 
I 0.856.300,00 

6.556.700,00 

6.556.700,00 

8.556. 700,00 
21:l.l86.800,00 

1.155.156. 700,00 

JUMLAH 

7 

l.434 .830 .600,00 

1.236.284.000,00 

1.023.539.300,00 

1.042.918.6_00,00 
989.777.300,00 

1.235.127.300,00 

1.133.391.400,00 
1.017.563.400,00 

1.036.952.200,00 
1.050.045.900,00 
1.066.033.800,00 
1.126.431.900,00 

955.200.300,00 
1.112.798.500,00 

951.069.600,00 

936.196.400,00 

930.250.300,00 
18.278.430.800,00 

89.R75.193.200,00 
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Nomor 
Lampi ran 
Hal 

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
SEI(RETARIAT DAERAH 

Jalan Sutan Syahrir Ne:. 2 Telepon (0532) 21126 
PANGKALii..N BUN 74112 

900/12..3/ /V /DPKD/20 16 
1 ( satu) Berkas 
lnformasi Perubahan 
Alokasi Dana Transfer 
Masing-masing Desa Se­
Kabupaten Kotawaringin 
BaratTA. 2016 

Yth. 

Pangkalan Bun, 6 Oktober 2016 

Kepada: 

····················································· 
Di-

TEMP AT 

Berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat atas Perubahan APBD TA. 2016, maka 

bersama ini kami sampaikan informasi perubahan alokasi Dana Transfer untuk 

masing-masing Desa sebagai dasar dalam menyusun Rancangan Peraturan 

Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 201 6 sebagai mana terlampir. 

Penyaluran dana transfer kepada Pemerintah De sa 

mengacu/memperhatikan. realisasi penerimaan pendapat~n sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nornor 2 Tahun 2015 tentang 

Pelaksanaan dan Pertanggungj~waban Anggaran Transfer ke Desa, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 

Nomor 23 Tahun 20I6 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 20 I 5 ten tang Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Desa 

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

~=~''T~ RET ARIS DAERAH ·: 
~~1TP~~~OTA \VARIN GIN BARA T 

Tembusan disampaikan kepada Yth.: 
, 1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan) 

?(i) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa K.ab. Kotawaringin Barat 
/ '3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat 

4. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat 
5. Camat se- Kabupaten Kotawaringin Barat 

43189.pdf
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LAMPIRAll 

NOMOR 

TAllGGAI. 

I z.?A 
'900/ /V/DPKD/2016 

b Oktober 2016 

PEMERINTAH KADUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
INFORMASI PERUBAHAN ALOKASI DANA TRANSFER UNTUK MASING-MASING DESA 

TAHUN ANGGARAN 2016 
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Keterangan : 
Kolom 3 merupakan dana desayang bersumber dari APBN 
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Nom or 
Lamp iran 
Hal 

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

SEKRETARIAT DA.ERAH 
J alan Sutan Syahrir No. 2 Telepon (0532) 21126 

PANGKALAN BUN 74112 

900/ \725/V /DPK.D/20 16 
1 ( satu) Berkas 
Informasi Alokasi Dana 
Transfer Kepada. Pemerintah 
Desa TA. 2017 

Pangkalan Bun, ~ 1 Desember 2016 

Kepada: 

Yth. .~f.~~P.r .. }~f.':~ ... f:f.~~.~L~ tJAC7Atv 
~0~ ... ~~~ .... ~~.: .. ~~1~~!.\~!~~~N \I?A(lA \ 
Di-

TEMP AT 

Menindaklanjuti ketentuan Pasn I 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bersama ini disampaikan informasi 

Alokasi Dana Transfer untuk masing-masing Desa s.e-Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir. 

· Sela11iutnya agar Saudara menggunakan alokasi dimaksud sebagai dasar 

dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Tahtm Anggaran 2017. 

Disampaikan juga bahwa dalam pengalokasian Dana Desa yang 

bersumber dari APBN agar memedomani prioritas penggunaan Dana; Desa 

Tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. 

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Tembusan. disampaikan kepada Yth.: 
1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai lapqran) ,! 
~ Kepala B_adan Pemberday~n Masyarak~t ~an Desa Kab. Kotawari11~in Barat 

/" ~-· .Kepala :SAPPED A Kabupaten Kotawanngm Barat ; 
· 4·. Inspektui Kabupaten Kotawaringin Barat . · :~ 

5. Camat se - Kabupaten Kotawaringin B'arat . ;:i ... 
!! .. , 

:r 
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LAMPIRAN SVRAT SEKRETARIS DAERAH 
NOMOR : 900/1727 /V/DPKD/2016 
TANGGAL : .tL \ Desember 2016 

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
A,LOKASI DANA TRANSFER UNTUK MASING-MASING DESA 

TAHUN ANGGARAN 2017 

~~~~ ~~~ 

·. 'if: 
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Keterangan : 
" Kolom 3 ~erupakan dana desa yang bersumber dari APBN 

.. 
.. 

,, ·., ... .'·' ·.;· 
'(' .. 

/ :·- .~·:.:. 

·· .. ': :·• .:.· :...:-:·::·.··· 
\ .. ::·, ... .:;. ...•..... 
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~· . "(I PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
KECAMATAN ARUT SELATAN 

DESA PASIR PANJANG 
Alamat : Jalan Swadaya Rt 02 Pasir Panjang 74117 

Pan~talan Bun kalimantan Ten~ 

Menimbang 

Mengfugat 

I. 

!Q!:PUTU$AN OPJ\LA DESJ\ PASIR P.AlfJAlfG 
ltECAl~TAN AAUT SELATA,N 

KA.lJUPATEN KOTAWARINGIN BA)U.T 

NOMOR! 900 J· . /KPTS/DPP/1 /2016: 

a. 

TENTANG 

PENGGUNA ANGG.AltA,N 
DE$A PA$1R P~JANG TAHUN 2016 

KEPA:LA DESA PASIR PA,NJA,NG, 

Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan 
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Desa dipandang perlu 
untuk menunjuk penanggungjawab Pengguna Anggaran ; 

b. Bah.Wa nama yl=ing t~rsebut dalam lampirart Keputusan ini 
dipandang ca.kap . dan mampu untuk diangkat sebagai 
penanggungjawan Pengguna Anggaran; 

1.. Undang.. - ll,Ildang_ Namor 32 t.ahun ·· 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lemba,ra,n Nega,ra RI tahun 
2004,Tambahan Lembaran . Neg~a .RI Nomor 
443-7-}sebagaimaJ'}a- telah diuba,h terakhir dengan Undang­
undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan ~edua 
atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2008 Nomor 
59 ,Tambahan Lembaran Nega,ra RI"NOmor 48'44; 

2. Undang- ~1dang Non1or 22 tahun 1999 ten tang Pemerintah 
Daerah; 

3~~ Undang, -- \lll.rlapg namm: 2.8 talu.m- 20.09. tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daera;h (lembaran Nega,ra Republik 
Indonesia tahun 2009 nomor 130 Tambahap. Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 5049 

3. Undang- undang Nor.aor 6 tahun 2014 tentang Desa; 

4.· Perattiran Daerah Kabt.tpaten Kotawarirtgin Barat nomor 3-
tahun 2007 tentang penyusunan Organis,asi dap. Tata Kerja 
Pemerintah Desa; 

,, < 
..... 

::; '·; ~~ 

'_,, ,• 

~~i .; • -c:• 
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Menetapkan 

kesatu 

kedua 

Ketiga 

Keempat 

Kelima 

,' ,, 

l{EPUTUSAN KEPALA DESA PASIR PANJANG KECAMATAN 
ARUT SELATAN TENTANG PEl\TGGUNA ANGGRAN DESA 
PASIR PANJANG 

Menunjuk: yang namanya sebagaimana tersebut·· dalam 
lampiran keputusan ini yang merupa,kan bagian tak 
terpisahkan dari Keputusan ini sebagaj Pengguna Angga,ran 
Desa Pasir Panjang · 

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud 
diktum kedua dalam kepu.tusan m1 adalah 
bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlakl.J., 
dan dibelika.,n honorarium sesuai dengan kemampuan 
keuangan desa. 

Segala biaya yang timbul a.ltibat dikeluarkannya keputusan 
ini dibebmkan pada Angga,ran Pendapatan dan Belanja 
Desa Pasir Panjang. 

Keputusan ini perlaku seja,k tanggal ditetapkan dan apabila 
~rd,apat kekeliruan da1am penetapa.nn.ya .ak.an d,iperbalki 
seperlunya. 

.. \''' 

'.·· 

r t 
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LAMPIRA,N QPUTUSA,N ~PALA DESA· PASIR-PA,NJANG 
NOMOR : 900/ /'KYrS/DPP /1/2016 
TANGGAL JantJari 2016 
TENTANG : PENGGUNA .AJ{GG~ DESA PASIR P.A,NJAJfG 

NO NAMA JABATAN JABATAN :VALAl\.1 K.ET 
J'>ALAl\1 DINAS PENGELOLAKEOCUANGAN 

1. T AMEL.O.,S.IP KepalaDesa Pengguna Anggaran 
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K.EPUTUSA:N K,EPA,LA DESA PASIR P~JA.NG 
KABUPATEN KOTAWA,R,INGIN BA;RAT 

NOMOR: :Z3 TAliUN 2017 

TEN TANG 

. ..._ _ _,., , _ _, __ ;~; -~-- \ .: '! .I .. 1.. 

PE~SA,l'lA TEK;NIS PENGELOLA I(EUANGA,N DE~ PASm PA;NJ~G 
(PTPIQ>) TAHUN AWGGARAN 2017 

Menimbang 

Mengingat 

a. 

KEPA.LA l;)ESA PASIR P,AJiJANG, 

bahwa dala:m rangka meningk.at,kan akuntabUitas, 
efektifitas, dan efisiensi, proses pengelolaan keuangan desa 
tahun anggaran 2017, di pandang perlu mengangkat 
pelaksana teknis pengelola keuangun desa (PTPKD), Desa 
Pasir Panjang Kecamatau Arut Selatan; 

b. bahwa yang namannya tercantum dila.m.piran keputusan ini 
dianggap rnampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk 
sebagai pelaksana teknis pengelola ke.uangan desa (PrPKD) 
tahun anggaran 2017, Desa Pasir Panjang; 

c. bahwa untuk m.aksud sebagaimana b:uruf a dan b tersebut 
di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa 
selaku pengguna a,nggaran Desa Pasir Panjang Kecamatan 
Arut Selatari; 

1. Undang - undang nonior 27 tahun 1959 tentang 
Pembent~a.n Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

2. Undang -- undang nom.or 12 tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang undangan {Lembaran 
Negara Republik Indonesia . Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234}; 

3. Undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495}; 

4. Peratu:ran pemerintah nomor 43 tahun 2014 ten tang 
peraturan pelaksanaan undap.g ,..... un.dang nomor 6 tahun 
2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norr10r 5539); 

5. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 20l4 tenta,ng dana 
desa yang bersum.ber dari a.nggaran penQ.apat~ dan 
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Menetapkan 

kesatu 

6. 

belanja negara (~mbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tcunba}lan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor ~558); 

Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang 
perq.bahan atas peraturan. pe1ne:rintah nomor 60 tahun 
2014 tent:ang dana · desa yang bersumber dari angg~an 
pendapatan da,n belQl".lja nega,ra (J..ernba,ran Nega,ra Republil~ 
Indonesia.Tahun 2015 Nomor 123, Tamb$an Lembaran 
Nega,ra Republik Indonesia Nomor 5694); 

7. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentap.g 
perubahan atas peraturan pe1nerintah nomor 43 tahun 
20 14 ten tang peraturan pelaksana:"Ul undang - undang 
nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembarru."l. Negara Republil~ Indo:n~sie. Nomor 5717); 

8. 

9. 

10. 

Peraturan menteri dala,m negeri Repub~ Indonesia nomor 
Ill tahun 2014 tentang pedoman tekn.is peraturan desa, 
berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014; · 

Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 
113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, berita 
Negara Rep1,1blik Indonesia Tahun 2014; 

Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 
114 ·tahun 2014 tentang pengelolaan keua,ngan. desa, berita 
Nega,ra Republil~ Indonesia Tahun 2014; 

11. Peraturan Menteri desa, pembanbrunan daerah tertinggal 
dan transmigrasi nomor 1 tahun 2015 ten tang pedoman 
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 
lokal berskala desa; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 
tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan Q.an Bela,ilja Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15. 
tahun 1999 tentang sumber pendapatan dan kekayaan 
De sa; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 20 
ta;hun 1999 tentang pedoman penyusunan Peraturan Desa; 

15. Peraturan Desa Pasir Panjang nomor 2 tahun 2017 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja. Desa. Ta.llun Anggaran 
2017; 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR PANJANG KABUPATEN 
KOTAWAP.INGIN BARAT TENTANG PEJ.AKSANA TEKNIS 
PENGELOIA KEUANGAN DESA 'PARt}~ ANGGARAN 2017 

.. ',,. 
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Kedua 

Ke~ga 

· Keempat 

Kelima 

M.enunjuk dan menugaska,n pelaksa.na teknis pengelola 
keuangan desa (PI'PKD) tahun anggara,n 2017, 
sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. 

Pejabat sebagahnana tersebut pada diktum kedua maka 
yang bersangkutru1. harus melaksanakan kewajiba,nnya 
sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melakukan ~ordinasi 
denga,n pihak terkait. 

Segala biaya ya;ng timbul akibat dikeluarka,n.nya kep1;1tusan 
ini dibeb~ kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja. 
Desa Pasir Panjang. · 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 
31 Desember 2017 ditetapkan dan 
kekeJi.ruan clalam penetapannya 
seperlunya. 

-. '' . \.:. .. :~ 

Januari 2017 s/d 
a.pa.bila. terdapat 

a,kan diperbaiki 
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c: 

I. 

/"'' 
\ 

'. 
I. 
I. 

'I 

· Lampiran Kep\ltusan Kepala Desa Pasir Panjang 
Nomor ~ Tahun 2017 
Tanggal 09 Januari 2017 
Tentang Pelaksana Telmis Pengelola Keuangan Oesa (PTPK.D) 

Tah 2017 unAnggaran 

Jabatan dalam 
Jabatan Dalam No Nama Pemerintah 

Tim Keterangan 
Des a 

-
Ditetapkan · sejak 

Sekretaris Koordinator tanggal 01 1. Roheni 
De sa PTPKD Januarl2017 s/d 

31 Desember 
2017 

2. Deasy Febrianti, SE. Bendahara Sekretaris 
Par Des a PTPKD 

KaurUmum 
3. Islam.udin dan 

Perencanaan 
Anggota PTPKD 

Ditetapkan di Pa;ngkalan Bun 
Pada a1 9 anuari 2017 
KEP ES PASIR PANJANG, 

~-
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NOMOR·:-

:: :FEJ\'T.JriLTOITAN/PENGANGKATAN; ~EJABAT PELAKSANA TEK.NIS KEGIATA.l\l 
.! I!iGKUP DESA PASIR PANJANG.KEcA:f4AT~;A;RUi\"SEUT .. KABUPATEN 

~;~OTAWfoRINGiN B~fi.A;£:~.-li~9-l'C.~Am.~~h-'KAN.=-Z(lLS ' . 
-KEPALA-DESA~PASIR:PANJANG~ 

. ,. 'l e.nimbang 
• J•' ; ••••• ·- •• 

· lvlengingat 

' 
: ! 
I j ·, • 

a. Da1am rang¥:a::; efektifita:s: dim: efisiensi pelmq;anaan dan 
.. l . '··· . . ., . . . . . 

proses p~ng?:cl.~-~~Y:B.~rat-IgbJ.~~}i:pg~p-- De~a".PaSir.. · Panjang 
Tahun AnggdratV20-~$;Hjj:)_~~@g~perfti mengangH:at pejaf>at 
pelaksana itekrii-S :Kegiatah\')ingt{up~ Desa Pasir Parijang 
Vc...,.~......,...~~ra""t"'\ ;-.;a~;.f-:::C:!-~1~~--;~tf~~~-~~.f...:i~ "Ur-t.+ran?,..._......;.n-......;...., ·'1:!"'-r,...f-• 
..a.>o-VV~I-,_S+,..~,.L · . .£ .a..A.~,... ~y~~~.,t.··:,~o-~~~~~$o:tfY.~~ ~~Y,..~Y.W ~ -~--~~1f:,~l-·.,l. ~~ s-1-!o-) 

b. Bahwa YanK. nanianya tercantum. dalam lampiran 
keputusan ! ini- .: dianggap. in.ampu. dan- memenuhi .syarat 
untuk dian~at~:. dan;. .. ditunj~: sebagai: peJaoat pe.LaKsana 
teknis kegiati:m'Jingkup ;Desa Pasir .Panjang; 

c. Bah~ ·1-l_I;l~*-~*-d.::'.st:ib~ huruf a dan b terse but 
d1 atas,pe~lu · ditetap~"1. 
Anggaran; ~ · 

1. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 
lloPr•..>h• ..._.. ......................... , 

2. Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; 
3. Pcratura...J. Pemerintah Republik Indonesia nomor 43~ tahun 

20 14 ten.t.ang peratumn.;,peJa¥sanaan.; UU n.a. 6.: ter.:.tang Des a 
<'l Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007 

ten tang pedoman:penataan I:.embaga Kema~arakatan; 
'-....... D+'-T"•..>·I•lr•..>n rl·->~nr..>'l-. K·~blUTY.at.>-!i. •I{ota .. ,~...:C-ncvi-n ·B;,_,ror->·1 ..-\c'\T-n<·n· ':'. .. -· .......... -- ... --· ... --- ........... ..... a. I:' .. -... - --· ~ .......... b....... ........ ... _ ............................ , ... , 

tahun 2007 itentang penyusunan Organisasi d$:Tata Kerja 
Pemerintaha,lr;f.tiesa ; · . . . : 

6. Peraturan dab~Ml Kabupaten Kotawaririgin Barat nomor 7 
tahun 2007 tepta:rJ.g Peang~atDesa; 

1 I . 

;·.· .. 

-:::. ·<.' . ·· ... 
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Menetaplcan 
i\.c::;alu: 

ol,•!' I • • • • o• ·- u 

Kedua 

I.'. 

1'\ 

Keempat 

i. 

'( 

~: 

., 

~~:. 

·(. 

7. Per a turan Bupati Kotawaringin Barat no. 2 tahun 20 15 
fp.rJf,...lniT r.P.lblrQOT"J.O';:)'J""'l do . · rf- • h 
:-'"''·lo.·.·----lo. .. o 1 ... - ... :-..... ~-.a,:.a.'"""~"' --...."'1; .pe ..... ~~gg'Jng J?.\~'a . ..,a....YJ. ... il..nggars.n 
· I'ranskr ke Oesa - -

8. Per a turan De sa Pasir Panjang no. 1 tahun 20 15 ten tang 
.. 1\ngg:.-~ran Pendanat~"'l·d~TJ. ·Belaria n.a:~Q~ ... 

.. ... ....... .A-I ...... ....,'-"' 

1\-i EMU T US KA N 

Kr.::puLu::;au : Pengguna Anggaran Lenlang 
Penunjukan/PenganglGitan Pej~bat Pdaksana Teknis Kegiatan 
lingkL!p. DeRa Pasif. Parij~Tig··r.&..liUn:~:_:1lliSS~?n-·:zo l.5~ . 

. ! ! . . . . ·' .·. 
MenunjukfMengangkat pejabat,pelal{:~a.Iia teknis kegiatan Desa 
P<o>c;.,- 0-::~.,-,;-::~.,-,.,. u ... ,.,!:.ma· ..,..,......, . A:r...t-· Q'.£.1-oi.i.i~: '!'r~hn-.-. ~ ..... ,...f.,tir-:~.,-, 001 ~ 
.... "-"'loJ.A.A .... "-'L&.I. .. f'-""" ... b ...... _ ....... ~ ..... ~ .......... .- ..... ~~~~ ... _ .... -!' ........... - ...... .6~.&.00 ....................... ~- ........... 

scbagaimana tercantum dalam.pada'laznpitan keputu~an ini. 
Pejabat seb~gairn~~- ter.ieb1lt-:..i:,:~9f:l~;-:.diktum- kesatu dalarn 

• • • 0 ~ : •• • • • •• • ; : • • ........... ~ .... ~.;:~~~ ..... :-.· •• -(:'·~ •• -·:..: .. • • 

metaKsanaKan. Lugas..:: aan._:·~~w:ao .. supa,_va .. mel.a.KUKan.. 
koordinasi denganpihak terka.it: ·: :-;i-- · . 

I ; . ! .. ~·. i 

~~"'-' t.,_. "h1"'-'"""' u<->., ... +im"hul ~-'-ib~+-·;:d' .· :i·1-.e·lu· :;~ .. :1,..,..,.,,.."'" ·lr-pu+.. .,..,.,_..,.... .;.,; _, ..... o............. -~~. ....... J ....... J ............... b 1 ...... - ;::.r..... .....~_.,.h.-~~~ ... ~ ........................... J ........ ...... _ ~ ..... _..._.._ ................. .&. 

dibebankan pada ~i,lggarart Perid.ap~~ dan Bel~ja- Desa Pasir 
Pnnjang. 

., .. · 

Keputusan ini betiaku' f-.a..-~~~~··. :~e~\~!:.::~::~~~J'!~ dan apabila 
di1;:emt.ldiun hu....--ri """" ..... -U ..... .t-'c,..t..... . ... ~ .a.a..-....I.ll·w~... . .... I.A.-I.~........ ··penetc.pn.n 
kcputusan ini akari diperbaiki sebagrumana mesililya. · 

/ 

Dite~_pkan di Pangkalan Bun 
-rv:>Ar.. +.;.~·i--..-r-:>1 29" l\.6;,;,.-,si- ·001 ~ 
·_tJ ...... ~~ ·AA.&..~..a.Ot:>........ ...;~ ............ -· .... _""-~""-' J.. '-' 

. . 

,I ,, 
l• 

'i 

! 
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;! 

U\.MPIR!I.N : KEPUTUSAN PENGGUNA ·ANCGARAN'·DESA PASIR PANJANG 

NOMOI.: :148/ \'1-, /DPPj.I1Ij.2(j1.S_ ..... :>~:~ __ 
TEJYifANG : PENUNJUKAN/PEI'fG~}1~TA.!~E2~~-T·:.~ELMSANA: TEKNJ~ 
KEGIATAN LlNGKUP DESA. PASIRiiPANJANGTAHUNtANGGARAN 2015 

. I . . . . --~ · .. : ··::··· . 

t_J '-1-_· • _j_J_A !_~!::f_l_-:_r ______ , ____ ---iLA.-=-·-=-N-=-y G=-=G=-0=-=T::-A.::-. ____ 4f-:W;;;-aki~_ · -::·r;-· :;;-N.-;;1-::-a-:s:=-:y:=ar-=:ak-;::a::-:t;:----l 
O?_· ___ i_Iv:nc;)(L~R___ __________ ANGGOTA Wakil Masyarakat ____ _j 

. ; ·:; '. 

• .. ... 
' ~~ I . • 
;..._: -· 

I ., 
;' 'I 
, I 

I 
. I 

i 

KEPALADESA~PASIR·PANJANG· 

. _,·. 

i ... ·:., ··,;;, 
. ·. ...... ~ .· 
. "" .. -·~.-· 

< >; .::~~~;~~t!~rr~:?_:::~;: -_ 
... 1::-:-.:,~~-;·_;: '• '; . 

.. . );~~~~~~~' 
.. , •,, ... ·. :"; 
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• 
Menimbang 

Mengingat 

I; 

I. 

•· ! 

KEPALA DESA PASIR PANJANG 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

KEPUTUSAl'f KEPALA DESA PASIR PANJANG 
NOMOR 07 TABUN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA 

KEPALA DESA PASIR PARJ.AlfG, 

a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang telah disusun 
dalam Rencana Keija Pemerintah Desa (RKP Desa) dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa ) tahun 
2016 perlu di dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pasir 
Panjang Kecamatan Arut Selatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a,perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa: 
Pasir Panjang tentang Penetapan Tim Pel~sana Kegiatan 
De~ Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan tahun 2016. 

1. Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik 
Jn.flpn~frifl tahun 2Qll Nqm.pr a2 Tamb@~ ~ml>m-$.1. 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

43189.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



•• 

3. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( 
Lembaran Nega.ra Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
B~l~jtl Neg~tl (~mb~~ Neg~Q. Repyplik Ind.Qne~~ umun 
2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2015 nomor 88, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2015 nomoi- 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuanga.a~ Desa, 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, 
Berita Ne~ara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093; 
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Menetapkan 
KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Halt Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa; 

MEMUTUSKAH : 

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA PASIR 
PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN TAHUN 2016 

Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pasir Panjang sebagaimana 
dimaksud diktum KESATU dengan susunan keanggotaan 
sebagainuma te:rcantum dalam I..ampiran Keptitumm mi dan 
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 
Keputusan ini 

Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pasir Panjang sebagaimana 
dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun Rencana keija, rencana pelaksanaan Kegiatan dan 
Rencana Anggaran · Biaya (RAB) yang menjadi tanggung 
jawabnya 

b. Melaksanakan. kegiatan dan atau bersama Lembaga 
Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa 

c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas 
beban anggaran belanja kegiatan 

d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatai"l 
e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada 

KepalaDesa 
f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pela.ksanaan kegiatan -- - -

K~P.~d~ Aflggq~ Tim mb~rOOID m§~ntif ~~Y- b9n9r§rl.Y.m. §~~~!il 
melaksanakan tugasnya dan biaya adm.inistrasi proses 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan 
kegiatan yang besarnya ditentukan paling banyak 3 % ( tiga 
perseratus ) d.ihitung berdasarkan nilai pa.gu anggaran kegiatan 
sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Pasir Panjang Tahun Anggaran 2016 

, ; : 
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KELIMA 

KEEN AM 

! ' 

• 

I' 

Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada 
Kepala Desa Pasir Panjang. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal d.itetapkan untuk 
Tahun Anggaran 2016 , dengan ketentuan apabila d.ikemud.ian 
hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Pasir Panjang 

Januari 2016 

... : 

• l : ' ' ~ 

. :~.··; 
,, :' ·,, 7 . . . 
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I, 

'' 

Lampiran 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

No 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

: Keputusan Kepala Desa Pasir Panjang 
: o7 TA\\UlV 'Z.O\b 

Januari 2016 
: .Penetapan Tim Pe1aksana Kegiatan Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan 
Tahun2016 

SUSUII.Alt TIM PELAKBANA KEGIAT.Alt 
DESA PASIR PAHJAKG KECAIIATAlf ARUT SELATAB 

T.AHUN 2016 

Nama Lengkap Jabatan Keterangan 

2 3 7 

YuyunM. Ketua 

AiltxlliiiUo se~aebilis 

Jainuri Anggota 

Ngatijah Anggota 

MiclderStely Anggota 

Ditetapkan di Pasir Panjang 
Pada tanggal Januari 2016 

KEP 

O,S.IP 
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( 

KEPALA DESA PASIR PANJANG 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR PANJANG 
NOMOR~3TAHUN 2017 

TENTANG 

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA PASIR PANJANG 
KECAMATAN ARUT SELATAN TAHUN 2017 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA PASIR PANJANG, 

a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang telah disusun 
dalam Rencana Keija Pemerintah Desa (RKP Desa) dan · 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa ) tahun 
2017 perlu di dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pasir 
Panj ang Kecamatan Aru t Selatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a,perlu menet~pkan Keputusan Kepala Desa 
Pasir Panjang tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan 
Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan tahun 2017. 

L Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang 
· Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820) ; 

2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2011 Nomor 82 . Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
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/ 

( 

(_ 

3. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara .. Republik Indonesia Nomor 
5495); . 

· 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tr.hun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2015 nomor 88, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

7. Peraturan Pemtrintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
111 Tahun 2014 ten~.ang Pedoman Teknis Peratura.tJ. Desa, 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 ; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
114 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan Desa, 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093; 

.. ;, I. •·. . , : / . ~ :.~ ' 

•
t :~. :.1' 'J' :-.':· I I • . :_ :~ : .: : . 

Y ·' ·c.f~.-.: : ·D· , 
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Menetapkan 
KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nom or 1 Tahun 2015 ten tang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa; 

MEMUTUSKAN : 

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA PASIR 
PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN TAHUN 2017 

Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pasir Panjang sebagaimana 
dimaksud diktum KESATU dengan susunan keanggotaan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan 
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 
Keputusan ini 

Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pasir Panjang sebagaimana 
dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun Rencana ke:rja, rencana pelaksanaan Kegiatan dan 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menjadi tanggung 
jawabnya 

b. Melaksanakan kegiatan dan atau bersama ·. Lembaga 
Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa 

c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas 
beban anggaran belanja kegiatan 

d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan 
e. Melaporkan perkembangan pelak.sanaan kegiatan kepada 

Kepala Desa 
f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan 

Kepada Anggota Tim diberikan insentif atau honorarium selama 
melaksanakan tugasnya dan biaya administrasi proses 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan 
kegiatan yang besarnya ditentukan paling banyak 3 o/o ( tiga 
perseratus) dihitung berdasarkan nilai pagu anggaran kegiatan 
sebagaimana tercantum dalam- Anggaran Pendapatan dan 
Belanja De sa Pasir Panjang Tahun Anggaran 2017 

' . ';~ '·, 
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KELIMA 

KEEN AM 

( 

:. 

Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada 
Kepala Desa Pasir Panjang. 

Keputusan ini mula). berlakU sejak tanggal ditetapkan untuk 
Tahun Anggaran 2016 , dengan ketentuan apabila dikemudian 
hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Pasir Panjang 

: ? Januari 2017 

' 

43189.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



' , . 
. / 

/ 
/ 

~·· 
·~ 

I 

Lampiran · 
Nom or 
Tanggal 
Ten tang 

No 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

: Keputusan Kepala Desa Pasir Panjang 
: Z ~ IA\\v tv ~o\ 7 
: ~ 'Januari 2017 

: Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan 
Tahun 2017 

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN 
DESA PASIR PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN 

TAHUN 2017 

Nama Lengkap 

2 

YuyunM. 

Anodianto 

Jain uri 

Ngatijah 

Mickler Stely 

d1atan 

3 

Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

Anggota 

Anggota. 

,~ 

Keteru• , 

i 

-

-

njang 
ci 2017 

'ANJANG, 
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KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR PANJANG 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR : 46. 1 TAHUN 2017 

TEN TANG 

PEMBERHENTIAN DAN ·PENETAPAN 
TIM PENGELOLA KEGIATAN ( TPK) DESA PASIR PANJANG 

KECAMATAN ARUT SELATAN TAHUN 2017 

KEPALA DESA PASIR PANJANG, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakar.. kegiatan yang telah disusun 
dalam rencana ketja pemerintah desa ( RKP Desa) dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) 
dipandang perlu menetapkan tim pengelola kegiatan {TPK) 
Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan ; 

Mengingat 

b. bahwa yang namannya tercantum dilampiran keputusan ini 
dianggap marP' ; dan memenuhi syarat untuk ditunjuk 
scbagai tim I·· · :dola kegiatan (TPK) Desa Pasir Panjang 
Kecamatan Ar·. ~elatan Tahun 2017; 

c. bahwa untuk 11, , ksud sebagaimana huruf a dan b tersebut 

1. 

di atas, perh 1 ·.; etapkan dengan Keputusan Kepala Desa 
Selaku Penggt.1; . .._ nggaran Desa Pasir Panjang Kecamatan 
Arut Se1atan; 

U ndang - unda 1 • 

(Lembaran Negaru 
Tambahan Lemb<.ll 
5495); 

'>Jomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
publik: Indonesia tahun 2014 nomor 7, 
1 Negara Republik Indonesia nomor 

2. Undang - undang N u', 1 or 12 tahun 201 J. ten tang 
Pembentut.m Peraturan 1··: 11ndang Undangan (Lembaran 
N egara V publik Indonesia T,, ·. m 2011 Nomor 5234); 

3. Undn • Undang Nomor 
Peml '· . 11 ukan Daerah Tingk~.~. 
Nega1 . , Republik Indonesia 
Tamb d:an Lembaran Negar:1 
1820) 

'"l tahun 1959 tentang 
· l di Kalimantan (Lembaran 
: ,_hun 1959 Nomor 72, 
: ·epublik Indonesia Nomor 

4. Peraturan Pemerintah nornor 43 tahun 2Q14 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 
2014 tentang Desa sebagaimana telall. diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,nomor 47 tahl.;ln 
2015 tentang perubahan atas Peraturan. Pemerintah nomor 
43 tahun 2014 tentang Peraturan Pel~sWiaan Undang­
Undang nomor 6 tahun 2104 tentang; ·oesa·_:(Lembaran 

' .. 1: :~~ ·~ ~· .. -t .. . ( .:~-; -~ 
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j. 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

Negara RI tahun 2015 nomor 157,Tambahan Lembaran 
Negara RI·Nomor 5717 ); 

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Republik Indonesia nonior 2 tahun 20 15 
tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan 
Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia tahun 2015 nomor 159); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 
tentane Pengelolaan Keuangan Desa, berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa, berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 21 
tahun 1999 tentang pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 15 
tahun 1999 tentang sumber pendapatan dan kekayaan 
De sa; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 20 
tahun 1999 tentang pedoman penyusunan Peraturan di 
De sa; 

11. Peraturan Desa Pasir Par;tjang Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2017; 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR PANJANG KABUPATEN 
KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DAN 
PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN TAHUN 2017 

Menunjuk dan menugaskan Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ) 
tahun 2017, sebagaimana tercantum pada lampiran 
keputusan ini. 

Pejabat sebagaimana tersebut pada diktum kesatu maka 
yang bersangk.utan harus melak.sanakan kewajibannya 
sesuai tugas pokok dan Fungsinya dan melakukan 
kordinasi dengan pihak terkait. 

Segala 'biaya yang timbul akibat clikeluarkannya keputUsan 
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Pasir Panjang. 

. : :.. : . ' . ~. ~ . :' -. ' . . -
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KELIMA Keputusan·ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya 
akan diperbaiki sebagaimana mestinya 
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Lampiran Keputusan Kepala Desa .Pasir Panjang 
Nomor 46. 1 Tahun 2017 
Tanggal 0 1 Agustus 20 17 
Tentang Pemberhentian dan Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 

Tahun 2017 

No Nama Jabatan 
Alamat Keterangan Dalam Tim 

1 2 3 4 5 

-*) Tim Pengelola Kegiatan Lama 

l. Yuyun Makdalena Ketua Jalan Topar RT. 01 Diberhentikan 
Sejak Tanggal 31 

2. Asnodianto Anggota Jalan Aris Kartadipura RT. Juli 2017. 
01 

3. Jain uri Anggota Jalan Utama RT. 02 

4. Ngatijah Anggota Perum Beringin Rindang RT. 
08 

5. l'vti 'tc I e1 Anggota Jalan \1-\are RT. O'l 

*) Tim Pengelola Kegiatan Baru 

1 Alfa W ahyu M. Ketua TPK 
Perum Beringin Rindang Rr. Ditetapkan Sejak. 

08 Tanggal 01 

2 Masroni Sekretaris TPK Jalan Kecubung RT. 02 
Agustus 2017 
sj d 31 Agustus 

3 Jainuri Bendahara TPK Jalan Utama RT. 02 
2017. 

4 Novanny Noor A. T. S. Anggota Perum Ayu Graha RT. 07 

5 I Made Atayasa Anggota Jalan Topar RT. 01 

~-
L.O.,S.IP 
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Nomor 
lamp. 

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
KECAMATAN ARUT SELATAN 

DESA PASIR PANJANG 
Alamat: Jl. Swadaya Rt 02 Pasir Panjang 74151 

Pangkalan Bun 

: 002/ ........ / DPP/VI/2016 

Pangkalan Bun, 01 Juni 2016 

Perihal : UNDANGAN 

KEPADA 
Yth : Bapak/lbu/Saudara (i} 

Di-
TEMP AT 

Dengan ini mengharapkan kehadiran Bapak/ lbu/ Saudara (i) dalam pertemuan "Rapat 

penyusunan RPJM Desa 2017-2021" yang akan dilaksanakan pada : 

Hari 

Tempat 

Jam 

: Kamis, 2 Juni 2016 

: Aula Surya Laman Kantor Desa Pasir Panjang 

: 08.30 Wib. Sampai Selesai 

Demikiar. undangan ini disampaikan, mengingat pentingnya rapat ini di mohon kehadirannya, 

atas kerja samanya diucapkan terima kasih. 
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DAFTAR HADIR 
PESERTA RAPAT PENYUSUNAN RPJM Desa Tahun 2017-2021 

DESA PASIR PANJANG 
KECA~ATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

NO NAMA JABATAN 

1 

2 

3 

~!JODI~-
4 

5 

7 
~PD. 

·8 -
Av--5 ~ aht !gp ~ 

9 us ct '-<J ~~" P:,fp 

12 
-·· \\ ---·--

13 

14 

~ \2-\- v4 _ ~d '"' · :P ;::=:=t-;:_r_~\ 
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15 

16 
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Nomor 
Lamp. 

Peri hal 

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
KECAMATAN ARUT SELATAN 

DESA PASIR PANJANG 
Ala mat: Jl. Swadaya Rt 02 Pasir Panjang 74151 

Pangkalan Bun 

Pangkalan Bun, 19 Juli 2016 

: 002/ ........ I DPP/VII/2016 

:UNDANGAN 

KEPADA 
Yth : Bapak/lbu/Saudara (i) 

......................................................... 

Di-
TEMP AT 

Dengan ini mengharapkan kehadiran Bapak/ lbu/ Saudara (i) dalam pertemuan "Rapat 

penyusunan RKP Desa 2017" yang akan dilaksanakan pada : 

Hari 

Tempat 

Jam 

: Rabu, 20 Juli 2016 

:Aula Surya Laman Kantor Desa Pasir Panjang 

: 08.30 Wib. Sampai Selesai 

Demikian undangan ini disampaikan, mengingat pent!ngnya rapat ini di mohon kehadirannya, 

atas kerja samanya diucapkan terima kasih. 

1. :· 

' •· 
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TANDA TERIMA BANTUAN TRANSPORT 

PENYELENGGARAAN MUSDES (PENYUSUNAN RKP TAHUN 2017) 

DESA PASIR PANJANG KEC. ARUT SELATAN 

KABUPATEN KOTAWRINGIN BARAT 

NO NAMA 

11 \ CvYf'.. I1Vv\ ; 

12 ·Li~ T CT7J J? u---3, 

15 7f14.{) 4 LJ l 

f../ 

18 /-/AIL[(_::> 

25 -'~f ~.-1 ,.._, _., 
26 .y <\""' . ~,, 

28 ·Veco~- f 

31 c uPot ref r 
32--- ~ff\o • 

: 33 M 0 ~t;.r;. · 
~ 34 \"\.t-c' w'd o.~ A. 

3s · Salk~·.· 
~~- ,. ---· 

Rabu, 20 Juli 2016 

BANTUAN 

JABATAN TRANSPORT PARAF/TTD 

5o,ooo :(M 
rl, ----- --· ··~ 50,000 2 

• '--..! 

C(~ 

kt ;7 50,000 ~ 4 

50,000 5~ 
50,000 r?z-$· 6 

50,000 7 ~ 
50,000 sf\-<~ 

K!. _s;-· 50,000 ~~- / 
(0 . /<. ,- ';::..-6 

\ \ 
10 ~< 50,000 , 

f:\-.-))--· 50,000 11 iJ~- \ 
J /. J::-·· 

50,000 ('\ 12 ·n ·u:-
-:2) I I' 

50,000 13 Pf"". 
{"' 

14 "ift-50,000 _...., 

r--,---
1}::: ..• : ( . Cj . 50,000 . -~-~!-15- .:..J ... -j-: . r . -·~ 

~ r .. ,-·_.,..{ 
50,000 /I j__) F - / 

I '-' 1 r:.-• L.J 

50,000 17 1£ --
~~ _K/ 

/)/- /,-'( 50,000 >~ 1~ ·7i~. ;~-~ 
/.{ ~-

•' 50,000 19 
ft-t----
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~1· . '/.'. -----
•. I j 
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I· T ~- k_ _1!-
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50,000 31 fPLf.J- r 
-~'"' 1 

\I 

-
50,000 32 

50,000 33 ~ /', 

F-'\- ID 50,000 ~ )~.' ,. 34( ~ 
c:;n nnn ott; jt= ~ ~-lo 

' 

43189.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I • 

50,000 

50,000 ?>7 

50,000 

50,000 39 

. I \<T· 0!2. . 50,000 

Pangkalan Bun, 20 Juli 2016 

Dibayarkan oleh Bendaharawan Desa, 

' 

DEASY FEBRJANTI, SE,Par 
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DESA 
K;ECAMATAN 
KABUPATEN 

: PASIR PANJANG 
: ARUT SELATAN 
: KOTAWARINGIN BARAT 

TENGAH 

saran a 
prasarana 

· P..EiiCANA·:rmAN~UNAJf J'ANGK.4. ~GP..H DESA P.ASIR PANJANG 
r.nmrn 2016-2021 

Jeni5 Kcgia ts 11 

Prakiraso 
volume 

Wal.iu Pclaksa!ia:a Taboo ke-

1 2 

\~ 

Matrix RP JMdeso pasir Panjang 2016-202 I f~(\~o.O.Cl ~" \..O.tl\f'-1 !JO.f\<?1 j Q \ (\.-.. t\ .0\ ·/~'(-) 1" 

_\O..\~ '>~0-.. 
.,.. )C\\Cl"' 

}\"' 
j\ .... 
)~f"\ 

~0\.""o. 'Ja~ 

""'t ~ r-Q." 
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Desa Sarona dan 
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I. Gg Jerok manis, Gg 
Mawar. Gg pepaya 1,2 
Gg SKB/belakang dikjar 
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'J}.1Des pasir Panjang 2016-2021 
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9. box cover penun pasir 

gapura: 
1. paum t;emp~ r~i!: Permai . .. .. :.:. 
liCilOlilsi ~ 

3. pembangunan gapura 
batas desa 
4. pcmbangunan gapura 
pintu masuk 
S. panbangunao gnpura 
gang . • 
6. pc:nm1 pas1r panJnng 

ru20 
RtOI 
Rtll 
run 
run 
RtOI 

Rt 13 I unit 

ru6,8,l4,1S. 
16 5imit·. 

5 unit 

Menunjang Sarana pendidikan pra 
~ah 

MeniDljang Sarmm pcndidilam 

Menunjang Sarana pend:dikan 

20.000 AP Bdes 
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il 

'.IJI.fDes pasir ParQ.1ng 2016-2021 

Pengembangan 
liS3ha ekonomi 
produktif 
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umum 

"Atf/)es pasir Panjang 2016-2021 

50titik 

I titik 
32titik 

Ls 

Palttgal)an lindale kriminal dan 
pcwangan mnum 

18.000 APBdcs 
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B 

tiDes pasir P;nUanc 2016-2021 

.. ~a 
pmsanmadan 
Pembinaan 
kesenian & 
budaya 

sarana 
(l1115at1lrul 1!2.'! 
j,embinaan· 
Olahraga 

lkali 

ll::ali 

Desa I kali 
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./ 
Tim Perijusun RPJMdesa 

Ketua, 

un JZ_. I ~ 
v-

ROHENJ 

TMDes pasir Pan.i.1ng 2016-2021 

I 

~ 
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DESA 

KECAMATAN 

KABUPATEN 

PROPINSI 

:PASIR PAf'JJANG 

:ARUT SELATAN 

:KOTAWARINGIN BARAT 

:KALIMANTAN TENGAH 

Bidang/Jenis Kegiatan 

I 
Bidane 

I 
Jenis kegiatan 

r- 1 2 

! Penyelenggaraan iielailja Pegawal 

1 PemDes 

I Siltap Kades dan 
Perangkat 

I Tunjasb Kades dan 
Perangkat 
Tunjr.b BPD 
Tunj.Kes.Kades & 
Perangkat 

I 
Opr. Kantor Desa 

ATK 
BendaPos 

a. Materai 6.000 

I b. Materal3.000 
Pemeliharaan gedling 
kantor 
Pemeliharaan 1\omp. 
Pemeliharaan printer 
Cetak & pengganda<w 
Pal<alan Dinas & 
atributnya 

1 Perjal;;nan Dinos 
a. Dalam daerah 
b. Luar daerah 

Maican Mlnum 

Lokasi Vol. 

3 4 

Des a 1 tahun 

Des a 1 tanun 

Des a 1 tahun 
Des a 1 tahun 

De sa 1tahun 

De sa 200.1br 
Des a 200 lbr 
Desa 12 bin 

Des a 8 unit 
Des a 4 unit 
Des a Is 
Des a 14 ste! 

I 12 bin De sa 
Desa 12 bin 

l 

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA 

TAHUN 2016 

Perkiraan 
Sasaran/manfaat waktu Blaya & sumber 

pelaksan<~an -
Pola pelaksanaan 

Jumlah Sumber Swakelola I Kerjasama Kerjasama 
j antar Pihak 

Desa ket:ga 
5 6 7 8 9 10 11 

I 
159.600.000 ADD 

22.800.000 ADD 

42.600.000 ADD 
15.000.000 ADD 

Memperlancar 
admlnistrasi 
pelayanan 

6.500.000 ADD 

1.200.000 ADD 
6oo.ooo ADD 

8.296.000 DBHPD X -

4.000.000 DBHPD 
2.000.000 DBHPD 
3.300.000 ADD . 
5.950.000 ADD 

10.000.000 ADD 
I 

24.000.000 ADD 

Rencana 
Pelaksan 

a an 
Kegiatan 

12 
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-~-----------·---
-------------- ---· 

a. Harlan Desa 12 bin 17.640.000 ADD 

b. tamu t tahun 3.000.000 ADD 

Jasa berlangganan 
a. listrik 12 bin 4.800.000 ADD 

Pembayaran honor 

I a. HonorPA 
3.600.000 DBHPD 

b. Honor PTPKD I 
4.500.000 ADD 

c. Honor Bendes I 
3.000.000 ADD 

d. Honor penagih 
I 
! 

PBB 

I 
I 

3.600.000 DBBHPR 

I e. HonorTPK 
4.800.000 ADD 

I I f. Honor S::~tga;; I I 
I I 

Raskin ! I 3.600.000 DB:~ PC i 

I 
g. Honor i 

I 
Pengelol;; 

I I 
I 

I Perpusdes 
i 10.800.000 DBHPD I 

I h. Honor penjaga I 
j 

I 
I I I I 

kantor i 

~ 
I I 3.600.00 DBHPD 

I 

Opr. Pemdes lainnoya I 5.000.000 DBHPQ 

Belanja Modal 
I ! 74.605.000 DBHPD 
I 

Opr. BPD \ 
7.000.000 DBHPD I 

Opr. RT (2SO.OOOX20org) 
I I 60.000.000 DBHPR 
I 

I 

?enetap~ 
i 

jKegfatan 
I I : 

~ 
I Batas Desa 

i 
I ! i 

Kegiatan penetapan batas ! i 
I 

r- desa l I 20.000.000 DBHFD 
I 

Kegiatan pendataan desa I 
i 

t 
a. Belanja I 

barang&jasa 
I 9.220.000 DBHPR 
! 

b. Belanja Modal I 

Keglatan penyelenggaran i 

Mus des 
0 4.312.000 DBHPR X 
i 

- pengelolaan I Kegiatan 

I lnformasi Desa I 

I I 

32.600.000 DBHPR 

f Kegiatan 

I 
! ;.950.000 I OBHPO 

I 

I I . penyelenggaraan 

I I i pe:ncanaan ueSCI-± =L .I ·j 
.. 

~laksanaan 
I 
I .. 
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.. ·.·•!_""---:---:·-··'" ... -· 

Pela~anaan Keglatan 

j)embangunan pemh:angunan,pemanfaa 

oesa tan dan pemeliharaan 
sarpras llnkungan desa 
Penambah<m ruang Penlngkatan 

kantordesa Des a 10x12m pelayanan thdp 226.006.400 ADD X 

'1 

~~t 
masy. 

Pembangunan Memberikan 

tribun/sarana olahraga 1 paket sarana olahraga 500.000.000 ADD l( 

(l::mjutan) bagi 
. k I 

I I 
I 

I 
1 masy.,memng at I 

! i j kon pongahsi!a11 

t t ?•m"'"'"""' '"''"" 
I 1 masy 

RT 12,13,9 @200x0,50 m Me;:,Jperiancar I 480.000.000 ADD X 

v sanitasi 

I v Semenisasi RT04 150x4 m Keamanan bagi 210.000.000 ADD X 

pengguna jln 

~·)< 
Penimbunan/parit I Mimgindari 

I 150.000.000 I DD 
primer-sekunder RT01 200m ban!ir saat X 

1 ;nusim h;;jan I 

v' ,, Pembangunan Pas Meningkatkan 

kamllng RT 16 2,5X3 m keamanan warga 19.400.000 DBHPR X 

Rehabilitasi total gedung Memberikan ' 

Parpusdes Des a 6x9 m iayanan 200.000.000 DD X 

.... • ,, informasi 
berbasis 

I 

teknoiogi . 
Meubelair perpusdes Desa 1 paket --r= 10.000.000 DBHPD X 

-

MCK (Janjujtan) Des a 1 paket 15.000.000 DD X 

11 ~ 
Pembelian bidang tanah 

!"''"'"'" 
a. Untuk 

~· 
penambahan Desa I Menambah 55.750.000 DBHPD X 

I / -1 
lokasi kebun pengembangan 

I ~(~ t,;- wisata buah ~-
iokasi wisata di 

JcR'e~ab p!a,lksor. jcla)l'T ! 
Des a 

., -~~~~) 

I 
17 1 -L- 400 r.: c 55.750.000 DD I 

OJ' Keglat:an 1 I J 
pembangunan,pamanfaa i 
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i· . ~ . ih 

tan dan pemeliharaan 
sarpras kes;:hatan 
Pemellhar:~an gedung Memberikan 

posysndu dan RTOl 1 p~ket keamanan bagl 15.000.000 DD )( 

penambahan fasllltas balita sa<~t ke I .. Posyandu posyandu 

Keglatan 

L pembangunan,pemanfaa 

I tan dan pemellharaan 
sarpras pendldll:an 

I Pemasangan kanopl Keamanan & 
I gedung PAUD RTOS 1 paket ~enyamanan 58.961.000 DD X 
I I ! I bagi siswa I 

I 

; Pemblnaan Keglatan Pemblnaan 
, Kemasvarakatan Keamanan & keter"ban I - 1 ta~un Menunjang ' Opr. Linma~ Desa :Jesc: 3.000.000 DBHPD X 
I 
j keglatan I i keamanan&keter 
; " I . tlban 

' Keglatan Pemblnaan 

: Lembaga 
: Kemasyarakatan 

Opr. PKK Des a 1 tahun 7.000.000 DBHPD 
Opr. LPMD 3.000.000 - -
Opr. Karang Taruna 3.00.000 -
Bantuan Keglatan PHBN 

J (kegiatan HUT Rl) Des a 10.000.000 

""'"'" ,,,;,,., PHBI I 
(keglatan ceramah De sa 3.383.500 DBHPD 
agama) -· 
Kegiatan HUT Kobar 10.000.000 DBHPD 
Bantuan 

: 
insentif guru 

I paud&TPQ 37.000.000 ADD 

! . Bantuan insentif kader 

I Posyandu De~i:l 12 bulan 42.000.000 DBHPD 
i Bantuan insentil kader 
I Posbindu De~::~ 12 bulan 6.000.000 I DBHPD 
! Sant~;a;~ kegiat;:r, I I 

I Po~yandu (7 paket) Desa 
I 

2.100.000 DBHPR 
I i3antuan kegiatan I L- Posblndu 1.100.000 DBHPR - .. -· ... .. 
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/ Bantuan pengadaan alat 

gendang rebana . (An 
Najwa) 

Papan data PKK 
Pembuatan kebun TOGA 
PKK 
Opr. Perpusdes 

I Keglatn pemblnaen 
I -- .!!Tbaga Adat 
I lnsentif ciemar.g 

I Pomb'"'''"" 
. (2orgxl?Q.OOCJ) 
j Kegiatan peningkatan 

kat Desa j kap;srr"s c::'!lratur 
1 Perruies dan BPD __ . 

I Pelatihan /sosialisasi bagi I 
I perangkat Desa ...,___ ____ 
I __LBil'l)tek Perangkat De sa 

(SISKUEDES) 

~ 
I 
I 

L -

I 
I 
L 
I_ 

---

--

" 

Blmtek BPD 
Kegiatan Penlngkatan 
Kapasltas Kelompok 
Masyarakat dan 

, Kelembagaan Oesa 

I I · Pe!atihan/sosialisasi/peny 
uluhan kader BKR di Desa I 

I •. ,,~, t 
Pelatihan/sosialisasi/peny 

1 

. uluhan Desa siaga 
Keglat.an 
Penangguiangan 
Kemlskin;;n 

I ;antu~n dan~ beclah 
·1 rumah 

Belanja Tldak Terduga ;-1--
kegiatan keadaan 

...... 

RTO:i. 
1 set 

Des a 1 paket 

Desa 1 paket 
De sa 1 tahun 

De sa I 12 bulan 

De sa 
Des a 1 tahun 

De sa 1 OK 

I 

Des a r 1 tahun 

I 
I 

~"' 
I 
I 

I 1 unit 

I 
I -

Menlngkatkan 

! ukhuqwah 7.8QS.OOO SILPA 
islamlyah <:ntar 
warga melalui 
sen! terbangan 

7.000.000 SILPA 

12.882.200 SILPA +- ' 
12.000.000 SILPA 

3.500.000 SILPA 
I 

--t I I 9.400.000 DBHPR 
8.000.000 ADD I 

12.000.000 DBHPR 

I I 

I 
Men]adikan 
generasi remaja 13.200.000 DD 
di des a sbgai 
kader bangsa 
Menjadlkan desa 
yang mandiri 

12.700.000 DD 

I 
I I 
I 

10.000.000 . DBK Kab. -. .. " --+ .. 
" - ··-· . -
. i .. _ 
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I darurat bencana alam I 
dan kerusakan sarpras 

-~ADD 

/ 

Pangkalan Bun, April2016 

DiRusun oleh 
T:im Penyusun RKP Desa 
Ketua, 
ltr: ~I 
ut .,J. ' \] \. ...... 

-.ROIIENI 
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• .. 

DESA 

KECAMATAN 

KABUPATEN 

PROVINSI 

No 

Bidang 

1 2 

Penyelenggaraan 
1 Pemerin~an 

De sa 

•. 

Pasir Panjang 

Arut Selatan 

~:rfC~A KERJA ~EM:ERI:rf':t~ _(~) DESA PERUBAHAN 

TAHUN2017 

Kabupaten Kotawaringln Barat 

Kalhnantan Teugah 

Bidangf Jenis Keglatan Biaya dan Sumber 
Lokasi 

Volume Sasaranf Manfaat 
Waktu 

Pelaksanaan 

Jumlah APBDes Jumlah APBDes 
Jenis Keglatan 

Murni Perubahan 

3 4 5 6 7 8 9 

. Belanja Pegawal 

Penghasilan Tetap (SILTAP) 
Terpenuhinya Tunjangan 

a. KantorDesa 1 Tahun Kepala Desa dan Perangkat Jan s/d Des Rp 142.800.000 Rp 136.200.000 
Kepala Desa dan Perangkat Desa 

Desa 

Tunjangan Kepala Desa d~ 
Terpenuhinya Tunjangan 

b. KantorDesa 1 Tahun Kepala Desa dan Perangkat Jan sfd Des Rp 17.520.000 Rp 17.520.000 
Perangkat 

De sa 

Tunjangan Badan 
Terpenuhinya Penghasilan 

c. KantorDesa 1 Tahun Tetap Kepala Desa dan Jan s/d Pes Rp 61.200.000 Rp 61.200.000 
Permusyawaratan Desa (BPD) 

Perangkat Desa 

Tunjangan Kesehatan Perangkat 
Terpenuhinya Tunjangan 

d. Kantor Desa 1 Tahun Kcsehatan Kepala Desa dan Jan s/d Des Rp 4.968.000 Rp -De sa 
Perangkat Desa 

* Operaslonal Kantor Desa 

I. Bekmja Barang dan Jasa 

Belanja Listrik, Air, Telepon, 
KantorDesa 1 Tahun 

Terselenggarannya kegistan 
Jan sfd Des Rp 6.000.000 Rp 9.000.000 Fax/Internet operasional ~tor desa 

Belanja Alat Tu1is Kantor Kantol Desa 1 Tahun 
TerselenggEU'8IIIlya kegiatan 

Jan sfdDes Rp 6.500.000 Rp 6.500.000 operasional kantor desa 

Belanja Alat Tulis Kantor KantorDesa 1 Tahun 
Terselenggarannya kegiatan 

JansfdDes Rp - Rp 1.500.000 
opP.rasional kantor desa 

Prakiraan Pola Pelaksanaan Rencana 
Pelaksan 

aan 

Sumber Kerjasama 
Kerjasama Kegiatan 

Swakelola Pihak 
Dana AntarDesa 

ll.-tl~o 

10 11 12 13 14 

ADD ,/ - -

ADD ,/ - -

ADD ,/ - - -

ADD ,/ - - -

ADD ,f - - -

ADD ,f - - -

BHP ,/ - - -
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' ~· 
. - - - ---- -

.. ·- -- --- . - -

---- BidangTJeruS:Kegiatan 
.. ·- - ·- .. 

Bm}'ii'cfan·sumlier 
.. ·Pril..kiiaan·Poia'Pe!aksanaan-·- .Rencana 

No 
Lokiisi Volume Sasaran/ Manfaat 

Waktu 
Pelaksan 

Pelaksanaan 
aan 

.. ... -- Keijasama Kegiatan 

Bidang Jenls Kegiatan 
Jumlah APt:JDes Jumlah APBDes Sumber Swakelola 

Keij~ • Plhak 

Mumi Perubahan Dana AntarDesa l(ptJpJ> 

.. 11 13 14 

1 2 3 4 5 6 '1 8 9 10 12 

.. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Terselenggarannya kegiatan 
KantorDesa 1 Te.hun Jan s/d Des Rp 4.251.000 Rp 4.251.000 ADD ,( - - -

.. Bahan Pembersih operasional kantor desa 

Belanja Benda Pos dan Materai KantorDesa 1 TllhUn 
Terselenggarannya kegiatan Jan s/d Des Rp 4.800.000 Rp 5.100.000 ADD,,BHP ,( - - -

operasional kantor desa 

Bela.n,ja Alat KantorDesa . 1 Tahun 
Terselenggarannya kegiatan Jan s/d Des Rp 4.300.900 Rp 5.132.400 ADD ,( - - -

Listrik/Battery {Lampu operasional kantor desa 

Belanja Fotocopy, Cetak dan Kantor Desa 1 T~hun 
Terselenggarannya kegiatan Jan s/d Des Rp 3.900.000 Rp 5.100.000 ADD,BHP ,( - - -

Penggandajln operasional kantor desa 

Bela.n,ja Makanan dan Minuman KantorDesa I Tahun 
Terselenggarannya kegiatan Jan s/d Des Rp 3.000.00(1 Rp 3.000.000 ADD ,( - - -

Rapat qperasional kantor desa 

Bela.n,ja Pa!mian Dinas dan Kantor Desa 1 TtlhUn 
Terselenggarannya kegiatan Jan sfd Des Rp 6.500.000 Rp 7.300.000 ADD, BHP ,( - - -

Atributnya operasional kantor desa 

Belanja Jasa Upah Tenaga Keija KantorDesa 1 Tahun 
Terselenggarannya kegiatan Jan sfd Des Rp 89.760.000 Rp 104.170.000 

ADD, BHP, ,( - -
operasiona)lqmtor desa PBH 

Bela.n,ja Perawatan Kendaraan Kantor Desa 1 Tahun 
Terselenggarannya kegiatan Jan sfd Des Rp - Rp - ,( - - -

Bermotor operasional kantor desa 

Belanja Ba]lan Bakar Minyak dan Kantor Desa 1 Tahun 
Terselenggarannya kegiatan Jan sfd Des Rp soo.ooo Rp 7.380.000 BHP ,( - - -

Gas operasional kantor desa 

Bela.n,ja Honoi'arium Tim Panitia KantorDesa 1 T11hun 
Terselenggarannya kegiatan Jan sfd Des Rp 28.600.000 Rp. 28.600.000 ADb,BHP ,( - - -

operasional kantor desa 

Belanja Per,jalanan Dinas KantorDesa 1 Tahun 
Terselenggarannya kegiatan Jan s/d Des Rp 34,000.000 Rp 34.0()0.000 ADD ,( - - -

operasional kantor desa 

Bela.n,ja:De)Corasi dan KantorDesa 1 Tahun 
Terselenggarannya ~giatan Jan a/d Des Rp - Rp - - ,( - - -

Dokuments.sl operasional kantor desa 

~ja'PeiOeliharaan 1\lat Kantor KantorDesa 1 Tehun 
Terseleuggamnnya kegiatan Jans/dDes Rp 7.000.000 Rp 7.000.000 ADD ,( - - -

dan Rumall Tsngga' operasional kantor desa 
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Prak.i!aru1 j>_ola. :Pe~S!JM!ill 
-------- ---1------''-------Bidang/-Jenis-Kegiatan-'------'------+--'---:-:---:--l-=-----+--=-....:·:::.··--=----'---=---=--....:-'-----I--:::::--::::...-=-·--;I::...... _ _:_ ___ _!B~iaya dan Sum!Jef__ -~ : _ 

1oka.si W a.ktu 
Volume Sasa.ran/ Manfaat Pelaksanaan 1--------r-------.----+---....,----....,..,....-::=--:--4 

Rene ana 
.·Pelaksan 

aan 
No 

Jiunlah APBDes Juniliih APBDes Sumber KeiJ'asama. KetjPihakasama Kegiatan 
swakelola 

10 13 

Mumi Perubahan Dana AntarDesa •... _ 

•-~~---------4------------~----~~--~----------~~---4--------,_ ______ _, ____ ~---T----~K=PM,~"or-~ Bidang Jenis Kegiatan 

8 9 11 '12 14 

2 3 

Belanja Pemelihaman Bangunan, 
Taman dan Sarana Prasarana 

Belanja J a sa Transakst Keuangan 
(Admin Bank dll) 

Belanja Makanan dan Minuman 
harian Perengka.t dan Staf Desa 

Belanja Umbul - UmbU! 

U. Belan!a Modal 

Belanja Modal Pengadaan 
Komputer 

Belanja modal peralatan Kantor 

Belanja Modal ala.t-ala.t 
studio/ Audio 

Belanja Modal Pengadaan Buku 
dan Kepustakaan 

Belanja Modal Pengadaan Alat -
Alat Rumah Tangga 

Belanja Modal Pengadaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya 

OPERASIONAL BPD 

OperasioiUd R:r/RW (250.000 x 
21 Rl' X 12 Bulan) 

4 

Kantor Desa. 

Kantor Desa 

Kantor Desa 

Kantor Desa 

Kantor Desa 

Kantor Desa 

Kantor Desa 

KantorDesa 

KantorDesa 

KantorDesa 

KantorDesa 

Desa.Pasir 
Panjang 

5 

1 Tllhun 

1 Tllhun 

1 Tllhun 

2 Tllhun 

1 Tahun 

1 Tllhun 

1 Tllhun 

1 Tllhun 

1 Tllhun 

1 Tllhun 

1 Tllhun 

1 Tahun 

6 

Terselenggarannya kegiatan 
operasional kantor desa. 

Terselenr,garannya kegiatan 
operasional kantor desa 

Terselenggarannya kcgiatan 
operasional kantor desa 

Terpenuhinya Perlengkapan 
operasional kantor desa 

Terselenggarannya kegiatan 
operasional kantor desa 

Terselenggarannya kegiatan 
operasions.J kantor desa 

Terselenggarannya kegiatan 
operasional kantor desa 

Terselenggarannya kegia tan 
operasional kantor desa 

Terselenggarannya kegiatan 
operasional kantor deaa 

terselenggarannya kegiatan 
operasienal kantor desa 

tersel.enggaranllYa kegiatan 
operasional kantor desa 

terselenggamJ1llYa kegiatan 
operasional kantor desa 

Jan s/d Des Rp 11.700.000 RjJ 11.700.000 BHP 

Jan s/d Des Rp 160.000 RjJ - ADD,BHP 

Jan s/d Des Rp 21.120.000 Rp 22.660.000 ADD 

Jan s/d Des Rp Rp 5.040.000 BHP 

I 
I 

14.000.000 I Rp 14.0v0.000 SILPA 2016 Jan s/d Des Rp 

Jan s/d Des Rp 54.890.000 Rp 230 OOO ADD, BHP, 
83· . PBH 

Jan s/d Des Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 BHP 

Jan 8/d Des Rp 7.000.000 Rp 7.000.000 BHP 

Jan s/d Des Rp 46.480.000 Rp 46.480.000 ADD 

Jan s/d Des Rp ll.OOO.OOO Rp ADD 

Jan ~/d Des Rp 7.000.000 Rjl 7.000.000 BHP 

Jan 11/d Des Rp 63.000.000 RP 77.994.000 ADD, BHP 
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--- - --· -- --- -- - --
- -_-Rfov~ da_n-Sn;,.,~r- - -- - o:.1.-. -

lRencana _-,;, •n'a/- r. """' -- --

-Lokasi Waktu -- 1 Pelaksan No Volume Sasaran/ Manfaat 
Pelaksanaan ......... . .. -- I Kel!iaJan 

Jumlah APBDes Jumlah APBDes Sumber 
Swakelola BidBllg Jenis Kegiat:an 

Mumi Perubahan Dana IAntarDesa 
Ii'Ptlaa 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I Kegiatan Penyelenggaraan Desa Pasir 
1 Te.hun 

Terselenggamnnya kegiatan 
Jan ~/d Des Rp 6.432.000 Rp 6.432.000 PBH .( - - -

v Desa Panjang opemsional kantor desa 

Kegiatan Perencanaan Desa Pa$ir 
1 T~hun 

Terselenggamnnya kegiatan 
Jan s/d Des Rp 7.400.000 Rp 7.400.000 BHP .( - - -Pembangunan Desa Panjang opemsional kantor desa 

I ~egiatan Pengelolaan informasi Desa Pasir 
1 Te.hun 

Terselenggamnnya kegiatan 
Jan s/d Des Rp 10.100.000 Rp 10.100.000 PBH, BHP .( - - -

IDesa · Panjang opemsional kantor desa 

Kegiatan Penyelanggaraan Desa Pasir 
1 Te.hun 

Terselenggarannya kegiatan 
Jan s/d Des Rp - Rp .( - -

Keijasama Antar Desa Panjang operasional kantor desa 

I Kegiatsn Penetspan dan Desa Pasir 
1 Te.hun 

Terselenggarannya kegiatan 
Jan sfd Des Rp 20.000.000 Rp 20.000.000 PBH .( - - -

IPeneg~~AAn Batss Desa (*) Panjang opemsional kantor desa 

I Kegiatsn Pengelolaan 
K!mtor Desa 1 Te.hun 

Terselenggamnnya kegiatan 
Jan s/dDes Rp Desa (*) operasional kantor desa - Rp - - .( - - -

I Kegiatan Pendatsan dan 
KantorDesa 1 Te.hun 

Terselenggamnnya kegiatan 
Jan s/d Des Rp 37.617.600 Rp 37.617.600 BHP .( - - -

Pembuatap Profil Desa (*) opemsional kantor desa 

IKegiatan Pembentukan Aparatur 
KantorDesa 1 Te.hun 

Terselenggamnnya kegiatan 
Jan sfd Pes Rp 

!Desa dan BPD (*) opemsional kantor desa 
4.800.000 Rp 4.800.000 ADD .( - - -

Pemberian ljin dan Pel'!lewaan (*) 
Desa Pasir 

1 Te.hun 
Ttrselenggamnnya kegiatan 

Jan s/d Des Rp - Rp - .( - - -Panjang "pemsional kantor desa 

IKegiatan Pelaksanaan l'ilkades {*) 
Desa Pasir 

1 T!lhun 
Terselenggarannya kegiatan 

Jan sjd Des Rp - Rp - - .( - - -Panjang opemslonal kantor desa 

Jumlltll Por Bldq 1 - -

Kcgiatan Pembangunan Saluran 
2 

Delli 
a. 

iJniasl 

-· b. II<cgiatan P~mbangunan Jalan 

: -" 
IDesa . 

•. 
': -. '::. .. ~ ...... ' .. · 

.:.! 
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- Bidang/..:-Jenis:ll:egia.tiln --
- -- - ---- - -

·siil.ya d.im suml:>er-- - ---
. Piilhlraan !'ala Pe!aksanaan Ren= 

-. -·- - -- - . ---- -
Lokasi 

Volllme Sailaran/ Maruaat Waktu -- Pelaksan No 
Pelaksanaan aan .. 

Jumlah APBDes JU!IlWi-APBDes Sumber Ket)'aSiuna Keijasama kegiamn 
swakelola • Pibak Bidang Jetrls Kegiatan 

Murni Perubahan Dana AntarDesa 
KMian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

panjang: 

v RT. 02 
193m, Iebar: Terealisasinya pembangunan 

I Tahun Rp 205.093.000 Rp 205.093.000 DDS ./' - - -a. Semenisasi Gg. Nangka RT.02 
3.5m, tebal; jembatan jalan desa 

20Cm 

.j b. Pembangunan Box Culvert dan RT. 01 
Tarealisasinya pembangunan 

Rp 106.839.200 Rp 106.839.200 ADD ./' - -siring batu bel$ Jl Pelai RT.Ol Jalan Desa 

c. Semenisasi RT.l2 RT. 12 
100 !II X 3,5 . Terealisasinya pembangunan 

Rp 106.078.800 Rp 106.078.800 BHP ./' - - -v mx20cm jembatan jalan desa 

v d. Pele baran Semenisasi JL RT.02 
Terealisasinya pembangunan 

Rp 53.436.000 Rp 53.436.000 ADD ./' - -Swadaya Rt.02 jembatan jalan desa 

e. Pembangunanjembatan batu RT.Ol 2 Unit 
Terealisasinya pembangunan 

Rp 33.964.000 Rp 33.9.64.000 ADD ./' -bel$ RT.Ol (2 unit) Ja!ar.Desa 

3.5mx 
Terealisasinya pembangunan ./' 1/ f. Semenisasi RT.ll Jt Kenanga RT.ll 20cmx Rp 39.6.406.000 Rp 396.406.000 ADD - - --

400m 
jembatan jalan desa .. -.. -: 

: 
o·, --. 

c. Kegiatan Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Fisik Kantor 

a. Pemasangan Teralis Jendela Lingkungan - terpenuhinya sarana dan 
Jan s/d Des Rp 80.284.000 Rp 80.284.000 ADD ./' - -Gedung Kantor Desa KantorDesa pmsarana fisik kantor 

b. Pemasangan Paving Stone Lingkungan terpenuhinya sarana dan 
Jan s.fd Des Rp 10.384.100 Rp 10.384.100 BHP, PBH ./' - -Halaman Gedung Kantor Kantor Desa pmsarana fisik kantor 

d. 
Kegiatan Pembangunan Sarana 
dan Prasarana ·Fisik Sosial 

f 
a. Pembangunan Balal Adat 

RT.02 8mxl5m 
terpenuhinya 5al1lp8. dan 

Jan s/d oes Rp 336.000.000 Rp 494.403.000 ADD,BHP ./' - - -KaharingaJ1 pm5al1lp8. 'fisik sosWI 

f 
b. Pembangunan Tn'bun Olahmga 

RT. 01 - terpenuhinya sarona dan 
Jan ~/d Des Rp 240.000.000 Rp 240.0.0ll.OOO ADD ./' - - -(Tahap V) pmsarana tlsik sosial 

c. Kegiatan Pembangunan Sarana 
dan Prasa:rana Keschatan 
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--
- --- ------------Bidangfc;Jenis-l{egiB-tan.c:c· -::____:_----'-=-----'-'--i---=--=-'-;-'-;::-----'-~::_::l--'-=-----_::::_____+=-=----=----~-=---.:..---=-f---;;;---.7_:::___+----'-=---=----=------==-=--___!B~iaya-da!i Sumber-__- _-_:_ 

-Lokasi waktu - - - __ _ 
: _ _ . --: - -: Prakifaan Polil PefuiCSanaan. ·Rencana 

-Pe!aksaii No 

B!dang 

Volume Sasaran/ Maruaat Pelaksanaan 1----------r-------.----+----,-----,-v.;:;;;;:;-;:;;-;;1 WID 

Kezjasama Kegiatan 
. Pihak Jenis Kegiatan 

3 

a. Pembelian mobO ambulance 

4 

Desa Pasir 
Panjang 

b. Pengadaan MeubelaJr Posyandq RT. o 1 & RT. 11 
(RT.Ol dan RT.ll) 

f. 
Kegiatan Pembangunan Sarana 
dan Pmsarana Pendidikan 

a. Pengadaan Meu be lair 
Perpusdes 

Kegiatan Pembangunan Samna 
g. Sanitasi dan Kebersihan 

Lingkungllll 

a. Pembangunan Drsinase RT. 12 

b. Pembangunan Draihase Jl. 
Nangka RT.02 

c. Pembangunan Drsinase Jl. 
Swadaya RT.02 

d. Pembangunan Drsinase 
Halaman Kantor Desa 

e. Antisipasi Kemamu l'engadaan 
Em bung 1 Sumur Desa 

RT. 01 

RT. 12 

RT. 02 

Rr. 02 

Lingkungan 
Kantor Desa 

RT.02 

5 

1 unit 

6 

terpenuhinya sa,rana dan 
pmsarana Kesehatan 

terpenuhinya sanma dan 
pmsarana Kesehatan 

terpenultinya sarana dan 
pmsarana pendidikan' 

Jan s/d Des Rp 

Jan s/d Des Rp 

Jan s/d Des Rp 

40m :1. SOcm terpenubinya Sarana Sanitasi 
dan Kebersihan Lingkungan Jan s/d Des Rp 

x40cm 
De sa 

terpenuhplya Sarana Sanitasi 
dan Kebersihan Lingkungan Jan s/d Des Rp 

De sa 

terpenultinya Sarana Sanitasi 
dan Kebersihan Lingkungan Jan sfd Des Rp 

Desa 

t~rpenuhinya Sarana Sanitasi 
dan Kebersihan Lingkungan Jan s/d Des Rp 

Desa 

terpenuhinya Sarana antisipasi Jan sjd Des Rp 
musim kemarau 

49 111 
X 40 terpenuhinya Sarana Sanitasi + f. Pembangunan Drairiase 

Halaman Tribun RT. 01 
RT. 01 dan Kebersihan Lingkungan Jan sjd Des Rp 

cmX50ciJ!. 
Desa 

Kegiatan Pengadaan Sarana dan 
h. Pmsimma Taman Bacaaan 

Masyarakat 

a. Pengadalln Sa.rana dan 
PraS8Iana Perpusdes 

Terpenuhinya Samua dan 
Prasarana Talllan Bacaaan Jan ~/d Des Rp 

Masyarakat 

Jumlah APBDes 
Murni 

8 

Jumlah APBDes 
Perubat.an 

9 

Sumber 
Dana 

10 

250.000.000 Rp 250.000.000 DDS 

20.000.000 Rp 19.000.000 DDS, BHP 

10.000.000 Rp 10.1)00.000 ADD 

19.238.000 Rp 19.238.000 DDS 

84.547.000 Rp 84.t;47.000 DDS 

112.600.000 Rp 112.600.000 DDS 

101.832.000 Rp 101.!132.000 PBH 

210.346.000 Rp 210.~.:6.000 DDS 

Rp 28.615.000 PBH 

8.750.000 Rp 15.934.900 ADD, PBH 

Swakelola Kezjasama 
AntarDesa 

11 12 

I<'PHI'R 

13 14 
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'• 
· · Bidangf-Jenis:Kegiatan -- - - -- . 

--Ren~ -·---- Blaya:dan.Sumber PrakiraanJ'ola:Eelaksanaan..::__ 
No 

Lokasi 
Volume SaSBian/ Manfaat Waktu Pelaksan 

Pelaksanaan aan 
. ._ 

Jumlah APBDes Jumlah APBDes Sumber Keljasimia Keljasama Kegiatan 
Bidang Jenis Kegiatan 

Mumi Perubahan Dana 
Swakelola 

AntarDesa 
. Pihak 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

i. 
Kegiatan Penghijauan dan 
Pelestarian I.itigkungan Hidup 

a. Reboisasf dan penghijauan 
Hutan 

j. 
Kegiatan Pemeliharaan Sarana· 
Prasana Apamtur Desa 

k. 
Keglatan Pemeliharaan Sarana-
Prasana Masyamkat 

I. 
Keglatan Pembangunan Samna 
Air Bersih 

a. Pembangunan Tower air kayu Lingkungan 
6M 

Terpenuhinya Pembangunap 
Jan s/d Des Rp 20.QOO.OOO Rp 20.000.000 DDS 

Gedung Serbaguna Tinggi 6 meter KantorDesa Sarana Air Berslh 

m. 
Kegiatan Pembangunan Sarana 
Llstrik Mikro Hidro 

n. 
Keglatan Pembangunan Gapum 
dan Tanda Batas Desa 

o. 
Keglatan Pembangunan 
Tambatan Perahu 

Kegiatan Pembangunan Sarana 
p. dan Prasarana Usaha E:konomi 

Produktif (*) 

a. Pembellan tanah uiltuk 
37/30 X 

Terpenuhinya Pembanguhan 
penambahsn lokasi k~bun wisata RT. 02 Samna dan PraSBiana Usaha Jans/d Des Rp 60,000.000 Rp 60,000.000 BHP 
(SPT No. 593/298/DPPJXII/2014) 

41/37 Meter 
Ekonomi produktif (*) 

Kegiatan Pembangunan sarana-
q. Prasarana Kesenian dan 

Kebudllyaan (*) 
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'• -- -- - -I'riuru:aan)olaJ~elftksa~- -·Renc_!liiB. 
----- · Bidang/'-jenis-Kegiataii -

-· -- . - - -- .. - - -· -- Biaya-dan-Sumber - -- --

Lekas! Waktu -- -Pelaksan 

No Volume Sasaran/ Manfaat Pelaksanaan aan 

Jnniliih APBDes Jumlah APBDes siUnlX:r Kerjasama 
Kerjasama Kegiatan 

~"llkelola 
. Plhak 

Bidllllg Jenis Kegiatl!n Murni PeruiJahan Dana AntarDesa f(ptlan 

4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 2 3 

3 
Pemblnaan a. 

Kegiatan Pemblnaan Keamanan 

KeilulsyamkaWl dan Ketertlban 

Desa Pa~ir 1 Tahun 
Terciptanya !(eamRrulll dan Jan s/d Des Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 13HP o/ - - -

1. Opemsional Linmas Desa Panjang Ketertiban 

2. Belanja llarang dan Jasa xang RT. 05/0i, RT. Terciptanya Keamanan dan Jan s/d Des Rp 18.500.000 Rp 37.784.200 ADD, PBH o/ - - -
diberikan l!;eQadg masxarakat 02 Ketertlban 

b. 
Kegiatan Pembinaan Pemuda dan 
Olahraga 

Desa Pa~ir 1 Te.hun 
Terpenulrinya Pembinaan Jan s/d Des Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 13HP o/ - - -

1. Opr. Karang Taruna Panjang Pemuda dan Olahraga di Desa 

2. Belanja !lgmng dan Ja!!!! xang Desa Pa~ir 1 Kali 
Terpenulrinya Pembinaan Jan s/d Des P.p 7.940.000 Rp 7.940.000 DDS o/ - - -

diber!kan Jl;eQadg mas~arakat Panjang Pemuda dan Olahraga di Desa 

c. 
Kegiatan Pembinaan Organisasi 
Percmpuan/PKK 

Desa Pasir 1 Tahun 
Terpenuhintlya Kegiatan Jan s/d Des Rp 7.000.000 Rp 7.000.000 13HP o/ - - -

1. Opemsional PKK Panjang Organisasi Perempuan 

d. 
Kegiatan Pembinaan Kesenian 
dan Sosial Budaya 

e. 
Kegiatan Pembinaan Kerukunan 
Umat Bemgama 

- Bantuail kegiatan ACara Desa Pam 1 Tahun 
Terciptanya Kerukunan Umat Jan s/d Des Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 SlLPA o/ - - -

Cemmah 1\g8Jila di tahun 2017 Panjang Bemgama di Desa 

- • bantuan slat pemandian untuk Terclptanya Kerukunan Umat o/ 

RT. 05 I 07 2 Set Jan s/dDes Rp 10.000.000 Rp 10.000.00u ADD - - -
Jenazah (R'l'.OS & RT.07) Bemgama di Desa 

'· 

':l· 
• Bantuan Kegiatan Keaga.maan ( RT.l2 1 Tahun 

Terciptanya Kei'ukunan Umat Jan11/dDes Rp - Rp 5.000.000 ADD o/ - . . 
•""-'··--;· RT.l2) Bemgama di Desa 
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' 
~ --

~ - - - ~ - -- -· -· 
Bidangf Jenis Kegiatan Biaya:d!m SUl:!ltier 

-
Plakiraan~Pola~Pelaksanaan---- -Rencana~ -

LokaSi 
Volume Sasaran/ Manfaat 

wakiu Pelaksan No 
Pelaksanaan aan ·- .. 

suniber 
Kerjasama Kegiatan 

Jenis Kegiatan Jumlah APBDes Jumlah APBDes 
SWakelola 

Kerjasama 'Pihak Bldang 
Mumi Perubahan Dana AntarDesa 

Kf'tiP'A 

l 2' 3 4 5 6 '/ 8 9 10 11 12 13 14 

• bantuan alat pemandian untuk RT01 &02 2 Set 
Terciptanya Kerukunan Umat 

Jan s/ri Des Rp Rp 10.000.000 BHP. PBH v' 
Jenazah (RT.01 & RT.02) Beragama di Desa 

f. 
Kegiatan Pembinaan Lembaga 
Adat 

a. Insentif Pemang (2 'org x Desa Plisir 
1 Te.hun 

'!'erpenuhinya Pembinaan 
Jan s/d Des Rp 3.600.000 Rp 3.600.000 PBH v' . . . 

150.000) Panjang Lembaga Adat 

g. Kegiatan Pendidikan Anak Usia 
Dini 

I. Belanja Barang dan Jasa :,:ang 
<h'betik!!!l ke[!ada mj!s~arakat 

a. Pengadaan Meubelair TK AL- TK. ALHilrah 
'rerpenuhirulya Kegiatan 

10.000.000 v' 1 Paket Pendidikan Anak Usia Dini di Jan sfd Des Rp 10.000.000 Rp ADD - -HIJRAH RT. 06 
Desa 

.. TK. AL-Hijrah 
'rerpenuhinllya Kegiatan 

v' b. Pengadaan APE TK AL-HIJRAH 1 Paket Pendidikan Anak Usia Dini di Jan s/d Des Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 ADD . . 
RT. 07 

Desa 

c. Pengactae.n ATK & A'l'S KB. TK. Pinang 
'rerpenuhinllya Kegiatan 

v' 1 Paket Pendidikan Anak Usia Dini di Jan sfd Des Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 ADD - - -Pinang Merah MerahRT, 07 
De sa 

Ill. Ban tuRn insentif oenruti_ar TPA 
&PAUD 

a. TPA Daarul I1mi RT.t7 (7 0rg x 
'rerpenuhinllya Kegiatan 

v' RT.17 LTe.hun Pendidikan AD.ak '()sia Dini di Jan ~/d Des Rp 21.000.000 Rp 21.000.000 ADD . . . 
250.000 X 12 bin) 

Desa 

b. TPA Janatul Khoirot RT.O 1 (6 
'rerpenuhinllya Kcgiatan 

18.000.000 v' RT. 01 1 Te.hun Pendidikan Anak Usia Dini di Jan~/d Des Rp 18.000.000 Rp ADD - . . 
orang x 2&Q.OOO x 12 bin) 

Desa 

c. TPA Al·Hamra RT.07 (6 org x 
'rerpenuhinllya Kegiatan 

v' RT. 07 1 Tahun Pendidikan Anak Usia Dini di Jan~/d Des Rp 18.()00.000 Rp 18.000.000 ADD - . . 
250,000 X 12 bln) 

Desa 

d. PAUD Plnang Merah (7 org x 
TcrpenuhinnYa Kegiatan 

./ RT.OS 1 Te.hun P~ Anak Usia DiDi. di JansjdDes Rp 21.()00.000 Rp 21.000.000 ADD . . -250,000 X 12 bin) 
Desa 
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·- ------ -- -- -- R~ncana -- -Q; - p," Pola . Bldang{ J ems 11.egw.um _ ----
Lolaisl Waktu 1 .-cUU<-~1111 No Volume Sasaran/ Manfaat 

Pelaksanaan aan 
·-···~ 

Jumlah APBDes Jumlah APBDes ·sumber Kegiatan. 
Swakelola Bid8.118 Jenis Kegiatim 

Mumi Perubahan Dana I J\ntar Desa 
!(pfii'A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

!e. PAUD Cempaka Putih (6 org x 
Terpenuhinnya Kegiatan 

18,000.000 ADD " - - -RT. 13 1 Tt~P.un Pendidikan Anak Usia Din! di Jan s/dDes Rp 18.000.000 Rp 
250.000 X 12 bln) !)esa . 

1f. PAUD Lalllan Tuba (6 orang X 
Terpenuhinnya Kegiatan 

18.000.000 Rp 18.000.01..0 ADD " - - -RT.02 1 Te.hun Pendidikan Anak Usia Din! di Jan s/d Des Rp 
250.000 X 12 bln) 

Desa 

h. 
Kegiatan Peringatan dim Perayaan 
Hari-Hari besar tertentu (*) 

Ia. Bantuan Kegiatan HUT R1 17 Desa Pasir 
1 K!ili Terpenuhlnnya Kegiatan 

Jan s/d Des Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 BHP ./ - - -
jAgustus 2017 Panjang Perayaan Hari besar I tertentu 

Desa Pasir 
I J{ali 

Terpenuhlnnya Kegiatan 
Jan s/d Des Rp 75.000.000 Rp 75.000.000 BHP ./ - - -b. Pasir Panjang Cup 

Panjang Perayaan Hari besar I tertentu 

1c. Bantuan kegiatan Pawal Hari Desa Pasir 
I J{ali 

Terpenuhlnnya Kegiatan 
Jan s/dDes Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 BHP ./ - - -

IJadi KOBAR Th. 2017 Panjang Petayaan Hari besar I tertentu 

I d. Bantuan Kegiatan 
Desa Pa~ir 

1 J{ali 
Terpenuhlnrlya Kegiatan 

Jans/d Des Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 PBH ./ - - -Desa "Kulakaban 
P~ang Petayaan Hati besar I tertentu I Pintar" 

I e. Bantuan Kegiatan Peresmian 
Desa 

i. 
Kegiatan Pembinaan Lembaga 
Kemasyarakatan Lalnnya (*) 

Desa Pasir 
T~nuhlnnyaPembinaan 

3.000.000 Rp 3.000.000 BHP ./ -1 a. Opemsipnal. LPMD 1 Tahun Lembaga Ke!IIBSyarakatan Jan s/d Des Rp - -Panjang 
Lalnya 

Jumlall Per Bl411Dc 3 - . 

4 
Pemberdayaan 

a. 
I Kegia tan pelatihan Kejlaia Desa 

Masyaraks,t ldanPe~t 

Pelatiball Kepala dari Perangkat DesaPasir 
1 Kall terpenuhlnya Kegiatan 

Jan a/dDcs Rp 9.400.000 Rp 9.400.000 ADD " - - -lnesa Panjarig Pelatihan di Desa 
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• ' - --- , - . ---- Bidang{-JeiJis:Kegiatan - -
-Biaya_dan_S.umber- l"rakil:aan_l:o.lixeliksllnaan_ Rencana . - ---

Lokasi Waktu Pelakswi No Volume Sasaran{ Manfaat -

.. Pelaksanaan aan .. . .. -·- Jumlah APBDes - -Jumlah APBDes SumbCr Keljasama Kegiatan 
Bidang Jenis Kegiatan Swakelola 

Keljasama . Pihak 
Mumi Perubahan Dana AntarDesa v •. 

,J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

- Bimtek / Study Banding Desa Pasir 
1 Tahun 

terpenuhinya Kegiatan 
Jan s/d Des Rp 40.000.000 Rp 49.000.000 ADD,BHP ¥' - - -Aparatur Desa dan Lembaga Panjang Pelatihan di Desa 

b. 
Kegiatan Peningkatan Kapasitas 
Lembaga Masyarakat 

c. 
Kegiatan Pemberdayaan 
Posyandu, UP2K dan BKB 

1. Bantuan Insentif Kader Desa Pasir 
I Tahun 

Terpenuhinnya pemberdayaan 
Jan sfd Des Rp 42.000.000 Rp 42.000.000 BHP .; - -POSYANDU Panjang Posyand, Posbindu, dll -

2. Bantuan insentif kader Desa Pasir 
1 Tahun 

Terpenuhinnya pemberdayaan 
Jan s/d Des Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 BHP ,( 

Posbindu Panjang Posyand, Posbindu, dll - -

3. Bantuan kegiatan Posyandu 
Desa Pasir 

1 Tahun 
Terpenuhinnya pemberdayaan 

Jan sfd Des Rp 2.100.000 Rp 2.100,000 PBH .; - -Panjang Posyand, Posbindu, dll 

4. Bantuan Kegiatan Posbindu 
Desa Pasir 

1 Tahun 
Terpenuhinnya pemberdayaan 

Jan s/d Des Rp 1.100.000 Rp 1.100.000 PBH ¥' 
Panjang Posyand, Posbindu, dll - -

d. 
Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat 

e. 
Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani 
dan Nelayan 

f. 
Kegiatan Pelatihan Teknologi 
TepatGuna 

g. 
Kegiatan Pemberdayaan Usaha 
Kecil dan Industri Rumah Tangga 

Pengolil'nisasian melalui 
pembentukan dan fasilitasi 

h. paralegal untuk memberikan 
bantuan hukum kepada warga 
ma~tDesa t•) 

' 
L 

Kcgiatan Pelatihan KeiOmpok 
Masyarakat Jainnya (*) 

43189.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



• " -- -
Bidangf.Jerus]<egiatan 

Lokasi - - Waktu 
No Volume Sasaran/ Manfaat 

Pelaksanaan 
-- _, 

Bidang Jenis Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

PelatihanlsoslalisasilJl!lnyyluhan Desa Pasir 
Terpenubinnya 

!mder BKR, BR !!1m Forum Anak 1 KaJj Pelatihan/ sosialisasi ke1ompok Jan s/d Des 
di Desa 

Panjang 
Masy Lainnya 

j. 
Kegj!!tan Pelatihan L Sosialisasi 
Desa Siaga 

Desa Pasir 
Terpenubinnya 

Pelatihan l &·sialisasi Desa Sial!a 1 Kali' Pelatihan/ sosialisasi Desa Jan s/d Des 
Panjang 

Siaga 

Kegiatan pemberian bantuan 
k. santuna:1 dan bcasiswa bagi 

kelompok tertentu (*) 

Bantuan Bedah Rumah Desa Pasir 
1 Kali 

Kabupaten Panjang 

Bantuan Bedah Rumah 
Desa Pasir 1 KaJj 

Panjang 

Jumlah Per Bldaag 4 

Belenja To): 
KEGIATAN KEADMN DARURAT 

5 BENCANA ALAM,SOSlAL DAN Terduga · 
KERUSAKAN SARPRAS 

KEGIATAN KEADMN LUAR 
BIASA / W ABAH 

Jumlah Per Bldang 5 

JtJMLAH TOTAL 

Men etahui: 

-
Biaya_dan_Sumbcr -Pnikiiaan Pola-Pelak:sanaan _ 

---- -- --

,._,r Keljasama 
Jumlah APBDes Jumlah APBDes Sumber 

Swakelola 
KeJjasama . Pihak 

Murni Perubahan Dana AntarDesa 
T(pfi"~ 

8 9 10 ll 12 13 

Rp !3.200.000 Rp 13.200.000 ADD v' - -

Rp 11.200.000 Rp 11.200.000 ADD v' - -

Rp !0.000.000 Rp 10.000.000 PBK v' - -

Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 ADD ./ - -

Rp 145.000.000 Rp 154.000.000 

Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 ADD v' -

Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 ADD v' - -

~p;;·- 10;009.P<io ::Rp ·?.ih~;,~;M~; ···'··. --

Rp 3.675.137.600 Rp 3.1167.1132.200 

Pasir Panjang, 20 Oktober 20 17 

Disusun oleh: 

'I'im Penyusun.RKP Desa 

M 
DESII'lURA8TlYA, 8,1!:. 

Renc!Ula 
-Peliil<san 

aan 
Kegiatan 

14 

-

-

-

-

-

-

--

--~:·_J 
· ... 

::,~· . 
,:;o 
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Lembar Ke: 1 

Terima dari 

Uang Sebanyak 

Untuk Pembayaran 

Terbilang Rp. 

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
. ~. 

KECAMATAN ARUT SELATAN 

DESA. PASIR PANJANG 
Alamat: Jl. Swadaya RT.02 Pasir Panjang 74151 

KWITANSI 

Dibayar dan dibukukan 
Pada Tanggal 
Bukti Kas Nomor 
Pada Rekening 
Jenis Pengeluarari 

Bendahara Pengeluaran Kantor Desa Pasir Panjang 

· ## Tujuh juta dua Ratus ribu Rupiah ## 

30-12-2015 
Retri IV 
2.1.8.2 
Mus des 

Dibayarkan kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa/ MusDes di Gedung 
Surya Laman tanggal 18 Desember 2015 ( sumber dana : DBHP Retribusi 
Tahap IV} 

7.200.000,-

Lunas dibayar : 

Tanggal : 30-12-2015 

Bendahara Pengeluaran 

DEASY FEBRIANTI, SE.Par 

.i' 
! . 

Pangkalan Bun, 30 Desember 2015 

Tand.~ Terima, 

43189.pdf
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'' 

' I 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 

DE~A PASIR, PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN 

TAHUN ANGGARAN 2015 

1. Bidang : 2.1. Bidang Penyelenggataan Pemdes 
: 2.1.8 Penyelenggaraan Musdes 2. Kegiatan 

3. Bulan : Desember Th. 2015 

Rincian Pendanaan : 

NO. URAIAN 

1. Anggaran Biaya untuk pembayaran 
Murenbang Desa Tanggal18 Desember 2015 
a. Konsumsi peserta Musrenbangdes 
b. Snack Pl.serta 
c. Bantuan transport peserta 
d • .Honorarium Narasumber 
d.l. Kabid.Pem. BPMD Kobar 
d.2. Pendamping Desa 
d.3. Pendamping lokal Desa 
e. Honor Panitia Pelaksana 
e.l. Ketua Panitia 

.. .. 
e.2. Sekretaris 
e.3. Anggota 
e.4. Anggota 

JUMLAH 

VOLUME 

60 
60 
60 

1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 

HARGASATUAN JUMLAH 
(Rp.) (Rp.) 

20.000 1.200.000 
5.000 300.000 

50.000 3.000.000 

450.000 450.000 
250.000 500.000 
250.000 250.000 

450.000 450.000 
400.000 400.000 
400.000 400.000 
250.000. 250.000 

7.200;000 

Pangkalan Bun,17 Desember 2015 
Dibuat oleh 
Ketua TPK 

VUVUN MAKDALENA 
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1. BIDANG 
2. KEGIATAN 

Rincian Pendanaan 

NO. 

1. 

URAIAN 

Permintaan Pembayaran 
Makan Minum Rapat Pertemuan Musdes 
(DBHP Retribusi Tahap IV) 

a. Makan Minum Rapat Pertemuan Musdes 
JUMLAH 

Telah diveriflkasi oleh, 
Sekretaris Desa 

~~ p: ,j c 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 
DESA PASIR PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN 

TAHUN ANGGARAN 2015 

: 2.1 Penyelenggaraan Pemdes 
: 2.1.8 Kegiatan Penyelenggaraan Mus des I Makan Munum Rapat I Pertemuan 

:7.200.000 

PAGU ANGGARAN PENCAIRAN S.D. YG LALU PERMINTAAN SEKARANG JUMLAH SAMPAI SAAT INI 

(Rp.) (Rp.) 

7,200,000 -
7,200,000 -

(Rp.) (Rp.) 

7,200,000 

7,200,000 

Pangkalan Bun,30 Desember 2015 

Pelaksana Kegiatan 

~ 
YUYUN MAKDALENA 

Telah Dibayar Lunas 
Bendahara Desa 

dnL -DEASY FEBRIANTI,SE.Par 

-

7,200,000 
7,200,000 

SISADANA 
(Rp.) 

-

-
-
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PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA 

DESA PASIR.PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN 
TAHUN ANGGARAN 2015 

1. Bidang : 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemdes 

2. Kegiatan : 2.1.8 Penyelenggaraan Musdes 

3. Bulan : Desember Th. 2015 

. 
NO . PENERIIVIA URAIAN 

1 2 3 

1 Lumintu Catering Konsumsi Peserta 60 kotak x 20.000 

2 Snack Peserta 60 kotak x 5.000 

3 Peserta Transport Peserta 60 orang x 50.000 

4 Roomhendi Mustafa, S.IP Kabfd.Pem. BPMD 1 orang x 450.000 

5 Fahrus Sayidin Pendamping besa 1 orang x 250.000· 

6 Qaidah Aulia Pendamping Desa 2 orang x 250.000 

7 Dwi Windayani Pendamping Lokal Desa 3 orang x 250.000 

8 Roheni Ketua Panitia Pelaksana 1 orang x 450.000. 

9 Deasy Febrianti Sekretaris 1 orang x 400.000 

10 Yuyun Makdalena Anggota 1 orang x 400.000 

11 I Made Artayasa Anggota 1 orang x 250.000 

JUMLAH (Rp.) 

Bukti- bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan 

administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

JUMLAH 

(Rp.) 

4 

1.200.000 

300.000 

3.000.000 

450.000 

250.000 

250.000 

250.000 

450.000 

400.000 

400.000 

250.000 

7.2oo;opo 

Pangkalan Bun, 30 Desember 2015 
Pelaksana Kegiatan, 
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DAFTAR PENERIMA HONOR TIM PANITIA PELAKSANA 
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA/ MUSRENBANGDES 

Gedung Aula Surya Laman, 18 Desember 2015 

NO NAMA JABATAN JUMLAH TANDA TANGAN 

.. 
1 Roheni Ketua Panitia t. 450.000 ~--

2 Deasy Febrianti, SE.Par Sekretaris 400.000 cbrc-
3 Yuyun Makdalena Anggota 400.000 ~ 

4 I Made Artayasa Anggota 250.000 ~ 
TOTAL 1.500.000 

43189.pdf
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NO 
1. 

2. 

3. 

4. 

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
KECAMATAN ARUT SELATAN 

DESA PASlR PANJANG 
.Alamat : Jl. Swadaya RT.02 Pasir Panjang Pangkalan Bun 47151 

TANDA TERIMA HONORARIUM NARASUMBER 
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) 

GEDUNG SERBA GUNA SURYA LAMAN, DESA PAStR PANJANG 

NAMA JABATAN Honorarium PARAF/TTD 
·Roomhendi Mustofa, SJP Kabid. PEM ·BPMD Rp. 450.000 1 

Fahrus Sayidin Pendamping Desa Rp. 250.000 

Qaidah Aulia P~ndamping Desa Rp. 

Dwi Windayani ·Pendamping Lokal Desa Rp. 250.000 4~ 

43189.pdf
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1. Bidang : 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemdes 
2. Kegiatan : 2.1.8 Penyelenggaraan Musdes 
3. Bulan : Desember Th. 2015 

Rincian Pendanaan 

NO. TANGGAL URAIAN 

1 2 3 
1 17-Des-15 Diterima dana dari Bendahara 

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 
i>ESA PASIR PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN 

TAHUN ANGGARAN 2015 

Penerimaan (Rp.) 
Dari Swadaya 

Bendahara Masy 
4 5 

Untuk pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Desa 
Tanggal18 Desember 2015 7.200.000 -

2 18-Des-15 Konsumsi Peserta 
Snack Peserta 
Bantuan Transport Peserta 
Honorarium Narasumber 
Honor Panitia Pelaksana 

JUMLAH PENERIMAAN 7.200.000 

JUMLAH PENGELUARAN 
SALDO 

Telah dibayar lunas 

B•ndaha~ 

DEASY FEB~ANil, Se.par 

Nomor 
Pengeluaran (Rp.) Jumlah I 

Belanja Belanja Pengembalian 
Bukti BarangJasa Modal Ke bendahara 

6 7 8 9 
-

1.200.000 - -
300.000 

3.000.000 
1.200.000 
1.500.000 

7.200.000 -
-

Pangkalan Bun, 18 Desember 2015 

Pelaksana Kegiatan, 

.yiJYUN MAKDALENA 

43189.pdf
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NO 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

KECAMATAN ARUT SELA TAN 

DESA PASIR PANJANG 
Ala mat :'.II. Swadaya RT.02 Pasir Panjang Pangka/an Bun 47151 

TANDA TERIMA BANTUAN TRANSPORT PESERTA 
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) 

GEDUNG SERBA GUNA SURYA LAMAN, DESA PASIR PANJANG 
/\ 

NAMA JABATAN TRANSPORT /PA'RA ;l_TTD 

u IJ~t} 1-1 . }t. ~· V799 
Rp. 50.000 

~ ~/ -- /"""\ 

~~ ~~ le.r.. JJ Rp. 50.000 .I - tt!JlP ~ ,. _l 

//Jr)t:;if' )< 
v v 

Rp. 50.000 3\ '~\~ kei.RT Js.:. --
YJY\~~ 

Rp. 50.000 v 

~ ~ rG( {}o n ~ 

~~,~~ Vr8· Rp. 50.000 5. ~ ~ 
lt--

/ 

A l\. ttM~ b\ttt,r \~Vl!NJ ~~~L{~~~ 
Rp. 50.000 ~t!fl))ij:! \ 

~ 

Rp. 50.000 7 • /!_'J A'./ AM Li s;a {\')8 1 r a11 \ -feCldidH< fAll!l 'Vf"-V,''.J 

~Lll\.f\-17 R . f . PPL. Pf 
Rp. 50.000 8. M 

il-/) 

~~~#v 
Rp. 50.000 9./W-

l7t-1' > lk ~ r v'ch Rp. 50.000 I l~V'r 
/'> 

~,o.., r~ IJ\ Rp. 50.000 11. (<}M; 
MA(VIr-6 

Rp. 50.000 1Zz.. LQ.. 
~'\'\' f"' 

""'J"'A~;u 
Rp. 50.000 13. ~ 2N ) /1 T-IL/{ ~ 

~.~ 
Rp. 50.000 (34.~ 

Sct~p,. tbu bLJ 
Rp. 50.000 15. ~ _. 

~ II 

l:?f ~~--tru 
Rp. 50.000 - 16., 

J 

£~"-J Rp. 50.000 17. , VI 

PdP-..71VLf f?Tt!7 Rp. 50.000 I 
18. PI 

1/ 'I 
~ 

': ! 

i ~~· ! 
'l \. 
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/ .---·· 

19. frt u }'1VJ( .(!-(" .. 
. /C! '2v 

Rp. 50.000 19. /'' 
;;:--) 

20. <fi~~- 10(e:J2;> Rp. 50.000 20.# 

21. S/}-rJ1t AJG'~ ;;LT'f6 Rp. 50.0u~:~, 
r v , .... _/";:t ......... !"--- .· 

.A 

22. -~~ ?r~ 1/A·~ Rp. 50.000 2Y}~' 
23.\ ..!. v 

'f!Mt~·~~A f2r=/3 
Rp. 50.000 ~r/~, '77 

24. 
ffi~mtl-4{'~ cr 11-

Rp. 50.000 I 2~ 
~ 

25. -
lJ,'t:.\f'.l Rr Tr Rp. 50.000 25. /L(ff'-

- v..., 
26. 

""NMA\-i RT 61 Rp. 50.000 / 

26. ~ 

27. o~~ r- ~1\C\n" ~'·02. 
Rp. 50.000 27. cUm 

A 

28. .t .MQ&> : ~f~{ltf':l R f .. O<C. 
Rp. 50.000 -~. r-

29. uno.. lZ-T -oz Rp. 50.000 29. 
( IJ fl r:: r-.. 

30. utt~(k ~ Rp. 
KP'IV\V 

50.000 3t1J~Ltd4 
:J -v 1..--P" 

31. 'P-d1e-~\~ s;~ Rp. 50.00G 31. lr,o /--
32. '6 \;f\f\ 

Rp, 
~ 

9-\.(l 50.000 rt97~\ I 
33. ~~~~ ~\.!I 

Rp. 50.000 33. -\ v '~ ~~ 
34. \ \'--~ M . '\'/\. \2-T.-". 

r---. 
~ Rp. 50.000 ~ 34 . ./ ~ ~~ . ;.-: 

-
3.5. ~ KtA~~· ~'\: -lP 

Rp. 50.000 35. ~-

36. ~~AYVW ~t-IS 
Rp. 50.000 3r~{5 ~ 

37. ~t'v 
Rp. 50.000 37. I< 

~ lft '/ 
38. ~c:a~ Rp. 50.000 J7 . 1 ./IV 

h J 

~~pfl.t\V\\ 39. Rp. 50.000 39. , l~r~ ~ 
40. w\Ao'V\ \ 

Rp. 50.000 ~ t'~ 
.p-e-

/. 
v/ l4-

41. Rp. 50.000 41. (J J 
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42. . Rp. 
Lt~vk ~1·01 

50.000 42. ~ ~-
43. 

0oPIAL1t H~t.fLi - \2-T. 0\. 
Rp. 50.000 ~- \ 

44. 
NurJm~ (2."(. 02. Rp. 50.000 44.~ Nili\A~ t. tl 

45. l:N A ~ o·'l. 
~ 

Rp. 50.000 4~ '-
. 

-< ~ 4)J.1--
46. _g \~ CJ:\o.t.J o4f ~.o£>. 

Rp. 50.000 4~ ~-"== 
47. 

~roc~~- ~\.OC"'· 
Rp. 50.000 47.\~~ 

48. • 
~ ~\.. \\ A .C tto.\m;; ~T.o':f, 

Rp. 50.000 I~ 1 - ""'[ 

49. '{<Z:I\n'i A4-r\cl<\ 
Rp. 50.000 

1(Z.:f. 0~ 49dQ~ 
D 

so. 
~OJL9) :1. ?-T- 0«) Rp. 50.000 so._~. 

f) 

51. &tY\91 AM.el. \2-T. 0~. Rp. . 50.000 ~~--
52. .\-\efl:\ 1..-0 t:Jo. ~ o.. 

I 

~ <'f2-\. \0. Rp. 50.000 

II IZZ. ~ 
53. A d<J eC\ ~" 9 \}("' '\2.-T. i o Rp. 50.000 5~~~ If., . 

54. ~ u,~; ~lSLOa:h R\. o1- Rp. 50.000 II I (, ~~~ ... ,_ 

55. ann~Cil.. t> l4:l' ~\-o-:r Rp. 50.000 55 . ..d. '-./' ... 
- •y ... ..;. . 

bb· \'1\ · R\f~i S~\'- Oe~ 1Pr· 
Sf· ~Lamll~tfl 
£;~. 1:?~~\.\-lA ~\. 0\. 

ss__;_.5>~\\= ~ 

b.6 . ~ ~lul'1 
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··· 

NO 
1. 

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
KECAMATAN ARUT SELATAN 

DESA PASIR PANJANG 
Alamat• : Jl. Swadaya RT.02 Pasir Panjang Pangkalan Bun 47151 

DAFFTAR HADIR PESERTA 
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) 

PENYUSUNAN RKPDes 2016 

NAMA JABATAN PARAF/TTD 

2. (~ 

3
. "J u Lt A- 1 r ~ . P • _ 

v 

~-
5. 

Ll~a Malran\ S.J_~ 
6. 

6. >i~tvt' (/0 

JsLr· 1-T" 8. # 
10. 

11. flJl'~' ~ 
/l 

12. f 

14.~ 

I 

L'IM~ i -- 16. 1 I /nth 
J%~ 

\ ~ 18. ff]·~ 
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19. 

r::;· ( \1 20. \tM:f-~'b --.,. -
21. ~~ 

22.~4?., 

23.~ 

11 . (~ 24. _lfhA-
25. v v 

I #/1"1 1/l-r:;."' V//J-44 Af/7) 
25.~~- ~ 

28. ~~f}·· 28.~ ..-f-~ 

29.~ ~ 

30.~~ 

31.~~- d_ 

33
· L.1 n~ 33. ~ 

~1-\1 
35. 7 AI .• 

)If"\ -I! .. G1_ • 
36. 

37. 
lM-"M. fv1. ~1- 1\. 37. 

38. gh £u.\o..~~-

39. )t~ 39. 

40. t<A~/V 
41. 
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42. -
u.&u\< 

43. 
...S'<!>pton H~dl 

44. 

Nuf'JtN' 
45. 

iS"l'lA 
46. 

Q \-\{ C-Ho--hJ~h. 
47. 

~choh. 
48. I 

l'}B\-\l A .s.\JS~\1 
49. \~enn1 Alfp . .ld~ 
50. 

i:nd on9; '1. 
51. ~\\" &MJ. 
52. #.er·; Wu=t~. 
53. ~dv~" ~ctn:Jltn. 
54. Y\ut ~S.lAJ?{~· 
55. Ool'\ls. a DLA>i 

Sb· M. R'f(\\ 

Q.3. D1&1~ ~~o 
~{) . J\l\ 0.1\\~.~o.n 

42. ~~~ ' 

43. c~6. 
t 

44. ~-~· 
45.~~ 

~ 

! 

46.~·C. 
47. l6~o~ 

48. ilfliA .dP--

49. 
~ 1\ 

50. \~ ~ f) '- . 
51. (/f,ttA_..J ~ 

~ 
II u-52. d-f~ 

1 

s3. :t/{'ez..u f,... g 
_1_ 

C "-.11. -.....__ I -...!J 'f r.Lv.<.. ~. 
~ .. L_,~ ... -

s: .ktf 'P ~S'C\ l:J~. 

\)-\.0\, 
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NO 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
KECAMATAN ARUT SELATAN 

DESA PASIR PANJANG 
Alamat : Jl. Swadaya RT.02 Pasir Panjang Pangkalan Bun 47151 

DAFFTAR HADIR PESERTA 
MUSYAWARAH RENCANA·PEMBANGUNAN DESA {MUSRENBANGDES) 

PENYUSUNAN RPJMDes 2016-2022 

NAMA JABATAN PARAF/TTD 

2.~ 

-

6. i-~~· 

9.~ t 
r 

10. ly'lr~ 

I1Jl r- . 11. 
N -0{}-

~ 

;(/ OA-.)'0/'JO 

'(w l~ 13. ~ 

WA\ZH-\ tl-T O.t\ . ~ 14. ~ 
/1 ~ It OA-\--o -
'TA-R\f -r 'I 

16. ·nYo~ 

5 L{ pt:?t r~. 
IJf u f1t 11 ~c· 

1 r· 
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26. 
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PEMERINTAF l~".t\ Bl ro,,','T' 17i:''·.! l<C'TA.\V "'RIN '""'IN B· ARAT .1 ......... . )J ,, LJ.I -~-1 .L fl. l CT . 

KECA.MATA.I\l r'\l~UT SELATAN 

C>.'=-'C"J\ '() \ c; r .... ;, PANJANG ~ j~ 0 :·~.... I _p.'!.. ~--~:· l. J:--.. .L • . . J 
Alattt<~l · ,hlap· Sw:-1d<•:>a i<: o·.~ Pasir Panjang 741 17 

Puugkulan l3un kc:l.litHantan Tengah 

KEPUTUSi\.N KE:PAL.f,_ DESA PASIR PANJANG 
KECAMATAN _.1\R.UT SELATAN 

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR: 411.2'~- / '5'LI j"§{_PTS/DPP/ XII / :.:?015 

PANITIA PELAKSANA l\HJSYA\VAI~A.JH PERENCANA..~N PEMBANGUNAN DESA 
DESA PASIR PANJANG TAHUN 2015 

Menimbang 

Mengingat 

a. 

KEPALA DESA PAS.IR PANJANG, 

BaitW<.t Uitl.uk m~..:nggali gagasan dan mcrencanaka.n program 
kegintan Pe.:rn.barq!;unan di Desa; 

b. BH\nv:,1 unt uk m<d·G:~nd sebagairnana hun.1f a tersebut: di at.as, 
pcriu u1cngaugkat dan m.enetapkan susunan panitia 
pe1nk~.;nna Mu~~v:t\v;·1r:.•.h Perencanaan Pembangunan Desa 
clan diLetapkan ctengan Keputusan Kepala Desa Pasir 
Punjung; 

l. UncL.ing und;_;mg Norncn· 32 tahun 2004 tentang 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 
20lY\,Tarnbt.tllan L~:n1.baran Negara RI Nomor 
4437)sebagairna •1.a telah diu bah terakhir dengan Undang­
und<u w Nu:nn1· 12 l<::dn.1n 2008 tentang perubahan kedua 
a lets U ndaug- L\nuang No1nor 32 tahun 2008 No1nor 
50,T~urllxdutn Lcn1baran Negara Rl Nornor 4844; 

2. Undung -- urH.fang Nornor 22 tahun 19':19 tentang Pemerintah 
i)o_.,.;.ro..i·.i.; 

3. Undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak 
Dac.::n:th dun Rct.ribLH>i Daerah (lembaran Negara Republik 
lnclorH.::-:i.;; tu!"ll.t!J '100':-l 1.1ontu1· 130 Ts.rnbahan Lembaran 
Negal-ct Republ1.k Indonesia no-r:nor 5049 

3. Unch1ng ·- undanL Nomor 6 tahu.n '2014 tentang Des8; 

4. Peratucan Daerab. Ka.bupaten Kotav;..'aringin Barat nomor 3 
tahun 2007 tentang penyusunan Organisasi dan Tata Ke:rja 
Pernerintah Dcsa; 
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Menetapkan 

kesatu 

kedua 

ketiga 

Keempat 

Kelima 

Keenam 

1\/i E IV! tJ '1' U S K A N 

KE.PUTUSAN .KE~Pi\Li\ DESA PASIR PANJANG KECAMATAN 
ARUT SELATAN TENTANG SUSUNAN PANITIA PELAKSANA 
MUSY 1-\ WARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, 
DESA PASIR PANJANG TAHUN 2015. 

Mengangkat dan 1nengesahkan saudara yang namanya 
:~ebagainwna tcn;ebut dalam lampiran keputusan ini yang 
merupakan bagi.an tak terpisahkan dari Keputusan ini 
sebagai Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan 
Pe1nbangunan Desa 

Penitia Pelaksann dalam diktum kedua keputusan 1m 

1nernpunyai tug<:t::>··Lugas langsung atau tidak langsung 
da!arn pclakse:uJ<:l<Hlnya sebagai Panitia Pelaksana. 

Dnlam rnelak:.-:;unakan tugasnya, Panitla Pelaksana 
sebugaimana dirnaksud diktum ketiga dalam keputusan ini 
adalah berta.nggungjawab sesuai dengan peraturan yang 
bedaku, dan diberikan honorarium sesuai dengan yang 
tercantum dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Seg;_.tlu biaya yang; tirnbul akibat dikeluarkannya keputusan 
ini liiiH~b<lllkclll p:td<l Anggan1r1 Penc!apatan dan Belanja 
Dc:-;u l '<-.l::>ir- 1-'unj<:ttlg 

KepuLusan irn berlaku sejak tanggal d1tetapkan dan apabila 
tcnl<:q)~lt kekcliru;,u clalain peneta.pa.nnya akan di.perbaiki 
scpedunya . 

. ·. 
' ,; : :-' 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEl?ALA I.Yl!}SA PASIR PANJMIG 
NOMOR 141/""..t.-i /KP.-'l'SjDPP/XII/2015 
TANGGAL . Dese1nber'2015 
TENTANG ~ANITIA PELAKSAl\fA MUSYAWARAH _PERENCANAAN 

PEMHANGU.NJ~ ... a DE;~j_A .. , DESA PASIR PANJANG TAUN 2015 

------- - ... ·--- --- ... --· ·····-------- ---
NO NAi\'l 

-···--·-
I. ROHENI 

A i .L\BATAN ALAMAT 

\ ~(l~TUA --·-- PASIR PANJANG 
·- .... 

2. YtJYUN M. 
... . . - . i· ·--··-····-------- ---- -----·----·-------·-------···--

---------- .. _____________ _j A~~~~GOTA PASIR PANJANG 
3. DEASY F.,S.E.J>ar· I ANGGOTA PASIR PANJANG 

4. -MADE ART A Y AS 
. ... 

····-- --· ------t- ---·-· --------··· l i\~-~~~0~~- l PASIR PANJANG A 

' ~-
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;' 

1(1nJgOl .i . 
; 

.. .. ········· ················· 

Banyak NAMA BARANG Harga Jun1lah 
nya 

0 b~ Nct~i ~oTak ~Oa:x:l J. 200· 

6 0 SkC !;r!QCk ~·000 ~oo· 

----------
----

---- ·--------------- ----- -r 
\ 
~)-~=-

Tanda terima ~ Pe<hal;an ~~ Jumlah Rp. 1. soo· 
Barang yang sudah o:l1bel1 

lldak dapa\ dlluknt!dikembat~an 
--

43189.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Lampiran 11 

Keterangan gambar: Wawancara dengan Kepala Desa Pasir Panjang 

Keterangan gambar : Wawancara dengan Sekretaris De~a Pasir Panjang 

I 
I 
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Keterangan gambar : Wawancara dengan Bendahara Desa Pasir Panjang 

Keterangan gambar : Wawancara dengan Ketua BPD Pasir Panjang 
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Keterangan gambar: Wawancara dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Keterangan gambar : Wawancara dengan Kasi PMD Kecamatan Arut Selatan 
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Keterangan gambar: Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Dorprawati 

Siburian) 

Keterangan gambar: Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Ketua RT V) 
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